.| SALINAN |

IR BUPATI KARANGANYAR
. PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 98 ’I‘AHUN 2019 N |
I SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH e

S DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
~ BUPATIKARANGANYAR, R

~ tentang Sistem Akuntansi  Pemerintah Daerah, maka ‘perlu
o »Pemermtah Daerah

e Lingkungan Prov1n81 Jawa Tengah

| bahwa dengan belum dlatumya penghcnt1an konstruksi dalarnvv R
pengerjaan pada Peraturan Bupati Nomor 81° Tahun 2018

- menetapkan - Peraturan Bupat1 tentang Slstern Akuntansr S

| 1 ':'Undaﬁvg‘U‘l‘}ldéng‘ | Nofm;)‘vr 13 Tahun 1950 téﬁtaﬁg | :
' Pembentukan = Daerah: daerah Kabupaten dalam- e

3 2 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang R

E 'j.ijeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

» - Republik Indonesia Nomor 4286)

: -v'i,;ff‘y_fIndones1a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
.~ . Negara Republik Indones1a Nomor. 4355), RET o
R Undang-Undang - Nomor - 15 Tahun - 2004 tentang .
“Negara - (Lembaran . Negara ~ Republik  Indonesia

o Repubhk Indonesm Nomor 4400)

 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara‘ o

o 3 : -’vUndang-Undang Nomor ‘ Tahun 2004 tentangj - ”
. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik = =

. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan =
o “Tahun 2004 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara S

. 5. Undang-Undang Nomor - 33 'Pahun 2004 tentang S

~+ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
vvl,Pemermtahan ~Daerah - (Lembaran Negara - Repubhk SR
~ Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran -

| - Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

  :-"~ ; 6.'1f—’fUndang-Undang ‘Nomor .- 23 = Tahun 2014 tentang‘

* . Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran

- Pemerintahan  Daerah (Lernbaran Negara Repubhk-!f

" Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana o

~ telah . diubah beberapa ~kali -~ terakhir ~dengan

(R Tahun 2014 ‘tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran'

| . ‘f';”;'Undang-Undang ‘Nomor . ‘9 Tahun 2015 tentang
" Perubahan ' Kedua - atas Undang—Undang ‘Nomor - 23

- Negara Republik Indonesia - Tahun. 2015 Nomor 58,

; Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor v
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17.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan =
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340); |

~ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575); L
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738); '

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang -
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); o
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia .
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); o
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah; ‘
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015
tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir
pada Pemerintah Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

; MEMUTUSKAN: | |
Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
. PEMERINTAH DAERAH. s B

| ~ BABI
KETENTUAN UMUM

, Pasal 1 :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1L Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
~ penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
-~ pelaksanaan urusan pemerintahan yang menJad1

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. ‘ o

4. - Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan :

penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
~ yang dipimpinnya. ,

5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan

-~ penggunaan barang milik daerah. - ‘

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
- BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

bertindak dalam kapa51tas sebagai bendahara umum
daerah..

7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang- selanjutnya,
~ disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
~ untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pe_]abat yang diberi

"~ kuasa untuk melaksanakan ~'sebagian kewenangan

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

9.  Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 2
- Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah -

pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
- pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. -
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
~ disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
- bidang tugasnya.

11. Akuntansi adalah proses" 1dcnt1ﬁka81, pencatatan, v
~ pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
- dan kejadian Kkeuangan, penyajian laporan, serta
~ penginterpretasian atas hasilnya. o

12. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
- disingkat SAP adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah. : B

13. Pedoman Umum Sistem Akuntanm Pemcnntahan yang

selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri
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15.

16.
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18.
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22.

23.

Keuangan yang bertujuan untuk membenkan pedoman
bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem
Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP
berbasis Akrual dan penerapan statistik keuangan

- Pemerintah Daerah untuk penyusunan konsohdam fiskal

dan statistik keuangan secara nasional.
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanju’mya

- disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari
- prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten
Karanganyar. o
Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS
adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan

~ keuangan Pemerintah Daerah.
~Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan
daerah. o

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rckenmg Kas
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

~menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dlbayar kembali

oleh Pemerintah.
Belanja adalah semua pengeluaran dan Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih

‘dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah..
Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/ Daerah
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu

“dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonoml atau poten81

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
‘yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban

‘luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi

yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan
sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendah atau
pengaruh entitas bersangkutan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang d1kuasa1
dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemenntah Daerah - maupun



masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uahg,

~ termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan

24,

25.

~lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
- sumber daya ekonomi pemerintah.
26.

27.

8.

29.

- sejarah dan budaya.

~ entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

berjalan.

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat
sosia}l,' dan/atau manfaat lainnya, sehingga dapat
meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat. . :
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang

- merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.
- Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi

agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan,
piutang, utang, dan yang lain yang berkaitan dengan

‘adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum

dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang

Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang niengakui-
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

30.

31.

“atau setara kas diterima atau dibayar. |
" Basis Kas Menuju Akrual adalah basis Akuntansi yang

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. | .
Basis Kas adalah basis Akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas

- mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis

32.

33.

34.

35.

‘anggarannya dalam satu periode.

kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat.:'
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi

‘pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,
“dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

yang = masing-masing diperbandingkan dengan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih = yang

‘selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL t:ahun
pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA,
koreksi dan SAL akhir. o N
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi

" keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,'}f

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. . L
Laporan - Operasional yang selanjutnya disingkat LQ

adalah laporan yang menyajikan informasi mengenal
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan
yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan |



~ 36.
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39,

40.
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42.

43.

44.

46.
~ penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

yang penyajiannya disandingkan’ dengan 'periode
sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya dxsmgkat LAK adalah

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,

penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu

- periode Akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan,

Laporan Perubahan Ekultas yang selan_]utnya disingkat
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.,

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas
nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO,
LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kntena
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
Akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang
melengkapi unsur Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-
LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas
pelaporan yang bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk.
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.

Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang
menyajikan secara lcngkap informasi yang dlbutuhkan
oleh pengguna.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku ‘Pengguna

'Anggaran/Pengguna Barang.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah. |

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan
- keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

45.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari 1 (satu) atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut Kketentuan  Peraturan
Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Rekemng Kas Umum Daerah adalah rekemng tempat

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

- digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah

pada bank yang dltetapkan



48

: 47 Surat Permmtaan Pengesahan Pendapatan dan BelanJa

- yang selanjutnya disingkat SP3B merupakan dokumen
‘permintaan - pengesahan  atas Laporan . Reahsas;
Pendapatan dan Belanja. . ‘ ' o
‘Surat Pengesahan Pendapatan dan Belan_]a yang "

 selanjutnya . disingkat SP2B merupakan dokumen

49.

'pengesahan atas Laporan Reahsam Pendapatan ‘dan

Belanja.

Surat Pernyataan Telah Menenma Hlbah yang selan_]utnya -
‘disingkat SPMTH merupakan dokumen yang mengakulv:_,

telah menerlma hlbah dana BOS Reguler

Pasal 2

| '_Kebljakan Akuntan31 Pemenntah Daerah terdm atas pnn31p, o
dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh

 Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan Pemenntah Daerah untuk .

memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam

‘rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan

’ ’terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

| BABI
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

' Pasal 3

(1) Sistem Akuntans1 Pemermtah Daerah terd1r1 dan

a. Sistem Akuntansi SKPD
b S1stem Akuntan31 PPKD; dan o
‘c. BAS. ’

~ (2) Ketentuan mengcna.l Slstem Akuntan31 Pemerintah

- Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

~dalam lampiran yang merupakan baglan yang tak
terplsahkan darl Peraturan Bupat1 ini. ' . '

Pasal 4

(1) Slstem Akuhtans1 SKPD sebagaunana dxmaksud dalam

~Pasal 3 hurufa terdln dan
a. teknik pencatatan;

. - b. pengakuan dan Pengﬁhgkapan atas Pendapatan LO;

C. pendapatan LRA;

~d. beban dan belanJa

€. plutang, o
1. persedlaan, ‘

- 'g. aset tetap;

~ h.aset lainnya;

o1 kewa_uban,

j- ekuitas;

k. koreksi kesalahan; dan '

L penyusunan laporan keuangan SKPD. S



(2) Sistem Akuntans1 PPKD sebagaimana dlmaksud dalam
Pasal 23 huruf b terdiri dari :

. teknik pencatatan;

. pengakuan dan Pengungkapan atas Pendapatan-LO

. pendapatan-LRA;

. beban dan belanja;

. transfer; _

pembiayaan;

. investasi;

. kewajlban, B

koreksi dan penyesuaian;

j. penyusunan laporan keuangan PPKD; dan

k. penyusunan laporan  keuangan  konsolidasian
pemerintah daerah. : ’ '

TR e a0 g

IR | " Pasal 5 . o
(1) BAS sebagaimana dunaksud dalam Pasal 3 huruf ¢
merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
- " melakukan  kodefikasi  mencakup akun  yang
- menggambarkan struktur laporan keuangan secara
lengkap.
(2) BAS sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dlgunakan
untuk :
~ a. Pencatatan transaksi pada buku jurnal;
~ b. Pengklasifikasian pada buku besar dan penglkhtlsaran
pada neraca saldo; dan
~ c. Penyajian pada laporan keuangan :
(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdm atas_
level 1 (satu) sampai dengan level 5 (lima), meliputi :
a. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
e. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
{(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
- terdiri atas : -
a. Akun 1 (satu) menun_]ukkan Aset
b. Akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban;
~ c. Akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas; .
d. Akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA
e, Akun 5 (lima) menunjukkan Belanja;
- f. Akun 6 (enam) menunjukkan Transfer;
g. Akun 7 {tujuh) menunjukkan Pembiayaan;
h. Akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan-LO;
i. Akun 9 (Sembilan) menunjukkan Beban.



o BABII SR
KETENTUAN PENUTUP

AT . Pasal 6 - : ‘
L Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku maka' o
o Peratura.n Bupati - Karanganyar ‘Nomor 81 Tahun 2018
~ tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan dan
- ,-Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Karanganyar =
. (Berita. Daerah - Kabupaten : Karanganyar Tahun 2018
: ‘ Nomor 81) dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku S

3 Ll Pasal7 : ' SR
M Peraturan . Bupat1 ini mula1 berlaku pada tanggal L
e f_'.d1undangkan ' R : G o
j'Agar v setlap orang mengetahulnya, I meménntahkan o
SN pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya.‘
R dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar ’ .

o Dltetapkan d1 Karanganyar R
o pada tanggal 23 Desember 2019 R
BUPATI KARANGANYAR _

- . »Dlundangkan d1 Karanganyar

o B ’, pada tanggal 23 Desember 2019 - LT
o SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

o SUTARNO L s .

o vBERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 98 S

Sahnan sesual dengan ashnya At S

| SEKRETARIA'Q DAERAH = -
KABUPA’TEN\I{ARANGANYAR




LAMPIRAN
- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR  TAHUN 2019
- TENTANG =
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

I‘. SISTEM AKUNTANSI SKPD

Slstem akuntan31 SKPD mencakup tekmk pencatatan pengakuan dan

 pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA belanJa, aset,

kewajlban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi .serta penyusunan laporan
keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
»,Slstem akuntansx 'SKPD' terdiri dan s1stem akuntansi pokok sebagai -

-“.W'S-“'.:n@?ﬂmpost?

bcnkut
Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA SKPD;

Akuntans1 Beban dan Belanja SKPD;
Akuntanm Kas dan Setara Kas SKPD
Akuntansi Piutang SKPD |
Akuntan51 Persediaan SKPD
Akuntansi Aset Tetap SKPD;

. *Akuntan51 Aset Lamnya SKPD;
i Akuntan51 Kewajiban SKPD;
Akuntansi Ekuitas SKPD;
- Akuntansi Koreksi Kesalahan; |
Jufnal Buku Besar, dan Neraca Saldo;
| Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

- Sistem ‘akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran

secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan

o pertim‘btangan biaya manfaat dengan latar belakan'g‘ bahwa:

1

Nllau anggaran pada Laporan Reahsam Anggaran (LRA) SKPD dapat ‘
dlperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

.‘Pengendahan pelaksanaan ‘anggaran yang merupakan salah satu

,tuJuan dlselenggarakan akuntan31 anggaran telah di akomodasa pada

s1stem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehmgga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penenmaan E

kas yang merupakan Pendapatan LRA maupun pengeluaran kas yang

- merupakan Belanja dan Pemblayaan dlbukukan secara berpasangan

(double entry) pada akun_reallsasl anggaran yaitu akun “Perubahan SAL.”



A. AKUNTANSI PENDAPATAN - LO DAN PENDAPATAN - LRA SKPD -

1. Pihak Terkalt , '
a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran

Dalam keglatan ini mempunyau tugas menetapkan SKP—Daerah}
(Surat Ketetapan Pajak-Daerah) dan SKR (Surat Ketetapan

kepada Bendahara Penerimaan dan PPK-SKPD.
.b. Bendahara Penerimaan | |

‘Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

Retribusi) atau dokumen lainnya yang dxpersamakan dan
menyerahkan kepada wajib pajak/retribusi, dan ditembuskan

1) Menerima pembayaran sejumlah uang yang tertera pada

SKP/SKR -Daerah dari Wajib Pajak/Retribusi;

2) Menerima pembayaran 'sejumlah uang dari pendapatanvdaerah

tanpa penetapan,

3) Membuat Surat Tanda Bukti Penerimaan/Bukti lain yang sah

dan Surat Tanda Setoran (STS);

4) Menyerahkan Tanda Bukti Penerimaan/tanda bukti lain yang

sah kcpada Wajlb Pajak/Retribusi;

5) Menyetorkan uang yang diterimanya dengan Surat Tanda

Setoran (STS) ke Kas Daerah;

6) Menerima STS yang telah diotorisasi dari Bank dan

» menyampaikan ke BUD;
7 Ményerahkan - tembusan dokumen = Tanda

Penerimaan/ tanda bukti lain yang sah serta STS yang sudah

diotorisasi oleh Bank kepada PPK-SKPD;

8) Menerima Slip Setoran/Bukti lain yang sah dan Wajib

Pajak/Retribusi jika pendapatan dlsetorkan langsung ke

: Rekening Kas di Kas Daerah.
e Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)

Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:

1) Menerima tembusan dokumen SKP-Daerah (Surat Ketetapan}
Pa_]ak-Dacrah), SKR (Surat Kctetapan Rctnbusx) dan/atau

dokumen lain yang dxpcrsamakan,



- 2) {'Me'neri»ma} fembnsan dokumen Tan‘dai Bukti Penefimaan/ tanda
' l >_;bukt1 lam yang sah serta STS yang sudah diotorisasi oleh Bank |
o dari Bendahara Penenmaan serta Slip Setoran/ Buktl la1n yang -
- sah dan Wajlb PaJak/Retrlbus1, o R
"‘3) Membuat dokumen akuntan31/ Memo Jurnal berdasarkan
tembusan dokumen - yang dltenmanya v dan dokumen
N pengakuan yang dlterbltkannya, o ’ '
; | 4) ,Untuk PPK~SKPD yang menangam dana kaplta81 FKTP dan. -
BLUD menylapkan Surat Permmtaan Pengesahan Pendapatan B
.~ dan BelanJa (SPSB) yang dlsampalkan kepada PPKD; -v
.:_5) Melakukan pencatatan ke dalam buku Jurnal atas setlap
Ci s transakm, : S : o ' o
o 6) Melakukan postlng atas transaksn sesuai dengan akun yang |
- o bersangkutan ke Buku Besar | o
d Wa_ub Pajak/ Wajib Retnbus1/ Pihak Terkalt Lamnya |
. Dalam kegiatan ini berkewajlban melakukan pembayaran atas
" "}kewa_]lbannya dan menerlma tanda bukti penenmaan :
. e.PPKD sclakuBUD -
Dalam Keg1atan ini mempunyax tugas ,
" 1) Menenma STS yang telah dxotonsam oleh Bank dan Bendahara" :
Penerlmaan dan Nota Kredlt dari Bank '

o 2) Melakukan pengesahan terhadap pendapatan yang dlterlma .

langsung SKPD/ unit SKPD yang tidak me1a1u1 RKUD

berdasarkan SP3B yang d1usulkan kepala SKPD

2 Prosedur Akuntan31 ' : S
S a PPK—SKPD mencatat pendapatan yang sudah men_]ad1 hak

Pemermtah Daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan
PaJak-Daerah (SKP—Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR)-
» dan/ atau dokumen lain yang dlpersamakan yang dltenma, " _

1 b. PPK-SKPD membuat dokumen ; akuntansu/ Memo Jufnal-
3 berdasarkan tembusan dokumen yang dltenmanya  dari
Bendahara Penenmaan dokumen pengakuan lamnya selam Surat; .
Ketetapan PaJak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retnbus1



(SKR) dan Shp Setoran/Buku lam yang sah dan Wa_]lb
Pajak/Retribusi; . . - _
: c. PPK-SKPD melakukan pencatatan transak31 ~ berdasarkan :
dokumen akuntan31/Memo Jurnal; - .
| d PPK~SKPD melakukan posting atas transaks1 sesuai dengan akun |
o yang bersangkutan ke Buku Besar.

. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada
' Akuntans1 Pendapatan-LO dan Pendapatan—LRA SKPD meliputi:

‘v g. _Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah);

b ‘Surat Ketetapan Retribilsi-Daeréh ( SKR—Daerah}; | _
" ¢. Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya, misalnya perjanjian
i sews; . | | , . e

. Tanda Bukti Penerimaan (TBP);

' Surat Tanda Setoran (STS)};‘ |

Bukti setoran lainnya.

. Pencatatan Transaksi | . | v
Pencatatan transaksi atas Pendapatan-LO dilakukan dengan
'memperhatikén kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak
| ‘Pemeﬁntah ‘Daerah sesuai kcbijakan ‘akuntansi yang ditetapkan.'
~ Pengakuan pendapatan—LO ini didasarkan pada }dokume'n
’ fakuntanm/ Memo Jurnal yang dibuat oleh " PPK-SKPD sesuai
: idokumen sumber yang diterima. ‘ |
- Bila dikaitkan dengan penenmaan kas, pencatatan transaksi atas
v szendapatan—LO di SKPD sesuau kondlsl transak31 dan prosedur
;akuntanm dapat dllakukan dengan tiga kondisi berlkut ini: ‘
-a. Pendapatan LO d:akul dan d1catat sebelum penenmaan kas;
Pencatatan 1n1 dilakukan apabila dalam hal proses transakm
Pendapatan Daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan
hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak
‘ pendapé.tan'dilakukan lebih dulu, maka'pehdapatan — LO diakui
- pada saat terblt atau d1ter1manya dokumen penetapan walaupun
kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan
dengan jurnal berikut ini: ' ‘



1) Pada saat penetapan hak
Saat terbit atau dltenmanya SKP/SKR Daerah atau dokurnen
penetapan lainnya dicatat dengan jurnal:
Piutang Pendapatan...........cc.ceeeern...ns ‘ XXX
Pendapatan -~ LO..........cccocevvenrnenen. S S OXXX

2) Pada saat penerimaan kas
Saat wajib pajak atau retribusi melakukan pembayarén
melalui Bendahara Penerimaan dan diterbitkannya Tanda

- Bukti Penerimaan dicatat dengan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan............. XXX

Piutang Pendapatan..........cceeueeenn. o XXX

Atau apabila - pembayaran langsung ke Kas Daerah dan
diterbitkannya STS dicatat dengan jurnal:
R/K PPKD , XXX

Piutang Pendapatan XXX

Akun Kas di Bendahara Penerimaan digunakan saat Wajib
'}Pajak/ Retribusi melakukan penyétoran melalui Bendahara
Penerimaan, sedangkan akun R/K PPKD digunakan jika Wajib
Pajak/Retribusi langsung menyetorkan melalui Rekening Kas
di Kas Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran
atau surat tanda setoran, PPK-SKPD juga sekahgus mengakul
dan mencatat penerimaan tersebut sebaga1 pendapatan - LRA
yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:
Perubahan SAL.......coeeeiinirniciiiicinnninee. XXX
Pendapatan — LRA......cccceeniirenimnnnnecennees XXX

b Pendapatan-LO diakui dan dicatat pada saat penerimaan kas
. Pencatatan ini dilakukan apabila  tidak terdapat dokumen
penetapan (SKPD/SKRD), maka pendapatan—LO diakui pada saat

kas diterima.



" Kebijakan '-'akuntansi terkait pengakuan | 'pénbda‘péta»ln—LC

: - bersamaan dengan penenmaan kas ini dapat juga dilakukan atas

‘3' ‘transaksi dengan pertimbangan:

1) Ketldakpastlan jumlah penenmaan yang cukup tmgg1

| Beberapa jenis penerimaan - mempunyai tingkat
ketldakpas'aan akan _]urnlah pendapatannya cukup tinggi.

Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta
prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali ‘dilakukan
secara konservatif, maka atas transaksi yé.ng mempunyai
perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan
‘penerimaan ‘kas tersebut dapat dilakukan perlakuan
akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat
L d1ter1manya kas. ' '
. 2) Tidak ada dokumen penetapan . , v

| Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen penetapan'
seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self
assesment atau dokumen penetapan ‘tidak diterima oleh
- fungsi akuntan31 sampai kas dltenma, maka atas transaksi
tersebut dapat dllakukan perlakuan akuntansi pengakuan

: pendapatan LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

Selain pertimbangan di atas, ’pengakuan pehdapatan yang
: dilakukan bersamaan dengan penérimaén kas didasarkan atas
. pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

Pencatatan oleh PPK-SKPD jika Pénerimaan Kas melalui
‘Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut:

a) Pada saat terdapat penyetoran pendapatan melalui Bendahara

Penerimaan dengan dasar pencatatan Bukti Penerimaan maka

" hak atas pendapatan - LO juga diakui dengan melakukan

jurnal:
Kas di Bendahara Penerimaan.....c.cceeeceeceisacess XXX

Pendapatan - LO...... aaeuresesassessasanesassansusns pioiod




b) Pada saat Bendahara Penerlmaan menyetorkan kas ke Kas
‘Umun Daerah yang dlkelola Bendahara Umum Daerah (BUD)‘
dengan dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS) maka,
dilakukan jurnal sebagai benkut _ | o
R/KPPKD....cocorrrerrrrrrnnen. ...... xxx

‘ Kas di Bendahara Penerlmaan...........;'... - XXX

‘¢) Pada saat penenmaan kas d1 Bendahara Penenrnaan sebaga1 .
j o ,baglan dari unlt yang mempunya1 fungs1 perbendaharaan
- ’ :PPK-SKPD Juga sekahgus mengakm dan mencatat penenmaan. .
'“v_tersebut sebaga1 kpendapatan LRA yang dllakukan dengan, |

- membuat jurnal sebaga1 benkut

Perubahan SAL........ ...... XXX

i vAp abila dﬂakukan Pef lakuan pencatatan pengakuan péhdapatéin |

LO bersamaan dengan penenmaan kas maka pada akhir tahun o

" harus dllakukan koreksi atau penyesualan terhadap penerlmaan
kas yang telah d1aku1 sebagai pendapatan penode sebelumnya " |
penenmaan kas yang belum merupakan hak atau pendapatan

LO dan pendapatan yang sudah menJadl hak namun kas belum} .

d1ter1ma Pemermtah Daerah pada perlode pelaporan

1) Penenmaan kas yang telah d1aku1 sebaga1 pendapatan LO

v 'perlode sebelurnnya

 Jika pada penode akuntansi terdapat penerlmaan kas yang ‘
vd1catat sebaga.l pendapatan LO karena diakui pada saat

v penenrnaan kas, padahal telah d1aku1 sebaga1 Pendapatan LO -

I ._,.dan mengaku1 piutang pendapatan pada penode sebelumnya,

- '_ 'maka atas transaksi tersebut harus dllakukan :koreks; -

- Pendapatan -LO....... S P e XXX

Piutang Pendapatan..;.,;,.........,.' ....... T oxmx




2) Koreksi Pendape&an yang behim merixpakan hék
Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang
seharusnya belum merupakan hak pada periode pelaporan
yang bersangkutan maka harus dilakukan koreksi.
Penga;kuan Pendapatan - LO yang belum merupakan hak

pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut dljurnal
sebagai berikut:

- Pendapatan — LO.....cccevuvvveeeniiiirivnnneneenens XXX

Pendapatan Diterima Dimuka.......... : XXX

3) Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak
Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharuénya
sudah merupakan hak pada periode akuntansi yang :
bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian.
‘Pengakuan Pendapatan — LO yang sudah menjadi hak pada
periode akuntansi yang bersangkutan tersebut dijurnal
'sebagai berikut: o ' |

| ‘Piutang Pendapatan.........c.cceeeevernninnnnnnae. XXX
Pendapatan -LO.........cc....... rreasene : XXX

| c. Pendapatan — LO diakui dan dicafat‘setelah penerimaan kas
Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi
pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan
hak pendapatan daerah dan penerimaan Kas Daerah. Kas telah
diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai
pendapatan karena belum menjadi hak Pemerintah Daerah. Oleh
sebab itu Pendapatan -LO akan diakui pada saat pendapatanv
telah menjadi hak Pemerintah Daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh PPK-SKPD dengan cara melakukan

jurnal seperti di bawah ini:

Kas di Bendahara Penerimaan.............. eeerenrenses XXX

Pendapatan Diterima Dimuka..........cceoeeeeee XX




';‘Atau dengan _]urnal berlkut ini apablla penerlmaan ini langsung.b-

d1setor oleh Wajlb pa_]ak/retrlbus1 atau p1hak ketlga ke Kas_

R/K PPKD...(...»..';.'.;..'..- ........... et KKK

Pendapatan D1ter1ma Dlmuka....‘..’b...’.,._..;.._v.." L XXX

RS : Pada saat penenmaan kas, PPK—SKPD _]uga sekahgus mengaku1 s

CE dan mencatat penenmaan tersebut sebaga1 pendapatan_ - LRA" a

. “yang dllakukan dengan membuat Jurnal berlkut ini:
L L Perubahan SAL.ccociiiiiiii e XXX -
Pendapatan “LRA v XX

| : -‘Kemudlan ket1ka pendapatan tersebut sudah menJadl hak maka"f ,
::PPK-SKPD menerbltkan dokumen akuntans1/ memo Jurna.l untuk o
i men_]adl dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut sesua1 ,  ; S

";f:,dengan dokumen " sumber yang d1tenmanya | Pencatatan5

" v::pengakuan hak atas pendapatan tersebut dllakukan dengan}:"‘;  ﬁ S

o membuat _]urna] berlkut 1n1

. Pendapatan Diterima Dlmuka ........ I TTNTIIEED © S o

' TPerubabamsAL _ wmx

Pendapatan LO o xxx |

. :Setelah dllakukan pencatatan dalam buku Jurnal maka PPK-,":_"‘: S
: J SKPD melakukan postmg untuk rnengklaSIﬁkamkan akun sesua1_f' P

dengan _]emsnya ke dalam Buku Besar

| Pendapatan-LO d1aku1 dan d1catat ket1ka penenmaan kas t1dak_f o

vmela.lul Rekemng Kas Umurn Daerah (RKUD)

.,v‘_vBerdasarkan besaran pendapatan yang telah dlsahkan oleh BUDf . S

dalam Surat Pengesahan Pendapatan dan Bela.nja rnaka PPK— ' :

= SKPD akan men_]urnal

‘Kas di Bendahara o B

Pendapatan LO L XXX L

~Pendapatan Dana............. -~~~ o XXX




B AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA SKPD

'1 Plhak Terka1t L L o
. a Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kepala UPI‘ selaku,
o . Kuasa Pengguna Anggaran s . } R

"' Dalam keglatan ini mempunya.l tugas rnemberlkan pengcsahan atas : '

_;f.,vpengeluaran anggaran dan kewajlban yang sudah timbul dari setiap o

transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dlplmplnnya mela.lul
?'}dokumen SPM dan Pengesahan SPJ. | "

' b. Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dalam keglatan 1n1 mempunya1 tugas o .
. Menernna bukti taglhan darl plhak keﬂga/ dokumen bukt1 .

: -’pembayaran/ dokumen sumber lalnnya . '
2)

Menenma bukti taglhan dar1 PP’I‘K/ dokumen pembayaran-

dan/atau dokumen sumber lamnya '

Membuat Surat Perrmntaan Pembayaran (SPP UP/ GU/TU/ LS) V-

dan menyerahkannya kepada PPK-SKPD ‘untuk dllakukan '

: :Venﬁkam

4

bMembuatkan dokumen surat pertanggun.awaban besertavb’v | '_ |
y tembusan bukti taglhan/ dokumen bukti pembayaran/ dokumen

| | sumber lamnya dan menyerahkannya kepada PPK-SKPD untuk'
: dllakuka.n VCI‘lﬁkaSI ' |

5)

Melakukan pembayaran terhadap taglhan yang dlterlma dengan o

. uang persedlaan berdasarkan Nota Penca;ran dana (SKPD) yang

o telah dlSth.ljln dan dltandatanganl oleh PA dan/ atau KPA.

CR

| prosedur yang berlaku “untuk melakukan pembayaran atas' i

Melakukan - proses penatausahaan sesual dengan s1stem dan

: :_taglhan yang d1ter1manya ‘ , o o
»Menyerahkan tembusan dokumen taglhan dan dokumen» ‘_

,pembayaran sepertl SP2D ‘yang dltenmanya/ dokumen sumber

o lamnya kepada PPK-SKPD
¢.PPTK s |
: Dalam keglatan 1n1 mempunya1 tugas

Melaksanakan program dan keglatan
Mcngendahkan pelaksanaan keglatan

Melaporkan perkembangan pelaksanaan keglatan ‘
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dan /atau KPA.

ix)
i :,:,keglatan yang dllaksanakan serta bertanggung]awab atas

'- melalux gant1 uang (GU), tambahan

oas
R | ;Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

untu.k | d1a_|ukan

: 4) Dalam melaksanakan keglatan dapat mengajukan permohonan . : )
’ uang muka (panjar) keglatan dengan menggunakan NPD dan'v o
Surat Penyedlaan Dana (SPD) sebagal lamplran kepada PA -

Meny1apkan buktl-buku pengeluaran atas belan_]a untuk .

kebenaran formﬂ dan materlal seluruh buktl-buktl pengeluaran R

kepada

Pembantu

- Menyetorkan s1sa uang panjar yang tldak d1gunakan kepada - v

. ‘_bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu

: : 5 dlkenda_hkannya
.. PPK-SKPD

éDalam keglatan ini mempunya1 tugas N SO

| 1) Menehtl kelengkapan dan memvenﬁka51 SPP yang dlajukan oleh’ o

bendahara pengeluaran dan / atau
: ';*,,v@vpembantu o o
2

RO -_Meny1apkan SPM

Menenma dokumen perta.nggung]awaban dan ' bendaharavf ;

- pengeluaran / bendahara pengeluaran

-. lverlﬁkam buktl
. d1tandatangam oleh PA/ KPA.
©5)

Membuat dokumcn sufaf pc

Menenma tembusan bukt1 taglhan dan

" dan membuat Memo Jumal

i vMelakukan pencatatan ke dalam

.,:»v;.,-v,transakm sesua1 dengan dOkumen
S _l-» f"yang telah dlbuat S
- bersangkuwn ke Buku Besar

- 8) k Membuat Jurnal koreks1, penyesualan,v

menyusun Laporan Keuangan

':""Membuat laporan reahsa81 anggaran Setlap keglatan yang

ngesahan - SPJ

beadahara _"pcngelua‘ran = R

akuntans1 / Memo Jumal .

Melakukan postlng atas transaks1 sesua.t dengan akun yang '

Uang (TU), dan langsung .

bendahara pengeluaran o o

pembantu dan melakukan -

buku Jurnal atas setlap v" -
dan i:)enutup dan o -

o



9) Untuk PPK-SKPD yang r‘nenangani‘ dana kapitasi FKTP dan
‘ BLUD menyiapkan Surat permmtaan Pengesahan Pendapatan
: ‘dan Belanja (SP3B) yang disampaikan kepada PPKD
e. Pihak Ketiga/Pihak Terkait Lainnya , . ‘
 Dalam kegiatan ini Pihak Ketiga akan menyerahkan barang/jasa
berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), melakukan
- penagihan, menerima ‘pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu = atau BU]j
. menggunakan dokumen bukti pembayaran SP2D . |
- f. PPKD selaku BUD |
- Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas:
| 1) menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran _
552) Melakukan pengesahan terhadap belanja berdasarkan SP3B
 yang diusulkan oleh kepala SKPD.

2. Prosedur Akuntansi ‘ , -
Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban
dilakukan sesuai def;gan fungsi yang melakukan pengeluaran kas.
Dua fungsi tersebut adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara
| Péngeluaran Pembantu dan BUD. Oleh sebab itu prosedur akuntansi
untuk = pengeluaran yang  dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat dijelaskan
sebagai berikut: '

7 4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu
menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau “dokumen
sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada PPK-SKPD.

b PPK-SKPD membuat dokumen akuntanm berdasarkan tembusan

 tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari
; . Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. Berdasarkan dokumen tersebut Bendahara ~ Pengeluaran.
/ Bendahara Pengeluaran Peinbant:u melakukan proses pembayaran
‘dan penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur
:pehatausaha‘an keuangan, kemudian menyerahkan tembusan
dokumen pembayaran tersebut kepadei PPK-SKPD.
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- d PPK-SKPD membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan

dokumen  pembayaran dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara

R Pengeluaran Pembantu.

e. PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku Jurnal

" berdasarkan dokumen akuntansi. N

_f. PPK-SKPD melakukan postlng jurnal ke buku besar

g. Berdasarkan saldo Buku Besar PPK-SKPD menyusun Laporan"
: Keuangan SKPD.

. Sedangkan prosedur akuntansi untuk pengeluaran yang dllakukan

* oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah sebagai berikut: |

. PPK-SKPD menerima tembusan dokumen sumber atas pembayaran
dari BUD yang menggunakan mekanisme SP2D LS, kemudian
membuat dokumen akuntansi berdasarkan tembusan dokumen
‘ + sumber tersebut. '

b. PPK-SKPD melakukan pencatatan akuntan31 dalam buku Jumal’,
berdasarkan dokumen akuntans1 ‘

c, PPK-SKPD melakukan postmg jurnal ke buku besar. .

’ d Berdasarkan saldo Buku Besar PPK-SKPD menyusiin Laporan
Keuangan SKPD. h |

. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang dlgunakan sebagm dasar pencatatan pada B

Akuntansi Beban dan Belanja SKPD meliputi: |

a. BAST atau ‘Berita Acara Kemajuan Pekerjaén

b. Surat Tagihan/Dokumen lain yang dlpersamakan dari p1hak ketlga v
dan dokumen pendukung tagihan ’

- ¢. Surat Bukti Pengeluaran/Belanja ,

d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran

e. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPPJ) o

f. SP2D LS/GU/Nihil

- g. Dokumen Kontrak/Perjanjian

h. Dokumen lainnya

. Péncatatan Transaksi v :
Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, PPK-
' SKPD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku.-
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‘v | B11a dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaks1 atas

beban di SKPD sesuai dengan prosedur akuntan31 dapat dilakukan
dengan 3 kond131 benkut ini: '

a. Beban dlak'l.ll sebelum pengeluaran kas

l) Pencatatan pembayaran dllakukan dengan mekamsme Uang

2)

dokumen transaksi penetapan/ pengakuan kewajiban walaupun .

Persedlaan

Untuk pencatatan pembayaran dengan mekanisme Uang

Persedlaan tidak ada pengakuan beban sebelum pengeluaran
kas.

Pencatatan ~pembayaran dilakukan dengan }mekani‘sme

Pembayara.n Langsung.

‘Dalam hal telah tlmbui kewa_]lban daerah, maka kebxjakan

akuntansi untuk pengakuan beban dilakukan pada saat terbit

kas belum dikeluarkan. Contoh dari transak31 ini misalnya
dltandatanganmya Berita  Acara Penyerahan Barang
/ dltenmanya taglhan dari p1hak kehga dan dokumen transaksi
lainnya. Hal ini. selaras dengan kriteria telah timbulnya
kewajibah: dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif
bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera

dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan »pengeluaran

‘kas.

" Terkait dehgé.n »pengakuah beban sebelum pengeluaran kas

dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen

, sumbernya Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar

pencatatan dapat berasal dan Bendahara Pengeluaran dan BUD.

Pengakuan beban berdasarkan dokumven sumber berupa
‘BAST/ tagihan/dokumen lain yang dipersamakan yang
diserahkari oleh Bendahara Pengeluaran, dllakukan dengan
melakukan jurnal sebagai berikut: ’
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Pencatatan pengeluaran kas untuk mcrr‘lbayar' utang ‘b"eban
yang dilakukan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber
yang berasal dari BUD yaitu SP2D LS dilakukan dengan cara
melakukan jurnal sebagai‘ berikut: ‘

Utang Beban........... eressnaninn RTTTITP IR o o
R/K PPKD...cuuviiiiiiiiiiiinnniiciincencnnnnns - XXX

{ - Bersamaan dengan pernbayaran utang beban dengan'
mekanisme pembayaran langsung dengan dokumen SP2D LS,
maka juga harus d1aku1 belanja yang dilakukan dengan Jurnal
sebaga1 berikut:

Pada saat BUD telah melakukan ‘pembayaran dan tembusan
dokumen telah diterima oleh PPK-SKPD, maka PPK-SKPD tidak
melakukan jurnal pembukuan kas untuk pembayaran tersebut. |
" Hal ini disebabkan transaksi pembayaran oleh BUD merupakan
transaksi kas di entitas akuntansi PPKD sehingga tidak perlu
dilakukan pencatatan kas pada entitas akuntansi SKPD.

Seluruh transakm .pada periode pelaporan harus dicatat dan
dibukukan oleh PPK-SKPD dalam buku Jurnal. Dari catatan
dalam Buku Jurnal tersebut PPK-SKPD kemudian
mengklasiﬁkaéikannya dalam Buku Besar sesuai dengan
akunnya. Pada akhir tahun atau ‘pada saat PPK-SKPD akan
melakukan penyusunan Laporan Kéuangan, maka akun
nominal atau akun yang tidak terkait dengan neraca akan

dilakukan penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.
b. Beban diakui pada saat pengeluaran kas

Beban diakui pada saat pengeluaran kas, yaitu pada saat
Bendahara Pengeluaran menginput ‘bukti pengeluaran. Misalnya
terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut
yang biasanya dengan jangka waktu tidak terlalu lama. Oleh sebab

15




’ 1tu dltlnjau dar1 manfaat dan blaya, transak51 1n1 akan leblh eﬁ31en

apablla d1aku1 pada’ saat texjadl pengeluaran kas -

Kebuakan akuntan31 terka.lt pengakuan beban bersamaan dengan L
}pengeluaran kas 1n1 dapat Juga dllakukan atas transak31 yang"_--»'» .
| :”f;';dllakukan | oleh Bendahara Pengeluaran dlmana Bendahara S

- '» Pengeluaran dllarang melakukan komltmen yang t1dak ada

o anggarannya atau tldak boleh punya utang

_ ETerka,lt dengan pengakuan beban pada saat Pengeluaran kas dapat ol

’. dllakukan pencatatan sesua1 dengan dokumen sumbernya o - }

%’ETembusan dokumen sumber yang dgadlkan dasar pencatatan L

j _3 vjdapat berasal dan Bendahara Pengeluaran dan BUD

E 1) Pencatatan pembayaran dllakukan oleh Bendahara Pengeluaran -

a Mekamsme Pembayaran me1a1u1 panjar keglatan kepada .

e PP’I‘K3

 Pada saat Bendahara Pengeluaran membenkan panjar? .

; ”i'.;'_»-f‘sebagal berikut: | _
Pan_]ar Kegiatan......ccooceviiiiinniinniinninnininne., - XXX _ N
“Kas di Bendahara Pengeluaran...;.......—‘.._: o

: keglatan kepada PPI‘K : maka perlu dllakukan pencatatan L

o Pada saat PPTK mempertanggunlawabkan uang panjar makai_v“

- d1catat

dan pada saat menyetorkan 31sa uang panjar maka dlcatat- =

- sebaga1 bcnkut

. Kasdi Bendahara Pengeluaran.’.,.;;.....;.' ..... XXX

* Panjar Kegiatan......cceceecsversieniionsis o XXX

b 2 ‘Mekanlsme pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran tanpa,::" :, '.

Pl , -'melalm pan_]ar keg1atan

Pada saat Bendahara melakukan pembayara.n taglhan dan SR

'»'.‘,Uang Persedlaan- dan berdasarkan buktl pembayaran”

o "tersebut dlcatat sebaga1 benkut



 Pada saat Bendahara _ Pengeluaran membuat Suraf,

| Pertanggung;awaban (SPJ) atas pembayaran yang dllakukan :

- dlterlma dan dlvenfikas1 oleh PPK—SKPD dan dlsahkan oleh
~ PA, maka t1dak ada Jurnal 1ag1 yang dilakukan oleh PPK— :
'SKPD. | | | -
‘ Kemuchan pada saat PPK-SKPD menenma tembusan SP2D' :j
x ,ataspenglslan kembah Kas di Bendahara Pengeluaran maka
B | PPK—SKPD akan melaknkan:pencatatan sebagai berikut: |

| Kas d1 Bendahara Pengeluaran........o..eeueeee . XXX
| R/K PPKD...veovreeenerenn. ceteereeerereeenenretenenes T oxxx.

 : Bersamaan dengan penglslan kembah Kas d1 Bendahara’
Pengeluaran maka PPK-SKPD  melakukan pengakuan
B terhadap belanja (bas1s kas) yang dllakukan dengan Juma_lv'
sebaga1 benkut

Pencatatan ini oleh PPK-SKPD dilakukan dalam Buku Jurnal
dan semua pencatatan dalam buku jurnal pada set1ap penode E
tertentu ataupun saat transaksi texjadl (real time)
'd1k1a31fikas1kan sesuai dengan akunnya dengan melakukan'

posttng dalam Buku Besar

c Beban dlakul setelah pengeluaran kas

: Apablla dalam hal proses transak51 pengeluaran teljad1 perbedaan
waktu antara penetapan kewajlban dan pengeluaran kas, dimana
v .penetapan kewajlban (pengakuan beban) dllakukan setelah
o pengcluaran kas, maka kebljakan akuntansu pengakuan beban |
dapat dllakukan pada saat barang atau Jasa d1manfaatkan
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- walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas
. mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran
tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluafan kas
f tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka
; '(akun nefaéa). : | | | |

- Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat
. dilakukan . pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen
. sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar

pencatatan dapat berasal dari Bendahara Pengeluaran dan BUD.

a) Pencatatan berdasarkan dokumen sumber dari Bendahara
- Pengeluaran | o - -
Pencatatan yang dilakukan ' PPK-SKPD ‘saat pémbayaran'
~dilakukan berdasarkan dokumen sumber Yang berasal dari
Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan cara melakukan

jurnal sebagai berikut:

‘Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukah “oleh
Bendahara Pengeluaran, maka PPK-SKPD juga harus mengakui
belanja berdasarkan SP2D yang dilakukan dengan jurnal
‘sebagai berikut: ’ - R

Pada saat pengakuén beban berdasarkan dokumen akuntansi'
yang diterbitkan oleh PPK-SKPD, maka PPK-SKPD akan
melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut: '

Beban Dibayar DimuKa........eeeeinicieccsneeninnnn XXX
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Pengakuan beban pada Dana Kaplta31 JKN dan BLUD adalah
sebagaJ berlkut v' , _ _ »
Berdasarkan besaran realisasi jénis béléﬁja yang tercantum
dalam SP2B yang telah disahkan oelh BUD, maka PPK SKPD
melakukan pencatatan beban daﬁ belanja dengan jurnal sebagai
berikut:

Beban ..o.veiiiiiiiiiiiiiiins e, XXX
Bebamn .iciiiieieriinciciiiiies cecrriinrieienscecennenaceenes XXX
Kas di Bendahara ......ccccoiveeennrncernionnennens XXX
Belanja ..cocvivivieiniiiiiins e, XXX
Belanja ciieeiieiiiiiiiniiiiees  siisesneeieessiisacareesnss XXX
Perubahan SAL ......ccccciiiiiiieieiciiiinicennnns XXX

b) Pencatatan pémbayaran} dilakukan  dengan mekanisme
Pembayaran Langsung | '
Pada saat adanya taglhan/ dokumen lain yang dlpersamakan
- maka akan dilakukan jurnal :

Pencatatan pada saat PPK-SKPD menenma tembusan dokumen

. pembayaran dari BUD (SP2D LS) maka PPK-SKPD berdasarkan
dokumen sumber yang berasal dari BUD dllakukan dengan cara 3
' melakukan jurnal sebagai berikut: | |

Utang Beban............ eeseesstneenteiettiirnnaasasseniantane X
R/KPPKD....coiiiiiiiireceiinieniniensinnes [TITTITeTen - XXX

 Bersamaan dengan pengcluaran kas yang dllakukan oleh BUD, |
- maka PPK-SKPD juga harus mengakui belanJa yang dilakukan
dengan Jumal sebaga1 benkut
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Pada saat terjadi pengakuan beban berdasarkan dokumen
akunta.nsx yang diterbitkan oleh PPK-SKPD, maka PPK-SKPD
" melakukan jurnal sebagai berikut: '

Beban Dibayar Dimuka....cc.ccoceurnneenssenes ceerareneens XXX

- d. Pengakuan beban ketika pengeluaran kas tidak melalui Rekening
: Kas Umum Daerah (RKUD) ‘, o |
Berdasarkan realisasi jenis belanja yang tercantum dalam SP2B

yang telah disahkan oleh BUD, maka PPK SKPD melakukan
pencatatan beban dan belanja sebagai berikut: '

| ST5) o 7= 1 o PO SO XXX
Kas di bendahara....cc.cceeeviiieeeriineineiereesnnees XXX
Belanja...ccccceeeiiiiiiiienieciiiiiiiiiiiiiinisiniiisaseaeieres XXX
Perubahan SAL.....cceveevriiiieiemeiieninenseeiencnns XXX

c. AKUNTANsi KAS DAN SETARA KAS SKPD
1. Plhak-Plhak Terkait

Plhak-plhak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara kas
pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-
SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD -
dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

a. PPK-SKPD

- Dalam sistem akuntansi kas dan sétara kaé, PPK—SKPD
- melaksanakan Fungsx Akuntanm SKPD memiliki tugas sebagai
berikut: '

1) mencatat :transaksi/kéjadian kas dan setara kas berdasarkan
. bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum,;

- 2) memposﬁng jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara kas

ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);
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| s 3) membuat laporan keuangan, yang terdm darl Laporan Reahsa31 R

LRA LO LPE Neraca dan CaLK

" ib'.vBendahara Penenmaan SKPD

o ;v', ‘Dalam 81stem akuntan31 kas dan setara kas, Bendahara "v

s Penenmaan SKPD memlhkl tugas menylapkan dan menyampa.lkan R

- ’dokumen-dokumen atas transak51 yang terkalt dengan proses AR
iffpelaksanaan sxstem akuntans1 kas dan setara kas ke PPK-SKPD o o

o v_fcv.v"Benda.hara Pengeluaran SKPD

:_'v,:Dalam | s1stern akuntan31 kas dan setara kas Bendaha'ra "

| ’,"Pengeluaran SKPD mem1hk1 tugas menylapkan dan menyampalkant o

" 'é."vdokumen dokumen atas transaksi yang terkalt dengan proses S

S pelaksanaan 31stem akuntans1 Kas dan Setara Kas ke PPK-SKPD

. jc}i;'Pengguna Anggaran

e Dalam SlStem akuntan31 Kas dan Setara Kas, Pengguna Anggaran' . o

- ':’memlhkl tugas

:1) menandatangam laporan keuangan SKPD sebelum dlserahkan"‘: :

dalam proses penggabungan/konsohda& yang dllakukan oleh*}:%.,.' .

Fungsx Akuntans1 PPKD pada PPKD (PPK—PPKD]

2) menandatangam surat pernyataan tanggung _]awab Pengguna‘ "

Anggaran IR

_ 2 Prosedur Akuntan81

o ‘Q:Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajlan Laporan' S

- _f,;Keuangan d1sebutkan bahwa kas sebaga1 uang tunal dan saldo

B ﬁmmpanan di bank yang setlap saat dapat dlgunakan untuk membxaya1 o

o . {keglatan : pemermtah daerah yang sangat likuid . _yang 31ap o

- 3 ;dljabarkan/dlcalrkan men_]adl kas serta bebas dar1 r131ko perubahan""}j ‘, ’.:}

’_j {fmlal yang Slgmﬁkan Kas juga mehputx seluruh Uang Yang Harus: .: o :,

o ?Dlpcrtanggun.awabkan (UYHD) yang Wajlb dlpertanggun.awabkanﬂj

o %dan d11aporkan dalam neraca Saldo sunpanan d1 bank yang set1api

o saat dapat dltank atau dlgunakan untuk melakukan pembayaran o

o



Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1
: tentang Penyajlan Laporan Keuangan Paragraf 8, mendefinisikan
setara kas sebagai 1nvestasx Jangka pendek Yang sangat likuid yang
| siap dijabarkan menjadi kas serta bebas darl risiko perubahan nilai
yang mgmﬁkan ’ '

Prosedur pencatatan kas dan setara kas adalah sebagai berikut Jika
kas dan setara kas bertambah maka akan dicatat disisi “deblt”
scdangkan jika kas dan setara kas berkurang akan  dicatat disisi
“kredit”. ’

. Dokumen Sumber

| Dokumen yang dlgunakan da_lam sistem akuntans1 kas dan setara
kas pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait
penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun
Pcndapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. '

. Pencatatan Transaksx |
| Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPD menglkutl

transak31 penerimaan kas dan pengeluaran kas pada sistem
akuntansi akun Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan
Ekuitas. Apabila kas bertambah maka akan dicatat sebagai berikut:

Pendapatan-LO/Aset/kewajiban/ekuitas.... | XXX

Apabila kas . berkurang maka akan dicatat sebagai berikut:
Beban/Aset/kewajiban/ekuitas ......c..ccciinenine XXX

Setara Kas .eeeceveceecerscesceneens rrreesses it XXX

Kas ........................................................... ; XXX
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Untuk pencatatan pengakuan kas Dana BOS Reguler berdasarkan
) dokumen SPTMH (Surat Penyataan Telah Menenma H1bah) di SKPD
. maka jurnal yang dlgunakan adalah sebaga1 benkut

Kas di BOS Reguler..._.‘ ..... ' ........... . ,’ XXX N
R/KPPKD <
PerubahanSAL ..... erereereee e secaes o .,
R/KPPKD.....Q..'..; ....... e XXX

'D. AKUNTANSI PIUTANG SKPD
1 Plhak—Plhak Terkait |
: ’Plhak-plhak yang terkalt dalam prosedur akuntanm p1utang SKPD
adalah v ‘ ’ ‘ ' - '
a. PPK—SKPD . : .
o %PPK-SKPD dalam hal ini mempunya1 tugas membuat data p1utang )
j sebagal dasar pencatatan dan melakukan pencatatan I
b Bendahara Penerimaan - '_ , , o
éBendahara Penenmaan mempunya1 tugas melakukan penenmaan, ‘
§menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran plutangb '
‘ ' yang dllakukan melalm Bendahara Penerlmaan
¢ BUD L
' BUD mempunya1 tugas melakukan penenmaan atas pembayaran
: p1utang yang dllakukan melalul Kas d1 Kas Daerah
- d Un1t yang Menerbltkan Surat Ketetapan PAD o -
Unit ini bertugas untuk mernbuat Surat Ketetapan PAD yang akan :
x Edgadlkan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan, )
o Jumlah pendapatan yang akan dltenma maupun yang masih
_”terutang . _ . .
: ev."ﬂWa_]lb Pajak/ Retr1bus1 dan plhak ketlga lalnnya
Waj1b Pajak/ Retnbu81 dan p1hak ketlga 1a1nnya berkewajlban untukv -

rnelakukan pembayaran

2. Prosedur Akuntan51 : :
‘Prosedur akuntan31 piutang akan dllakukan oleh SKPD apablla terjadl :

o -' transakm pendapatan daerah dengan penangguhan penenmaan ‘kas
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walaupun pendapatan daerah sudah tteadl dan diakui. Plutang
dlcatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah
telah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetap1 belum ada
pembayaran kas dari pihak ketlga sehmgga plutang bertambah.
Sebaliknya p1utang akan berkurang apablla dllakukan pembayaran
atas piutang tersebut. Pembayarari dapat dllakukan ‘melalui.
Bendahara Penenmaan atau langsung ke Kas Daerah.

Berdasarkan buku atas transakm yang mempengaruh1 piutang
tersebut maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada
. buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masmg-masmg

o buku besar dan buku besar pembantu pxutang sesuai akun

. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang dlgunakan pada Akuntan51 Plutang SKPD
v mchputx o ‘

a. Surat Ketetapan Paj ak-Daerah (SKP-Daerah),

b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR), |

¢. Dokumen Penetapan Pendapatan lamnya,

- d. Bukti Pembayaran; - -

e. Surat Tanda Setoran (STS); |

f. Bukti setoran lainnya.

. Pencatatan Transaksi v . .
Ketika SKPD menerima dokumen penetapan pendapatan dan

pelunasan belum dilakukan o_leh wajib pajak/retribusi atau pihak
| ketiga lainnya, maka PPK- SKPD mengakui adanya piutang akibat
transaksx tersebut dengan mencatat plutang” pada sisi debet dan

pendapatan (sesua1 rincian objek)” pada sisi kredit.

Pada saat wajib ‘pajak/ retribusi atau plhak ketiga lainnya melakukan
pembayaran, maka PPK- SKPD mengurangi piutang tersebut dengan
menjurnal “Piutang” di kredit dan “Kas di Bendahara Penerimaan’
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(untuk kasus penenmaan kas di bendahara penenmaan) atau “R/ K
PPKD” (untuk kasus penerlmaan kas di BUD) di debet.

Jumal untuk pembayaran melalui Bendahara Penerimaan:

Kas di Bendahara Penerimaan.................. veeanrecans XXX

Jléxrnal untuk pembayaran melalui BUD:
R/K PPKD...ccciiriitiiiiniirnnntireciieccneenecsseeesennnes XXX

E. AKUNTANSI PERSEDIAAN SKPD
1. thak-Plhak Terkait ‘
Plhak-plhak yang terkalt dalam prosedur akuntansi Persedlaan SKPD
adalah |
a. PPK- SKPD
PPK-SKPD mempunjrai tugas melékukan proses akuntansi
- persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari
. pengurus barang. | |
b.' Pengurus Barang .
~Pengurus Barang bertugas méngadministrasikan keluar
masuknya persediaan dan membuat dokumen sumber dan data
. akuntansi lainnya tentang persediaan yang ditembuskan kepada
! PPK- SKPD.
c. BUD
a BUD mempunyai tugas melakukan pembayarah atas pengadaan
- persediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah.
d. Bendahara Pengeluaran ,
-~ Bendahara Pengeluaran melakukén pembayaran atas pengadaan'

perSediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Péngeluaran.

2. Prosedur Akuntan31 :
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonom1 masa depan

dlperoleh Pemerintah Daerah dan mempunya.l nilai atau biaya yang
dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak
kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Saldo normal
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akun buku besar persediaan adalah saldo debet Artinya akun ini
akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebetnya

, sebahknya akan berkurang dengan adanya ‘transaksi yang
mengkredxt ‘ |
Metode pencatatan persediaan yang digimakan adalah: .
dicatat 'secaral periodik FIFO (first in first out), berdasarkan hasil
1nventansa31 fisik, melxputl persedlaan yang mla1 satuannya relatif
rendah perputarannya  cepat, “dan persedlaan tersebut |
penggunaannya  sulit dudentlfikas: antara lain ~berupa . barang
'konsumsx, Alat Tulis Kantor (ATK] atau barang pakai habls, barang
cetakan, dan yang sejenis. o )

Khusus -untuk -jenis persediaan yaﬁg sifatnya continues ‘dan
m}embutuhkan control yang besar seperti obat-obatan pencatatan
m%énggunakan metode perpetual FIFO (first in first ouf), sehingga
fuhgsi akuntansi melakukan pencatatan‘ setiap ada pcrsediaan yang
masuk maupun keluar. Sehingga nllax/Jumlah persedlaan selalu ter

up—date

. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang dlgunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD'
mehpuu | ‘

a. Benta Acara Penenmaan Ba.rang,

b. Buktl Pengeluaran Barang,

c. iBerita Acara Pemeriksaan Barang; ‘

d. }Berita Acara Inventarisasi Persediaan;

e. Laporan Persediaan.

. Pencatatan Transaksi

a. Metode periodik
1) Awal Tahun

. Pada awal tahun, berdasar Bukt1 Memonal PPK-SKPD mencatat
pengakuan Beban Persedlaan dan pengurangan Persediaan atas

~ persediaan awal pada neraca.

Beban Persediaan...ovceeveeeeeeeeensreciccserocenssscsssses XXX

Persediaan....... cesssssensinaana e XXX
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2) Pengadaan : . ‘
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice atau Bukti
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi dan
dlpertanggung]awabkan PPK-SKPD akan mencatat pengakuan
Beban Persediaan dan R/K PPKD.

a. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan
Jurnal . pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui

Bendahara Pengeluaran

Beban Persedidan...iciceeivieeeeencersecensessescnsens XXX

b. Pengadaan dengan mekanisme LS
Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran dengan
mekanisme LS melalui BUD:

Beban Persediaan.....ccccevriinienininicsniiecenienens XXX
Utang Beban............... SR , XXX
Utang Beban....cccovermieiiirriniiieiiiieiececeennnene. XXX
R/K PPKD....ccctiuiiiininrenriinnsiniciisacinnenns XXX

~ 3)Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil .
opname fisik persediaan, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan

Persediaan (akhir) dan péngurangan Beban Persediaan.

Persediaan...ceceeerveveererennces N teeensssennsassacaseseereree XXX

Beban Persediaan.....ccocevrireciisiinieneninsernnns XXX

b. Metode perpetual FIFO
1) Pengadaan v
Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice atau Bukti

Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi
dan dlpertanggung]awabkan, PPK-SKPD akan mencatat
pengakuan Beban Persediaan dan R/K PPKD.

Persediaan.....oceeeeerenreiisinieiienssnessosuisasisasasanes XXX
Kas di bendahara pengeluaran.........cccc....... XXX
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Perubahan SAL....ccceieiieeveeionriecssonsneessossssonss XXX
2) Pemakaian
Beban Persedlaan...........................' ................ XXX
Persediaan...ccevieciiieiennrieeneisssneensasssosssonns ’ XXX

3) Apabila terdapat selisih antara pencatatan persediaan dengan
: hasil pemenksaan fisik, jurnalnya sebagai berikut:

a. Selisih lebih pemenksaan fisik terhadap pencatatan
persediaan :

b. Selisih kurang pemenksaan ﬁsdc terhadap pencatatan
persediaan

Beban Persedigam...cccvieieeiisnnnccceeierosnanesssassenns XXX

Persediaan....ccccceeiiiniincnninniincennens treerenannsases XXX

F. AKUNTANSI ASET TETAP SKPD
1. P1hak-P1hak Terkait
Plhak-plhak yang terkait dalam prosedur akuntansx aset SKPD adalah
sgabagal berikut:
a}. Pengguna Anggaran , }
, Pehgguna Anggaran ' bértugas | memberikan
- otorisasi/menandatangani dokumen atas pengadaan Aset Tetap,
pengusulan penghapusan penggunaan, maupun pelepasan Aset
Tetap |
’ b Pengurus Barang
Pengums Barang bertugas mengadmlmstramkan Aset Tetap hasil
. pengadaan berdasarkan Berita Acara Penenmaan Barang/Aset
Tetap ' ' '
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 ePPIK

L : _transakSI untuk pelepasan aset tetap

’I‘ugas PP’I‘K adalah menyelenggarakan proses pengadaan Aset"v‘}"-v__fff» .

! S ,Tetap sesua1 dengan prosedur yang berlaku
~ d.PPK-SKPD E |

- PPK SKPD akan melakukan pencatatan atas pengadaan Aset Tetap, —

', pengusulan penghapusan penggunaan maupun pelepasan Aset

. "_Tetap berdasarkan dokumen yang d1ter1ma o . ' L
eBUD . o TN | |
o 'I‘ugas BUD dalam hal 1n1 adalah melakukan pembayaran atas

. ‘pengadaan Aset Tetap dan menerb1tkan dokumen pembayaran i

f yaltu Surat Penntah Pencalran Dana (SP2D)

Prosedur Akuntansx '

: 'v"'-fProsedur Akuntanm untuk aset tetap dapat dlbedakan menjadl dua' S

' ,transakm utama yaltu transaks1 untuk perolehan aset tetap dan L

e Propor31 terbesar untuk transaks1 perolehan aset tetap d1 Pemenntah' R

b,x:v’fDaerah berasal dar1 pembehan Prosedur yang dapat dllakukan}

e *'j'!:v:"-:;adalah sebagal berlkut R R O

o _, 1) Berdasarkan SPM Belanja Modal yang telah dltandatangam oleh""v;_' o -

) Pengguna Anggaran, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran'v o

_;'atas pembehan aset tetap dengan mencrb1tkan SP2D Belan.]a" |
 Modal. i . E

I
B4

o 2) Berdasarkan SP2D Belanja Modal tersebut PPK- SKPD membuat N

B dokumen akuntans1 yang akan dgadlkan dasar dalam”_ ,
',T;_menghapus utang atau pengakuan aset tetap yang tlmbul atas
ey :'pembehan aset tetap o ; e B

b Pelepasan Aset Tetap SRR S |
V,-;;Pelepasan Aset Tetap dapat dllakukan dengan dua cara yaltu'_
: dengan cara melakukan proses pen]ualan aset tetap dan dengan',f :

o . cara melakukan pemusnahan aset tetap " { L

.'"J1ka Barang M1hk Daerah tersebut akan duual maka prosedur yangv. .
dapat dllakukan adalah sebaga1 benkut b ‘




. Pengguna barang melalm pengelola barang mengajukan usulan

permohonan penjualan kepada Bupati.

. Bupat1 membentuk tim untuk melakukan pene11t1an atas usulan

’ penjualan.

. Berdasarkan berita acara penelitian, 'Bupati melalui Pengelola

Barang rflenugaskan penilai untuk melakukan penilaian atas
Barang Milik Daerah yang akan dijual.

.Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dijual

berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara

Penelitian.

. Bukti transaksi berupa Berita Acara Penjualan yang diterima

oleh PPK- SKPD dari Pengelola barang akan men_]adl dasar bag1
PPK- SKPD untuk mengakui penjualan aset tetap.

Jika penjualan aset tetap mengalami kerugian (harga jual lebih
rendah dibandingkan nilai bukw) maka PPK- SKPD akan
melakukan pencatatan sesuai dengan kerugian yang diderita

atas kegiatan penjualan aset tetap tersebut.

. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), pengelola barang

mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah kepada ‘v

Bupati.

* Jika Barang Milik Daerah tersebut akan dimusnahkan maka

prosedur yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

a.

Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan
permohonan pemusnahan Bafang Milik Daerah kepada Bupati.
Pengelola Barang melakukan_ penelitian terhadap permohonan
usulan peniusnahan. | | | | o
Apabila permohonan pemusnahan Barang Milik Daerah
disetujui, Bupati menerbitkan surat perSetujuan pemusnahan
Barang Milik Daerah. | | |
Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan Barang Milik
'Daerah, Pengguna Barang melakukan pemusnahan Barang Milik
Daerah. ' . | | '
vBerdasarkan benta acara pemusnahan, pengguna barang

mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Daerah.
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3. Dokumén Sumber v
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang dig_unakén sebagai
sﬁmber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
Aset Tetap SKPD mehpuu '

a. SP2DLS;

Benta Acara Serah Terima (BAST)/Tagihan Pihak III;

A Berita Acara Pelepasan Aset Tetap; |

Berita Acara Perubahan Kondisi Aset Tétap;

Laporan. - -

4. Pencatatan Transaksi
~ Pencatatan transaksi aset dapat dzbedakan sesuai dengan sifat dan
hal hal yang sering dlperlakukan terhadap aset yang dimiliki oleh
Pemenntah Daerah. Pencatatan transaksi aset dapat diuraikan
éebagaj berikut'
 a. Perolehan Aset Tetap ‘
Perolehan Aset Tetap dapat melalui pembelian, pembangunan,
pertukaran aset, hibah /donasi, atau lainnya. |
1) Perolehan melalu1 Pembelian dan Pembangunan
~ Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dapat dIIakukanvv
dengan pembelian tunai dan angsuran atau pembayaran t_ermm‘
sesuai kemajuan pekerjaan. Perolehan melalui pembelian dan
pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan APBD
yaitu pengeluaran belanja modal. Pengakuan aset tetap
dilakukan pada saat adanya BAST/Tagihan/dokumen lain yang
dipersamakan. Pencatatan kedalam akun Aset Tetap dilakukan
apabila pembayaranhya langsung 100% atau tanpa proses termin
sedangkan pencatatan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP) dilékukan apabila pembayarannya melalui proses termin.

a) Pencatatan ke akun Aset Tetap (Tanpa Termin) berdasarkan
- BAST/ Taglhan/ dokumen lam yang dipersamakan adalah
sebaga1 berikut :
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ASEt TELAP. v eeeenerrriririrerreisrernersranueessmorssiasenene XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap...eevveerceanancns XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan jurnal
sebagai berikut: |

Utang Pengadaan Aset Tetap....ccceevveeniencnnienen. XXX

R/KPPKD....coveiininnniininniiinninnnnnen. creenne XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menjumal “Belanja Modal (sesuai
Jemsnya) di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal....cccievereiniieieceenciiencercerarencaces XXX

Perubahan SAL......cccceeurirnciniincienees XXX

Belanja Modal Termin tanpa uang muka - .

Jenis tagihan Belanja Modal Termin dipilih untuk Rekening
Belanja Modal dimana pembayai'an pengadaan aset tetap
tersebut tidak langsung 100% atau peinbayarannya melalui

proses = termin. Sebagai contoh adalah pembangunan

- konstruksi gedung, bangunan, jalan dan jembatan. Berkaitan

dengan pengisian kontrak, apabila memilih jenis tagihan
belan_]a modal termin, maka peng131an kontrak tersebut wajib
dllakukan Apablla kontrak tidak diisi maka SPP-LS tidak
blsa disimpan. Data kontrak dlgunakan untuk memunculkan
secara otomatis jurnal Aset Tetap.

Berdasarkan PSAP Nomor 8 Paragraf 14 tersebut dlatas
maka jurnal pada saat menginput Tagihan Belanja Modal
Termin sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan ..........cccueveeeen. XXX

- Utang Pengadaan Aset Tetap.....ccccoeveuneeen XXX
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Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset ’I‘etap dengan _]urnal
sebagal benkut :

Utang Pengadaan Aset Tetap....ccooeeeervaees v XXX
R/K PPKD....ciciivitinniniiienniniecnnoncaonces - XXX

Disa:riping itu pada Saat bersamaan PPK-SKPD juga perlu
mencatatv traiisaksi pembayaian secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
Perubahan SAL dengan menJurnal “Belanja Modal (sesua.l
jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal............. eeeeererestererirecnsesaanene XXX
Perubahan SAL........... ereneessesnnssnenasaae e XXX

‘Berdasarkan SPM LS Belan_;a Modal yang telah
.dltandatangam oleh Pengguna Anggaran dan dokumen
-‘pcndukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembelian aset tetap dengan menerbitkan SP2D LS
Belanja Modal. .

AApablla pembayaran belanja modal termm sudah 100% maka

~ jurnalnya sebaga;l berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan ............ cerevene XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap........oooeuuene XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset Tctap dengan Jumal
’ sebaga1 berikut:

 Utang Pengadaan Aset Tetap............... cene - XXX
R/K PPRD...rrvorroreesreeenes i proven

Disamping itu pada i‘saat‘ ber_samaan PPK-SKPD juga perlu
mencatat transaksi pembayaran secara basis kas untuk

memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan
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Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai
jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal.....c.ccceeeeiiiniiiiiinciinnencennannn, XXX
Perubahan SAL.....ccccceevuvvnevnvnnennnn, , XXX

. Untuk mengakui aset tetap, maka jurnalnya sebagai berikut: 1

Y G o 1 7= 1 o T TP XXX
Konstruksi Dalam Pengerjaan............ XXX

¢). Belanja Termin dengan Uang Muka |

Untuk mengakomodasi Peraturan dalam Pengadaan Barang
dan Jasa dimana dimungkinkan Penyedia Barang/jasa
memperoleh Uang Muka yang tertuang dalam kontrak. Pada
saat penyedia barang dan jasa mengajukan penagihan uang
muka maka jenis tagihan yang dipilih adalah tagihan uang
muka. Uang muka kepadél penyedia barang dan jasa belum
terdapat progres fisik pekexjaan‘ sehi_ngga diakui sebagai-
Piutang/ Uang Muka maka pada saat Tagihan uang muka
‘tidak ada jurnal. | - "

Pada saat terbit SP2D untuk pembayaran uang muka

dengan jurnal sebagai berikut:.

Uang muka pengadaan barang dan jasa XXX
1370 € 3 3 0D P ' XXX

Apabila timbul tagihan belanja modal termin pertama setelah
uang muka, maka jurnal sebagai berikut : |

Konstruksi Dalam Pengerjaan ......ccoeeeeeenee. e XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap........ccceeeens XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
pembayaran Utang Pengadaan Aset ,Tetéip dengan jurnal

sébagai berikut:
Utang Pengadaan Aset Tetap......cccccieciannen, XXX
- Uang Muka Pengadaan Aset Tetap... XXX
R/K PPKD............ terereasinseisrnenncaens XXX
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Disamping itli‘ pada saat bersamaan PPK-SKPD _ juga perlu
mencatat trahsaksi pembayaran secara basis kas untuk
‘memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan J Lapdran
Perubahan SAL dengan menjumal “Belanja Modal (sesuau
) _]emsnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit.

Belanja Modal....cceeuveiiiinirnrnnnisrnnrirecceenee. .OXXX
Perubahan SAL................ aeasassnsecnsassnsase XXX

Berdasarkan SPM LS Belanja  Modal yahg telah
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan dokumen
pendukungnya, Kuasa BUD akan melakukan pembayaran
atas pembehan aset tetap dengan menerbltkan SP2D LS
Belanja Modal. -

Apabila pembayaran belanja modal termm sudah 100%

maka Jurnalnya sebagai berikut:

Konstruksi Dalam Pengerjaan ........ccocevenn. XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap....coceceenenene XXX

Pada saat terbit SP2D maka PPK-SKPD akan melakukan
'pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan _]urnal

sebagai berikut: B
~ Utang Pengadaan Aset Tetap........cccceoveunne XXX
- Uang muka Pengadaan Barang/jasa...... XXX

R/K PPKD...eutarerererecrererseseenesecsens XXX

Disamping itu pada saat bersamaan PPK-SKPD jliga perlu
“mencatat transaksi pembéyéfan' secara basis kas untuk
memenuhi kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan

Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Modal (sesuai
jenisnya)” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit. -

Belanja Modal.....ccccivieiiieniiinniiiecennnnnennee. XXX »
Perubahan SAL.....ccccccciiiininncninanens XXX
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| Untuk mengakul aset tetap, makajumalnya sebagal berlkut A

. ASetTetap ooooooooooooooooooooooooooooooooooo ;00.00&..; ooooo ) XXX .
Konstruksi Dalam Pengerjaan............ o XXX

; Slmu1a81 perhltungan

- Mlsalkan n11a1 kontrak total sebesar Rp 100 000. 000. .

. Uang muka pengadaan =20 % dari nilai kontrak o
 (Rp 20.000. 000) | | R

-Termln I = Rp 40 000 000 dan dan baglan uang

muka’ 40%_-, T _ »

Rp 40. 000. OOO dan darx bag1an uang o }‘

| 'Terr'nin‘. I
o Tér»minv’ terakhir = Rp 20_000.600( dani dari bagian —
muka “.-=v 20%‘» _ - LS

Uraian - Nilai tggihan_ ' Pengurang dari uang SPP-LS

Muka :
Uang muka (20 % dan -1 20.000.000
kontrak) . B - '
Termin 1 40.000.000 | 40 % 8.000.000 | 32.000.000
Termin II - 40.000.000 | 40 % 8.000.000 { 32.000.000
Termin terakhir - . 20.000.000 | 20% 4.000.000 | 16.000.000 | -
- .| Nilai Kontrak - ~100.000. 000 . 20.000. 000 80.000.000 |

| a) Tagihan Uang Muka (Rp 20 000. 000) Jurnalnya sebagal o

benkut

- Pada saait taglhan (tldak ada Jumal)

- Pada saat SP2D LS

20.000.000

- Uang muka pengadaan barang/jasa......... ,
R/K PPKD -20.000.000

N -Belanja modal gedung kantor......... - .20.000.000 -
»Perubahan SAL -20.000.000

b) Taglhan Termin I = Rp 40.000. 000 dan dari baglan uang

‘muka = 40%

Bag1an dari uang muka = 40 % x Rp 20 000. 000
. . —Rp 8.000.000 o
Yang dxajukan LS— 40. 000 000 8 000 000= 32 000 000

- Pada saat taglhan (]ems taglhan termmL

~ 40. 000. 000

- ~ Konstruksi Dalam Pengerjaan

oooooooooooooooo

40.000.000

Utang Pengadaan Aset Tetap...
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- Pada saat SP2D LS

Utang pengadaan barang/jasa......... : 40.000.000
Uang Muka pengadaan barang/jasa.. 8.000.000
R/K PPKD ‘ , v - 32.000.000

Belanja modalv gedung kantor......... - ‘32.000.000

Perubahan SAL ; : 32.000.000

c) Tagihan Tenmn II = Rp 40. 000.000 dan dari baglan uang
muka = 40%
Bagian dari uang muka = 40 % x Rp 20.000.000
- =Rp 8.000.000
Yang digjukan LS= 40.000.000-8.000.000= 32.000.000

- Pada saat tagihan (jénis tagihan : termin)
Konstruksi Dalam Pengerjaan .............. 40.000.000

Utang Pengadaan Aset 'I‘etap ............ : 40.000.000

- Pada saat SP2D LS

Utang pengadaan barang/jasa......... ~40.000.000

Uang Muka pengadaan barang/ jasa.. 8.000.000

R/K PPKD 32.000.000
Belanja modal gedung kantor......... 32.000.000

Perubahan SAL 32.000.000

d) Tagihan Termin Terakhir = Rp 20. 000.000 dan dari baglan
uang muka = 20%
-Bagian dari uang muka = 20 % x Rp 20.000. 000
'~ =Rp 4.000.000 ’
Yang diajukan LS= 20.000.000-4. 000 000= 16. 000 000

- Pada saat tagihan (jenis taglhan : terminj -
Konstruksi Dalam Pengerjaan .............. 20.000.000

Utang Pengadaan Aset Tetap............ 20.000.000
Gedung kantor .......c...... 100.000.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan ............ 100.000.000

- Pada saat SP2D LS

Utang pengadaan barang/jasa......... - 16.000.000
Uang Muka pengadaan barang/jasa.. 8.000.000
R/K PPKD - 16.000.000
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Belanja modal gedung kantor....... - 16.000.000
Perubahan SAL........................ 16.000.000

| .2) Perolehan mela1u1 Pembehan yang pengeluaran (belanja) tldak
 melalui Rekenlng Umum Kas Daerah (RKUD) | o
Pada pengeluaran dana Kapltasx JKN dan BLUD apabila tteadI
j realisasi belanja modal, maka akan terdapat penambahan nilai |
© aset sebesar realisasi belanja modal berdasarkan realisasi
belanja modal dalam SP2B dan daftar rekapitulasi pembehan
_barang/ aset, PPK SKPD melakukan pencatatan:

 Aset Tetap.....ooeenne. cresereesnesensanacnens reserennanne XXX v
Kas di Bendahara .................... : XXX
| Belanja Modal......ciccveerinrivnciienineacivennneennes XXX

Perubahan SAL......cccevvviiiiieiiinneneennneen XXX -

3) Perolehan melalui Pertukaran Aset Tetap |
Apabila aset tetap yang diperoleh nilainya lebih besar dari nilai

~ buku aset tetap yang dilepas dijurnal sebagai berikut:

Aset Tetap (yang masuk)....c.cvviereenierenrennirnenens XXX
_ Akumulasi Penyusutan (yang keluar)............ : XXX
 Aset Tetap (yang keluar)....coccieerccrnenninnnnee X
' Surplus Penjualan Aset Non Lancair—LO....;. - XXX

Apablla aset tetap yang dlperoleh mlamya leb1h kecil dari mlau
buku aset tetap yang dllepas dgurnal

Aset Tetap (yang masuk)....ccceeveernnennne vrreeeesinienns XXX
- Akumulasi Penyusutan (yang keluar)............... XXX
- Defisit Penjualan Aset Non Lancar — LO....... ves . XXX
| Aset Tetap (yang keluar)............ . XXX

4) Perolehan mela1u1 Hlbah /Donasi
Perolehan Aset Tetap melalm h1bah atau donam dllakukan
Jumal o

Aset Tetap....ccovvveerennenee tresensssessrsstansisescanaessiaces XXX
Pcndapatan Hibah.. —LO ............. [ XXX

- 38



- “ Pada akhlr tahun anggaran atau pada saat PPK'SKPD akan

rnenyusun ‘ Laporan Keuangan atas transaks: 'ni' tldak ’

. dllakukan _]urna.l penutup karena transak51 ini merupakan .

o transaks1 il atau transak31 atas akun neraca yang akan

- langsung mcmpengaruhl saldo atas akun tersebut

 5) Perolehan aset tetap dlbawah batas kap1tahsas1 N

- Untuk perolehan aset tetap dlbawah n11a1 satuan mmnnum'.v o

’ kapitalisasi, maka aset tetap dlbawah nilai satuan minimum

kapltahsa81 d1aku1 sebaga1 beban operswnal dengan Jurnal

b Pelepasan Aset Tetap - ,
'Pelepasan aset tetap dapat terJadl karena proses pemusnahan aset o

- tetap maupun aklbat proses penjualan aset tetap

Jika. Barang M111k Daerah tersebut tidak layak untuk dl_]ual maka |

~ PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan
. menjurnal "Akumulas1 Penyusutan dan *Defisit PenJualan Aset‘
e 'Non Lancar” di debet dan ”Aset sesual Jemsnya di kredit. -

Akumulasi Penyusutan ........ ieeseesirertainrtaiases v XXX
- Defisit Penjualan Aset Non Iancar LO..,.’.;....;.. XXX
Aset Tetap....cccoverriiinniniivnciiiiiiinnniinan. o XXX

| 'v’Sebahknya Jika Barang Milik Daerah tersebut akan dgua] maka'
- bukt1 transaks1 berupa Berita. Acara Penjualan yang d1ter1ma oleh
" PPK- SKPD dan Pengelola barang akan menJadl dasar bag1 PPK-

: SKPD untuk mengakul pelepasan aset tetap. o . .
b Jika penjualan aset tetap mengalam1 keruglan (harga jual leblh;

" rendah | d1band1ngkan ~ nilai = buku) maka ZPPK-SKPD L

| Dmas/Badan/ Kantor akan menjumal “"Kas di 'Bendahara' |
3 'Penenmaan “Akumula31 Penyusutan Aset Tetap , serta "Defisit
- Penjualan Aset Nonlancar” d1 debet dan ”Aset sesuai _]emsnya d1  :

o kredit pada buku jurnal ‘ ’ |
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Kas di Bendahara Penerimaan...cceceeveeeereeesncencns ' XXX

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap........ccceuvueeen. XXX
Defisit Penjualan Aset Nonlancar - LO............... XXX
Aset Tetap....overiiiiiieiiiininiiiiiniininnnn. XXX

:} Sebaiiknya, jika terdapat keuntungan dari pénjualan aset tetap
' tersebut maka PPK-SKPD Dinas/Badan/ Kaintor akan menjﬁmal
"Kas di Bendahara Penerimaan” dan “Akumulasi Penyusutan Aset'
B Tetap di debet serta ”Surplus Penjualan Aset nonlancar” dan ”Aset
sesuai Jemsnya di kredit pada buku Jurnal |

Kas di Bendahara Penerimaan.......ccoeueineeerineenes XXX
. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap........cceveeeenn. XXX
Surplus Penjualan Aset Nonlancar - LO....... | OEXX

Aset Tetap.....ceceieeceannnnn, eeereceetencessrensasinas v XXX

- Dari pencatafan " jurnal - tersebut, ‘maka PPK-SKPD akan
v membukukannya dalam Buku Jurnal dan secara penodlk PPK-
~ SKPD kemudian mengklasﬁikamkannya dengan melakukan posttng‘

dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya

- Selain itu, pada saat yang bersamaan PPK-SKPD perlu mencatat.

transaksi penjualan aset tetap tersebut secara basis kas untuk

| keperluan penyusunan LRA dan Laporan Perubahan SAL dengan'
i men_]umal "Perubahan SAL” pada sisi debet dan ”Pendapatan dan‘
- Aset yang Tidak Dipisahkan” pada sisi kredit.

-~ Perubahan SAL........c.coovuiininiivinniniicinniiinniniiinnn XXX

Pendapatan dari PenJualan Aset yang Tldak
‘DipisahKarn......cccvemmiiiiiin..

~ Penghentlan Konstruksi dalam Pengeljaan ‘

| Apabila pembangunan konstruksi dalam pengerjaan dlrencanakan'
untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka PPK-
SKPD akan menjurnal. | ’

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya ...... XXX

Konstruksi dalam pengerjaan ....ccoceiveeciusenensn B XXX
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. c Akumulas: Penyusutan Aset Tetap

R Penyusutan merupakan penyesua1an mIa1 yang terus menerus

v i;_"sehubungan dengan penurunan kapasﬂas suatu asct balk‘ .

. penurunan kuahtas, kuantltas, maupun n11a1 Penurunan kapas1tas,
teljadl karena aset dlgunakan dalamb operaswnal suatu entitas. |
o Penyusutan dllakukan dengan mengalokasﬂ{an blaya perolehan‘- '
= »‘suatu aset rnenjadl beban penyusutan secara pcrlodlk sepanjang c
o 'masa manfaat aset Tanpa penyusutan, nilai aset tetap dalam P
neraca akan lebih saji (overstated) o o ' :
Akumulas1 penyusutan merupakan total dan penyusutan suatu'
;‘aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasz penyusutan menjadz
| 'pengurang aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan aset}
,tetap yang telah d1kurang1 dengan akumu1a31 penyusutannya |
'.menjadl nilai buku (book value) aset tetap tersebut ’
o 3 | Akumulas1 penyusutan dan beban penyusutan dlcatat setiap akhlr
"v}'penode pelaporan (tahunan) melalul Jurnal penyesualan sebageu )

- benkut v o _ ‘ E

Beban Penyusutan Aset Tetap. oo XXX

Akumula31 Penyusutan Aset Tetap...;..._ reneens XXX

G AKUNTANSI ASET LAINNY A SKPD

1 P1hak—p1hak Terkalt , , o . : -
Plhak-plhak yang terkalt dalam prosedur akuntan31 lamnya SKPD o
) adalah , - ’ ’ ’
- a. PPK-SKPD v . . v B v
! vDalam s1stem akuntans1 aset Iamnya, PPK-SKPD melaksanakan

transakSI/ kejadian aset' 1a1nnya berdasarkan buktl- buktl
_‘ transak31 yang sah ke Buku Jurnal Umum .
| b. ‘Bendahara Pengeluaran : o -
.’ Dalam sw.tem akuntan31 aset lamnya, Bendahara Pengeluaran
: SKPD mem1hk1 tugas menylapkan dan menyampalkan dokumen-

dokumen atas transak81 pengeluaran kas yang terka.lt dengan‘
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perolehan aset lalnnya seperti l1senS1, hak 01pta dan paten
ditembuskan ke PPK-SKPD. '

c. Pengurus Barang

' Dalam sistem akuntans1 aset lamnya, Pengurus Barang SKPD
memiliki tugas menyiapkan dan menyampmkan dokumen-
dokumen atas transaksi inventarisasi Barang Milik Daerah yang
rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK- SKPD.

2. Prosedur Akuntansi _

_ Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh SKPD apab11a

tcgadx ‘transaksi pembehan atau perolehan aset lainnya seperti

. 11sensx, hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi j juga akan dilakukan

| a}pablla terjadi proses penghapusan Barang Milik Daerah berdasarkan -

berita acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan

. Barang Milik Daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui

f)ada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga

atau dilakukan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan atau dilakukan

" oleh BUD melalui SP2D LS. | -

Berdasarkan bukti atas transaksi yahg mempengaruhi aset lainnya

maka 'PPK-SKPD' akan melakukan pencatatan jumal pada buku

jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masmg masing buku

besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

3. Dokumen Sumber . |
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan}
transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang ‘digunakan sebagai
sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen

' | surnber yang digunakan sebagau dasar pencatatan pada Akuntansi

Aset lamnya SKPD meliputi:

- a. Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten;

b. Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dlpersamakan

c. Bukti Pengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti

Pengeluaran).
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4, Pencatatan Transaksi

a Aset Tidak Berwujud ,. _
; Ketika aset tidak berwujud teIah dltenma dan sxap dlgunakan oleh '
' SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak

bcrwu;ud tersebut berdasarkan dokumen terkalt misal benta :
- acara serah tenma, dengan menjurnatl: , .
- Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD Ulka
i~ dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa)

Beban Barang dan Jasa........... ierereseiensanresnnes XXX

. Utang Beban .............. ceserereenttranons [ETTTIR _ XXX

© Ketika dilakukan pembayaran atas perolehan aset tidak berwujud .

tersebut, PPK-SKPD melakukan pcnjurnalan berdasarkan
| - dokumen terkait, misal Tanda Bukt1 Pengeluaran (TBP) atau SP2D~
| LS, dengan mencatat “Utang ‘Beban” di debet dan “Kas di

- Bendahara Pengeluaran di kredit jika dibayar menggunakan uang-

: UP/GU/TU atau “Utang Beban” di debet dan “RK PPKD” di kredxt

. Jika pembayaran dilakukan dengan mekanisme LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:

‘Utang Bebarl......ccvveeriiieniieiiiinnimine, XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran................. - XXX

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:

Sebagai transaksi}reali}_sasi anggaran ferhadap perolehan aset tidak
berwujud tersebut, PPK-SKPD mencatat “Belanja Barang dan Jasa
-...” di debet dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

Belanja Barang dan Jasa........ocoeeieieniniiiiieinnnns XXX
Perubahan SAL..cciiririrrririireitnniractcnersssnns . XXX

Jurnal koreksi pengakuan Aset Tetap Tak Berwujud adalah
Aset Tetap Tak Berwujud.....cccoeveeniiiiieeniieniienees XXX

- Beban Barang dan Jasa ....... P ceernreas : XXX
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Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD Ulka-
dlanggarkan pada Belanja Modal) -

Aset Tetap.....ooceeiiennnns S PP XXX -

' Utang Pengadaan AsetTetap....,..‘...;. ............ L XXX

_ Pada‘ saat terbit SP2D. maka PPK— WSKPD akari melakukan
E .pcmbayaran Utang Pengadaan Aset Tetap dengan Jurnal sebagau
berlkut ' ‘ ‘ ‘ ’ '

- Utang Pengadaan Aset Tetap.........; ............... XXX v
R/K PPKD...cciviiiriiinniininncrnininicnnennne.. XXX

,Dlsampmg 1tu pada saat bersamaan PPK-SKPD Juga perlu'j‘

»'mencatat ‘transaksi pembayaran  secara ba31s “kas untuk

L memenuh1 kebutuhan penyusunan LRA dan Laporan. Perubahan ',

© SAL dengan menjurnal “Belan.la Modal (sesuai jenisnya)” di debet
dan “Perubahan SAL” di kredit. | " |

Belan_]a Modal......;.'........;...,..'.}...; .............. erereee XXX o
Perubahan SAL..cceporennen. ceresonns ;.‘ ........... XXX

B Jurnal korek31 pengakuan Aset Tetap Tak Berwu_]ud adalah

: Aset Tetap Tak Berwujud..,.;,' ..... P XXX

Aset tetap.....................‘ ............. cerenee TN XXX

' ‘Apabila tei'jadi pe'lepa’san' Aset Tak:Berwujud (ATB) kafeﬁa dijual o
- ditukar atau d1hent1kan dari penggunaan aktxf maka Jurnal untuk} -

' | mencatatnya adalah sebagai benkut

++ Kas Daerah........ rereereereerinenaes ererrreeierrraeetieanes . XXX

i Akumula31 Amort1sa31 Aset Tak Berwu_]ud........., XXX
~Aset Tak Berwujud......covvvvviiennieiiinciinieinnn, - | XXX "
‘Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar... = xxx

. 'Aset Lam Laln

,Berdasarkan catatan pengurus barang terka1t aset tetap yang'

. sudah d1hent1kan penggunaannya atau rusak, PPK- SKPD

v membuat bukt1 memorlal yang d1otorlsas1 Pengguna Anggaran o

dan kemudlan mencatat pengakuan aset lain- lam dengan B
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- menjurnal “Aset Lam Lam d1 debet sebesar mlal buku aset tetap
v“yang sudah d1hent1kan penggunaannya tersebut ‘dan “Akumulas1
‘ :Penyusutan- .v 7 d1 debet serta “Aset Tetap— R dlkredlt untuk

- : -mereklas1ﬁka31 aset tetap ke aset lam—lam

~ Aset Lam—lam..'...'...‘;;;.v..‘..;...........‘.‘.....‘.}.".....;.._.'.’.;’.,f xxx LT
| Akumulasi Penyusutan aset tetap.......cocoveveveee XXX
ASEE TELAP. ccvuocvevserecesenb e XK L
' Akumulas1 penyusutan aset la.m...‘._...;...'....'.. X

= c : Akumu1a51 Amortlsas1

o ,'_;Amortxsam adalah aloka31 yang s1stematls atas n11a1 suatu aset;v:’v' : o

. tetap t1dak berquud yang dapat dlsusutkan selama masa manfaat -

’aset yang bersangkutan N11a1 amorusas1 untuk masmg~masmg- B

= penode dlakul sebaga1 pengurang nilai- tercatat aset tetap tidak -

i , berwq]ud dalam neraca dan beban amortxsa81 dalam laporanj,

L operasmnal

e ‘i__'fAkumulas1 Amortlsam merupakan total dan Amort1sa31 suatu aset o
‘ndak berwujud yang telah dxbebankan Akumu1a31 Amortlsa31 S

S menjadl pengurang aset t1dak berwujud dalam} neraca dlmana’,v‘f

harga perolehan aset tldak berwujud yang telah dxkurang1 dengan SRR

i ‘f‘_tldak berquud tersebut

g ff'v‘akumulas1 amortlsasmya menjad1 n11a1 buku (book value) aset’f:{‘v

:"_Akumulam amortxsas1 dan beban amortlsaSI dlcatat setlap akhn‘_‘ SR

'penode pelaporan (semesteran) melalm Jumal penyesualan sebagal_ k
benkut : O A T
o - Beban Amortisasi Aset T1dak Berwujud .......... - XXX S

Akumulam Amortisasi Aset Tidak Berwujud ...... XXX R
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. H. AKUNTANSI KEWAJIBAN SKPD

1. Plhak-Plhak Terkait .
thak-p1hak yang terkait dalam prosedur akuntanS1 kewapban SKPD
‘adalah: |

a. PPK-SKPD | ,
. PPK-SKPD bertugas melakukan pencatatan atas kewajiban/utang
,v yang timbul, pembayaran yang telah dilakukan, serta menerbitkan
- bukti memorial yang diperlukan sebagai dasar pencatatan. |
b PPTK B |
PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesuai prosedur
- dan memberikan dokumen pengadaan kepada PPK;SKPD sebagai
~ tembusan untuk dijadikan dasar pencatatan. |
 c. Bendahara Pengeluaran '
- Bendahara = Pengeluaran bertugas vmelakukan pembayarah
~ kewajiban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
 tempo ataupun tagihan yang diterima yang dibayar melalui-
Bendahara Pengeluaran. | |
d.BUD | |
Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran
‘ kewapban/utang SKPD yang timbul berdasarkan tanggal jatuh
~ tempo ataupun taglhan yang diterima yang dlbayar melalui Kas di
- . Kas Daerah yang ada d1 BUD. '

2. Prosedur Akuntansi
Prosedur akuntansi kewa_pban akan dilakukan oleh SKPD apabila
terjadi transaksi pembelian atau pengadaan barang, jasa dan aset
tetap dengan menangguhkan pembayarannya, walaupun barang atau
aset tetap sudah diterima dan jasa sudah diperoleh. Kewa_]lban dicatat
diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari plhak
ketiga sehingga kewajiban bertambah, vSebaliknya kewajiban akan

o berkurang apabila dilakukan penibayaran atas tagihan tersebut.
Pembayaran dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan
ménggunakan ‘uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui
SP2D LS. .
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Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi kewajiban atau
utang maka PPK-SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku
jﬁmal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku
besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan' :

o ,transaks; keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai

sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen |
» éumber yang ‘digunakan‘ sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi
- Kewajiban SKPD meliputi: -

ai. Berita Acara Penerimaan Barang;

b. Tagihan dari Pihak ketiga;

c.SP2DLS;

' d Surat Bukti Pengeluaran Belanja.

. Pencatatan Transaksi
Ketika SKPD melakukan suatu transak31 pembelian dengan

menangguhkan pembayarannya, maka PPK-SKPD akan mengakui
adanya hutang/kewajiban akibat transaksi tersebut dengan mencatat
“Beban...(sesuai rincian objek)” pada sisi debet dan “Utang” pada sisi
kredit. '

Dalam transaksi pembelian yang dilakukan adalah pembelian aset
tétap, rhaka jurnal pengakuan kewajiban yang dicatat oleh PPK-SKPD
adalah “Aset Tetap” di debet dan “Utang Pengadaan Aset Tetap” di
Kredit.

Aset (=2 721 o TP PRSPPI XXX

Utang Pengadaan Aset Tetap......cccoeevrverennnene. XXX

Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-SKPD akan
menghapus utang tersebut dengan menjurnal “Utang Pengadaan Aset
‘Tetap” di debet, R/K PPKD di kredit untuk belanja dengan mekanisme
LS. ‘ '
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© Jumal pembayaran utang melalui BUD:

| - Utang Pengadaan Aset Tetap......cooveieinniieiiann XXX, |

T RJKPPRDume X

R 1 AKUNTANSI EKUITAS SKPD

1 Plhak-Plhak Terkalt

Prosedur AkuntanSI Ekultas 1n1 merupakan prosedur akuntan31 .

lkutan darl prosedur akuntans1 la.lnnya yang sepertl prosedur‘f_' f’f? -‘

. _}transaksx kewapban, prosedur transak81 Belanja, prosedur transaksr o

;Aset dan sebagalnya -

" »»:‘:"";‘Plhak-plha.k yang terkalt dalam prosedur akuntansx ekuxtas SKPD }‘

.~ adalah:
o .:f‘,j?’_';a PPK-SKPD

| _g:'Tugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setxap"f," -

transakSI ekultas yang terjad1 berdasarkan dokumen sumber serta |

R bukt1 memorlal

b Bendahara Pengeluaran R

BN Bendahara Pengeluaran bertugas melakukan pembayaran atasf"j‘i“_.f :

| setlap beban dan utang yang ttead1 yang akan mempengaruh1 o

" .fbtransak81 eku1tas e
j:.vv_»c'f.:Bendahara Penenmaan R

"Bendahara Penenmaan bertugas menenma pendapatan dan; o

- /,/ - plutang yang dlbayar oleh pxhak ketlga yang akan mempengaruhlt

h ', transak51 eku1tas
) PPTK bertugas melakukan pengadaan Aset Tetap sesua1 dengan

j‘ prosedur yang akan mempengaruhl ’ transak51 eku1tas dan
".‘j’_membenkan dokumen tembusannya kepada PPK-SKPD untuk : R

| v‘ - dllakukan pencatatan

'2. Prosedur Akuntanm S

. ’VPencatatan Akuntans.1 atas Ekultas yang dapat texjadl pada transak31 e .

| b_}dl SKPD dllakukan sepertl benkut 1n1 o



a. Pada saat penyﬁsurian laporan keuangan dan xhelakﬁkan

. penutupan akun nommal yaxtu akun pendapatan LO dan akun

' beban. | |

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi aset dan kewajiban,
apabila laporan k,euangan periode tersebut sudah diterbitkan;_

- dibukukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas pada periode

- ditemukannya koreksi tersebut. Koreksi tersebut antara lain: -

~ 1) Koreksi nilai persediaan; |

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap.

3 Dokurnen Sumber
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan
transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai
Sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen‘
sumber yang digunakan sebagal dasar pencatatan pada Akuntans1
Ekuitas SKPD meliputi: o |
a. Berita Acara Inventarisasi Persediaan;

b. Berita Acara Revaluasi Aset Tetap.

4. Pencatatan Transaksi

a. Pada saat penyusunan laporan keuangan
f Dalam tahapan penyusunan Laporan Keuangan SKPD setelah
‘, menyusun Laporan Operasional perlu dilakukan penutupan akun
. nominal dengan tujuan:

1) Menghitung Jumlah surplus/deﬁ51t dart akun pendapatan LO
- dan beban. v |
2) Memindahkan (menolkan) saldo akun sementara ke akun ekuitas
untuk pencatatan periode berikutnya. |
. 3) Menghitung ekuitas akhir periode.

. Berikut contoh jurnal penutup LO.

Pendapatan-LO....cccveeervririrrersrrnresiiientserennsaniens XXX
Beban....civveiiinieiiciriiimiiiireeririsnsiesasnencanns XXX
Surplus/Defisit-LO....ccccevieiniiniiiirninnnnnnns XXX
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- Akuntansi SKPD membuat _]urnal penutup akhir untuk: menutup
akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekuitas. Berikut contoh jurnal
penutup akhir periode. ' | '

b Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadl pada penode-
penode sebelumnya ‘

H1]K0reks1 nlla_t‘ persediaan

2) Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap...cccvieeiiniiinniieiiiinntnnoiecenn. . XXX

J. AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN
1. Pihak Terkait '

a. PPK-SKPD ,
'I‘ugas PPK-SKPD adalah melakukan pencatatan atas setlap
transaksi keuangan yang terjadi berdasarkan dokumen sumber serta
bukti memorial. o -
-~ b. Pengguna anggaran/Kuasa pengguna Anggaran |
Pengguna ' Anggaran | - bertugas " memberikan

} otonsa51 / menandatangam dokumen atas korekm kesalahan

2. Prosedur Akuntansi }
- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan d1kelompokkan ke dalam

dua jenis, yaltu kesalahan yang berulang dan sistemik serta
kesalahan yang tidak berulang

Kesalahan yang berulang rnerupakan kesalahan yang disebabkan szfat
alamiah dari jenis-jenis transaksi tertentu yang d1perk1rakan akan
ISemlang. Misal penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan
koreksi baik itu restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
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. Kesalahan tidak- berulang adalah kesalahan yang dlharapkan tidak
akan tet]adl kembah Kesalahan ini dzkelompokkan kembah menjadl 2
(dua) jenis: N P '
1) Kesalahan tidak berulang yang tteadl pada penode bexjalan

. 2) kesalahan tidak berulang yang terjad1 pada periode sebelumnya

. Dokumen Sumber ’ L
Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan

transak31 keuangan Pemenntah Daerah yang digunakan sebagai :
,sumber atau bukti untuk menghas1lkan data akuntansi. Dokumen
sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntan31_
Korek31 kesalahan SKPD mehputl ' ‘ |
a. Bukt1 memorial/ dokumen lam yang dlpersamakan, ‘}
b. SP2D. | | SR

. Pencatatan Transakm ‘ .
a. Korek31 Kesalahan yang Berulang dan SlStemlk _
Kesalahan ini dlsebabkan sifat alamiah (normal) dan _]ems-_]ems '
transak31 tertentu yang dxperklrakan akan terjadi secara berulang .
Korek31 ini biasanya texjadx pada penerimaan pajak dari Wajib Pajak :
: (WP) berupa keleblhan atau kekurangan bayar pajak. Berdasarkan
SAP, jurnal koreksi udak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, |
‘ietapi d‘icatatvpada saat terjadi 'péngeluaran/ penerirnaan kas untuk |
;nengembalikan kelebihan/kekurangan "pendapatan dengan
‘ 'mengurangl/ menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan L0
| yang bersangkutan.
'Jumal standar untuk koreksi i ml sebagaJ benkut:
1 Transaksi Wajlb Pajak Lebih Bayar:

: Pendapatan Pajak ... -LO ..cccviierveirnicianennnans reverrerssncanns XXX
’ Kas di Kas Daerah ...... eteeeeeteeeensaeeeananeeeenstbesseasbeseoan XXX
Pendapatan PaJak “LRA .oiiiiiiiirniinerrereneensiisiisane e XXX
Perubahan SAL .......... e teereseeseereeeesanneeeesannrsosiasatassasrans XXX

11 Transak31 Wa_pb Pajak Kurang Bayar

- Kas di Kas Daerah ... rrerssecsssnasaes XXX

‘Pendapatan Pajak ... -LO ........... recroreraessstesesstsins renees XXX
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Perubahan SAL .........cceeemeeennrecnenes teverernnesrannnraeessrnenes XXX
Pendapatan,Pajak .. -LRA........... reessnceseecnonerssasssssssaes XXX

b. Koreks1 Kesalahan yang Tidak Berulang - ,
Koreksi ini merupakan koreksi atas kesalahan yang d1harapkan’
. t1dak akan terjadi kembali pada masa-masa yang akan datang
‘ Korek31 ini dapat terjadi pada penode berjalan maupun pada
penode-pcnode sebelumnya. ’ : ‘
1) Koreksi Kesalahan yang Tlda.k Berulang pada Penode
; Berjalan » ‘
Baik mempengaruhi posisi K-as' maupun tidak, korekSi atas
kesalahan m1 dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam pcnode, berjalan, baik pada akun
Pendapatan-LRA  atau. akun Belanja, maupun ~ akun
Pendapatan-LO atau akun Beban. Apablla tidak mempengaruhl
posisi Kas, pembetulan hanya dilakukan pada akun-akun

neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
Ilustrasi: terjadi pengembalian belanJa pada tahun berJalan

Kas di Kas Daerah reeressaersusteressrsreRsReaRer et shsReReReaERErEs XXX

Beban B eeressrstaeeresserrnainnsesssstos XXX
Perubahan SAL ....... | ' xxi

Belanja . T secesssrrenae eeveersseesetusctensonns }ch .

Untuk pengembahan belanja modal pada tahun bexjalan, )

Kas di Kas Daerah : XXX
Aset tetap ©© uessssssssseesssessesssessrressrnenes XXX
Perubahan SAL ....ccccciuiieireiniiiiieinrirerreconoenenceces XXX
Belanja modal ...eceieeveneieiiiiniieeciiieeeee e XXX

) Korek81 Kesalahan yang Tidak Berulang pada Penode- :
: ‘Penode Sebelumnya | -
a. Apabila laporan keuangan belum‘dxterbltkan: .

Apabila v‘laporan' keuangan belum diterbitkan, maka
dilakukan dengan pembetulan pada “akun yang
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bersangkutan ba1k pada akun pendapatan LRA atau akun :
belanja, akun pendapatan LO atau akun beban.

- Ilustrasi:  terjadi pengembalian belanja selain _.v-belanja.
perolehan aset tetap pada penode tahun lalu '

Kas di Kas Daerah ........ XXX
BEDaAN . uvtiiirininirerenennsiireerieneeereerisessesssserersesserseees XXX
Perubahan SAL....cccceereeeiirenennnens eeerencecens eeeseees XXX
Belanja ....coeeveivvevennnnn. reerrreerarerneeareeesbrennes - XXX

- Tlustrasi: terjadi pe embahan belanja erolehan aset teta
pada penode tahun laF ' e P , b

‘Kas di Kas Daerah s ' XXX
 Aset tetap....coceeeennnnn ... trereerresersntesrrons rveesiennens XXX
Perubahan SAL...eeeieieeiiieeeneiercercscrecessercessnsenes XXX
Belanja‘ ........................................................ XXX

b Apabﬂa laporan keuangan telah dlterbltkan
- 1) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belan_]a yang tldak
~ berulang yang texjadl pada penode sebelumnya dan
menambah pOSlSl kas, apablla 1aporan keuangan sudah
terbit (Peraturan Daerah/ Peraturan Bupatl), dllakukan'
dengan pembetulan pada pendapatan Iam—lam-LRA atau‘ |
- aset tetap yang diperoleh. Dalam hal mengaklbatkan
‘pengurangan kas dllakukan dengan pembetulan pada
~ akun Saldo Anggaran lebih. :
2) Korekm kesalahan atas penenmaan pendapatan yang tidak
| terulang yang ter;]adl pada penode-perlode sebelumnya
dan menambah atau mengurangi posisi kas, apablla
‘laporan - keuangan sudah d1terb1tkan dilakukan dengan
v pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
Ilustrasx texjadl pengembalian belan_]a selain belanja perolehan -
aset tetap pada perlode tahun lalu dan laporan keuangan sudah |
terbit yang menambah kas '
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Kas di Kas Daerah ...... . © seseveneres XXX

Pendapatan lain-lain lo veeevrecessresseassessnere ' XXX
Perubahan SAL ...cccevieiiiiiiiiniirniiiicinnennnns ’ bxx:x
Pendapatan lain-lain LRA - .....cccvveiiiinnniininene XXX

a ’»Ilustra31 teljadx pengembahan belanja selain belanja perolehan
,v}’v-aset tetap. pada periode ‘tahun lalu dan laporan_ keuangan"i":’-.

‘sudah terbit yang mengurangi kas

KOreKSl EKUITAS 1vuiiiienier crcoeimmnceieseeseeensssssessssesssssrens XXX
Kas di Kas Daerahl .ovvvcieinceiieiineeeireerveceeeranees XXX

SILPA ueiiiiiitereetieseerasesessonsenssssosaasancaessessosssssssanes XXX
Perubahan SAL eciertcertninersneerasons XXX

3 Tlustrasi: teljad1 pengembahan belanja PCI'OIehan aset tetap
' pada periode tahun lalu dan laporan keuangan sudah terbit

| . yang menambah kas

Kas di Kas Daerah ... ...cecosmsemesemsssssssssssoses XXX

Aset Tetap ©ivseessareserensisesruaesnssesnassrasssran XXX
Perubahan SAL ......... eeeeeeretsnesersnrenasnsreanasrassose XXX
Pendapatan lain-lain LRA ..........c.cccovuvenneeen XXX

- Tlustrasi: tcrjad1 pengemballan belanja perolehan aset tetap
" ) pada penode tahun lalu dan laporan keuangan sudah terbit

- yang mengurangi kas

Aset Tetap 3 vevsararerenensssrassrteberensresesentsasaee v XXX

Kas di Kas Daerah ™ ...a....... eeseveersnsessrasssnatsans . XXX
S L P A L. iierreernrscessseonssssarasenscesssasavsasannessnssssserassasss XXX
Perubahan SAL  ceeriiiirieererrneesseenssestensssensessenne XXX

o K. JURNAL BUKU BESAR DAN NERACA SALDO

1. Jumal ' : ‘
Sebagai entitas akuntans1, SKPD melakukan proses akuntan31 yang
dlmuIaJ. dan pencatatan transak31 hlngga penyusunan dan penya.]lan“., :

, Laporan Keuangan. Transaksi tersebut dicatat oleh Fungs1 Akuntansi

SKPD sesuai den‘gan‘ dokumen transaksmya menggunakan Memo
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e Jurna.l ke dalam buku Jurnal Format Memo Jurnal dan Buku Jurnal
s yang dlgunakan adalah sebaga1 benkut

PEMERINTAH KABUPATEN sesressasnes es -
MEMO JURNAL o
_ Tahun Anggaran
Nomor :............... cresserirecntesnns ceeeseianne :
Tanggal :......ccooveerenniieennnns
. Kode Deskripsi Perkiraan Jumlah Debit | Jumlah Kredit -
" Perkiraan : . -
Ketarangan :
Bukti : _ ) - Nomor - Tanggal
2.
3.
.| Dicatat Oleh: .~ = .~ Disetujui : " Auditor ;-
-~ | MEMO o C . - .. Halaman 1 daril
. | JURNAL o N . : o - -
PEMERINTAH KABUPATEN SacRtetonpeeseve e
: . BUKU JURNAL R
Penode 1 Januari s.d. 31 Desember 2OX1
Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :.
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
No | TANGGAL | NO BUKTI REKENING URAIAN REF | DEBIT KREDIT
- JUMLAH
Fungsi Akuntansi SKPD
' {tanda tangan)
(nama lengkap)
- NIP. -
2 Buku Besar

o 'Tahapan selan_]utnya setelah pencatatan transaksx melalui jurnal
| ‘adalah postmg ke Buku Besar. Dalam tahap ini, PPK-SKPD
mempostmg atau mernmdahkan setiap akun beserta jumlahnya dari
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Buku Jurnal ke Buku Besar masing-masing akun. Format Buku

Bésar yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN...ccccacerceenes

BUKU BESAR
Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1
Urusan Pemerintahan : i
Bidang Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Kode Rekening Buku Besar
Nama Rekening Buku Besar
NO TANGGAL URAIAN DEBIT KREDIT SALDO
JUMLAH

3. Neraca Saldo ,
' Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan

Iaporan keuangan, PPK-SKPD menyusun Neraca Saldo atau Daftar
~,Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi

éeluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format
" Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang dxgunakan adalah

sebaga_l berikut:

' PEMERINTAH KABUPATEN

SALDO BUKU BESAR

. Pgr 31 Desember 20X1

oooooooooooooo

Unit Organisasi

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :

:Sub’ Unit Organisaslb :

KODE
REKENING

DEBIT .

KREDIT

JUMLAH
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L. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD.
1. Ketentuan Umum

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD dihasilkén
melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-SKPD.
Jurnal dan posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan
menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan |

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 5 (lima) Laporan

Keuangan yang dibuat oleh SKPD, yaitu:

S a.

° poo o

Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Neraca; .

Laporan Operasional (LO);

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Catatan atas Laporah Keuangan (CaLK).

2. Pihak-Pihak Terkait '
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan

keuangan adalah :
a. PPK- SKPD

PPK-SKPD melakukan penyusiinan atas Laporaﬁ Keuangan.
Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan
Laporan Keuangan atas SKPD-nya sebagai Entitas ~Akuntans1
untuk dapat dikonsolidasikan di Entitas Pelaporan.

3. vPr{)sedur penyusunan Laporan Keuangan

a.  Membuat Neraca Saldo

PPK-SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar
menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD
PPK-SKPD membuat jumal penyesuaian.Jurnal ini dibuat dengan

“tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun tertentu dan

| ;pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual. Jurnal

penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang

terdapat pada Kertas Kerja.
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Jumal koreks1 dan penyesualan yang dlperlukan antara lam:

o dlgunakan untuk _ . _
- : 1:1) Koreksi kesalahan/ Pemmdahbukuan
o ;;;.2) Pencatatan _]urnal yang belum dllakukan - E
: ) 3) Penyesualan persedlaan, peny1s1han p1utang dan penyusutan"’_f. .
- Pada akhlr tahun o '

B :’.'Pen.]elasan atas Jumal korek31 tersebut dapat dluralkan sebagalbﬁvag: o

| 1) Koreks1 kesalahan pencatatan S o
- Untuk melakukan korekeu ata s terjadlnya kesalahan‘

o pencatatan PPK—SKPD akan membuat bukt1 memonal yang o

akan d1otonsa31 oleh Pengguna Anggaran Berdasarkan bUktl

B memorlal yang telah dlotorlsa31 PPK-SKPD langsung membuat_}-‘ o -

. pembetulan atas Jurnal yang salah catat tersebut Mlsalnya, |

o transaks1 beban/belan_]a telepon d1catat pada beban/belanjav
| ﬂ]lstrlk Untuk melakukan korek31 atas kesalahan tersebut, X
v'-‘PPK-SKPD menJurnal “Beban telepon d1 debet dan “Beban'
hstrlk” di kredit. o . o . R
Co ‘Beban telepon..,...}....'..b....‘..’.' ..... _ ..... v XXX .
K / . Beban l1str1k...i.’._....'..., ...... XXX f

o Karena merupakan transak31 reahsas1 anggaran, PPK- SKPD S

if’Juga mencatat koreks1 belan_]a dan melakukan penyesualan .

" Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja telepon di debet' .

o k dan “Belan_]a l1str1k” di kredlt

BelanJavtelepon ................ XXX .

- Belanja listriK.....ooeiiiiiniiiniciiins 0 XXX -

= . : 2) “ Pengakuan Persedlaan

- Apab1la SKPD : melakukan transaksn persedxaan dengan |
- pendekatan beban dan metode per10d1k maka pada akh1r7‘ .

L perlode sebelum menyusun laporan keuangan secara rutln; -

akan dllakukan stock: opname setlap akhir penode untuk:‘

o mengetahm 81sa persedlaan yang d1m111k1 Berdasarkan Bcrlta'. c

o », | Acarav‘Stock Opname, RPK—SKPD,mengakux p_ersed1aan dengan, S



3)

menjurnal “Persediaan sesuai jenisnya” di debet dan “Beban
Persediaan” di kredit sebesar persediaan yang ada di akhir

periode.

Persediaan..iieieieriricreireneresrassnsessassssessenses XXX

Jurnal Depresiasi

- Berdasarkan Daftar Barang dan kebijakan akuntansi yang-

dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-SKPD pada akhir tahun

' akan membuat bukti memorial yang kemudian akan

_4)

diotorisasi oleh Pengguna "Anggaran untuk mengakui

depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-
SKPD akan mencatat penyusutan aset tetap dengan menjurnal
“Beban Penyusutan” di debet dan “Akumulasi Penyusutan” di

kredit di jurnal umum.

Beban penyusutan......c.cevceicecrnenneincenine, XXX

Akumulasi Penyusutan.......ceceeereenenn. '_ XXX

Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada

akhir periode untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang
masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran yang dicatat
dengan pendekatan beban oleh Pemerintah Daerah;_ Pada akhir
tahun, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa, PPK-SKPD akan
membuat bukti memorial yahg kemudian akan diotorisasi oleh
Pengguna Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-
SKPD akan mencatat penyesuaian beban sewa dengan jurnal
“Sewa dibayar di muka/ Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debet
dan “Beban sewa” di kredit pada buku jurnal. |

Beban Jasa Dibayar Dimuka......... vesrrnrses XXX

BeDbamn SEWA....cvverereenvererncererseesaenrecseens L XXX
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c Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesualan

o }} Berdasarkan Jurnal penyesualan yang telah dlbuat PPK-SKPD"

L melakukan penyesualan atas neraca saldo sebelumnya menjadl R

:‘neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesua1an L |

d Membuat LRA dan Jurnal penutup LRA

termasuk dalam komponen Laporan Reahsas,l Anggaran (kode'

g “Laporan Rcahsas1 Anggaran

’Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah o
‘. penyesualan : Akuntan31 SKPD mengldentlﬁka31 akun yang |

akun yang berawalan 4, S, dan 6) dan kemudlan membuat

o ;,:,._'Bersamaan dengan pembuatan LRA Akuntans1 SKPD _]uga BRI

| - »vamelakukan Jurnal penutup untuk menutup akun LRA. Pr1n81pr‘; -
o }. penutupan ini adalah membuat mlau akun LRA menJadl 0 (nol)
B 'Bcrlkut contoh _]umal pcnutup LRA ST '

o Pendapatan-LRA......cccccovvreirnrnnennens ’.}5.’...’.‘.... XXX

Belan_]a...‘.v.,....‘.;.'.‘..'...'...'...'.‘A.....;..v.;.._’.2...._,;'.‘.".'.. S xR L

Surplus/Deﬁs1t LRA.......... e XXX o

- .S_urplus/Deﬁsit LRA XXX ST

T SILPA/SIKPA 0K
SILPA/SIKPA....... T ex
Perubahan SAL ...... XXX

kemudlan setelah membuat Jurnal penutupan Akuntan31 SKPD

| menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA _
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" PEMERINTAH KABUPATEN vuueusnoersersee
: _ LAPORAN REALISASI ANGGARAN :
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0'

Urusan Pemor!ntahau
Bldmg Pemerintahan :
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi :
NO. o ANGGARAN | REAvisast | o REALISAS] |-
URUT ~ URALAR - 20X1 20X1 Tl 20%0 -
1 . | PENDAPATAN _ . . JOOTEXKX AXXXXX | XXX | XKXXXXX
11 | PENDAPATAN ASLI DAERAH ] xxoox | xoox | XEX | XEXRXRX
1.1.1° | . Pendapatan Pajak Daerah o  XOLXXXXX XXXXXX | XXX | XOXXXXX
1.1.2  |.  Pendapatan Retribusi Dacrah Pendapatan Hasil . XXXXXXX XXXXXX | xxx XXXXXXX
1.1.3 _Pengelolaan Kekayaan ~ Dacrah Yang Dipisahkan XXXXXXX xxxxx | oxxx ] xRXxxxX
114 " Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ) - XXXXXXX CRXXXXX | XX ] XXXXKXX.
2 |mEtAamsa - ‘ , ooooox | xooox | xxx | xooooox
21 | BELANOA OPERASI ] oo | xoo0ox | x| o0oxx
2.1.1 Belanja Pegawai = . | xooo | oo | xxx KRXXXXX
2.1.2 Belanja Barang - o ) XRKXKXX | xooox | XXX XXKXKKX
) 2.2‘ . . BELANJA MODAL - o . R | IXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX
i | 222 | Belanja Peralatan dan Mesin | o S xooxxx | XooKK | XXX | XXRXXXX
s 223 Belanja Bangunan dan Gedung XXXXXXX XXXXXX XXX |- XX00000K
2.2.5  Belanja Aset Tetap Lainnya . . .. - . KIOKKXXX X000 | XXX XXXXKKK
SURPLUS/(DEFISIT) - | xoooxx | xoooxx [ xxx XXXXXXX

KEPALA SKPD
KABUPATENcuvuuiarns

e
e. Membuat LO dan Jurnal Penutup LO

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA Akuntan81
- SKPD mengldennﬁka81 akun yang termasuk dalam komponen -
_ Laporan Operas:onal (kode akun yang berawalan 8 dan 9) untuk o
, kemudlan mernbuat Laporan Operasxonal
‘ Bersamaan dengan pembuatan LO, Akuntan31 SKPD juga
membuat Jurnal penutup untuk menutup akun LO Prms1p} o
“ }penutupan 1n1 adalah membuat nilai akun LO menjadl 0. v -
) Kemudlan, setelah membuat _]urnal penutupan, AkuntanSI SKPD

. ~ menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LO.

Berlkut contoh _]urnal penutup LO.

. Pendapatan—LO...'..,,....; .............. XXX
Beban......ccceeiieiriieciceneciennennns crrierseseens S XXX
Surplus/Deﬁsft LO e XXX
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PEMERINTAH KABUPATEN ..... esvren

. LAPORAKR OPERASIONAL
* UNTUK TAHUN ‘IANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0
Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemetlntaluui :
Unit Organisasi v v
Sub Unit Organisasi o
No : | . URAIAN 20X1 | 20%0 f::u‘::::{l %) -
: . KEGIATAN OPERASIONAL
’ 1 PENDAPATAN .
. 2 - PENDAPATAR ASLI DAERAH - oL . . ‘ .

i 3 Pendapatan Pajak Daerah o : . ] xxx XXX XXX XXX
4 " Pendapatan Ret.nbusx Daerah . : XXX | XXX . XXX XXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daemh yang Dlplsahkan x| oxxx” XXX XXX
6 " Pendapatan Asli Daerah Lainnya N o 1 .

K 7 - Jumlah Pendapatan Asli Dacrah (3 sia8) . xxx | oxxx XXX XXX
8 JUMLAH PENDAPATAN X | X X | 0K

9 ncm S . o T== o= XXX
. 10 Beban Pegawai Y . ) S XX KK —XRK XX
11 | Beban Persediaan o e ok [ x| wxx

13 " Beban Pemeliharaan o . R xxx | xxx XXX XXX
14 [ Beban Perjalanan Dinas o : ' xxx | XXX x| owex
15 |  BebanPenyusutan = . : ' xxx | oxox x| oxxx
16 . BebanLain-lain - . S E XXX XXX - XXX ploes
17 JUMLAH BEBAN (10 s/d16) - . e = X T
18 SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (817 B o o = 5=
19 : | SURPLUS/DEFISIT-LO - o o o o0

f. Membuat Laporan Perubahan Eku1tas dan Jurnal penutup akhlr - "
Selanjutnya,, Akuntan31 SKPD membuat Laporan Perubahan
Ekultas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data

, perubahan eku1tas periode beljalan yang salah satunya d1peroleh.
" dari Laporan Operasmnal (LO) yang telah dibuat sebelumnya .
Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan .
ekuitas SKPD ' o

'Benkut rnerupakan contoh format Laporan Perubahan Ekultas
‘SKPD
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PEMERINTAH KABUPATEN ......oooonn..
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20%0

Urusan Pemerintahan :

Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

¥o ' . URAAN o 20X1 20X0
1 | EKUITAS AWAL : : XXX XXX -
2 | SURPLUS/DEFISIT-LO ’ - ' | oxxx XXX
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESAI.AHAN MENDASAR

4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN , XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASET TETAP . | oxxx XXX
6 LAIN-LAIN : ‘ D x| oxxx
7 | EKUITAS AKHIR ’ v , ploed XXX

Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir uhtuk menutup
akun Surplus (Defisit) - LO ke akun Ekultas. Berikut contoh
jurnal penutup akhir

Surplus/Defisit-LO....ccoviiiuiiruiiniieiienceniennnd XXX

Ekuitas............. XXX

Membuat Neraca dén Neraca Saldo Akhir

Berdasarkah ‘Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Akuntansi
PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca,
Akuntansi PPKD menyusun Neraca ‘Saldo Akhir. Neraca Saldo
Akhir ini akan menjadl Neraca Awal untuk penode akuntansi yang

selanjutnya.

PEMERINTAH EABUPATEN «vuueenosssossosses
NERACA ‘
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 2oxo

Urusan Pemerintahan ;

Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi )
Sub Unit Organisasi

NO - Uralan 20X1 20X0
1 ASET ]
2 .
3 ASET LANCAR .
4 Kas di Bendahara Pengeluaran . : B XXX . XXX
5 . Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
6 Investasi Jangka Pendek XXX XXX
7 . " Piutang Pajak h : E o XXX XXX
8 Piutang Retribusi - . ' i ) - XXX XXX
9 Penyisihan Piutang - : XXX) XXX)
10 Belanja Dibayar Dimuka : ) XXX XXX
11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran o . XXX XXX
12 - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi . : XXX XXX -
13 " Piutang Lainnya : XXX XXX
14 - Persediaan o . : : o XXX XXX
15 . Jumlah Aset Lanca.r : XXX XXX
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ASET TETAP

17

18 Tanah i i

19 Peralatan dan Mesin . ) . . x’ox(;é x;(”.(;(

20 Gedung dan Bangunan XXX XXX

21 Jalan, Irigasi dan Jaringan XXX XXX

22 Aset Tetap Lainnya . XXX XXX

23 Konstruksi dalam Pengerjaan i XXX XXX

24 " Akumulasi Penyusutan o : XXX) XXX

25 Jumlah Aset Tetap XXX XXX

gg ASET LAINNYA . i '
Tagihan Penjualan Angsuran

28 Tuntutan Ganti Rugi ’ xé)'g(( %

29 Kemitraan dengan Pihak Kenga : : XXX XXX

30 Aset Tak Berwujud . . o . XXX - XXX

31 Aset Lain-lain XXX XXX

32 Jumlah Aset Lainnya XXX XXX

33 JUMLAH ASET XXX XXX

34

35 KEWAJIBAN

36 :

37 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

38 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX

39 Pendapatan Diterima Dimuka . . XXX XXX

40 Utang Belanja o ' XXX XXX

41 Utang Jangka Pendek Lainnya ' XXX XXX
R/K PPKD XXX XXX

42 Jumlah Kewafiban Jangka Pendek , XXX XXX

43 :

44 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG . : ' .

45 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan XXX XXX

46 Utang Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX

47 Premium (Diskonto) Obligasi XXX XXX

48 Utang Jangka Panjang Lainnya XXX XXX

49 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - XXX XXX

S0 JUMLAH KEWAJIBAN p.0. 0.4 XX

51 : ' '

52 EKUITAS

53 EKUITAS ‘ XXX . XXX

54 R/K PPKD :

55 JUMLAH KEWAJIBAN DAN ERKUITAS DANA xxx XXX

h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan narauf atau
rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran,
| Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang
diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara

‘lain:

0
2

- 3)

A

Informasi }umum "t:entang‘ Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansr
InformaS1 tentang kebijakan ﬁskal/ keuangan dan ekonom1

~ makro;

Ikhtisar pencapa.iah target keuangan selama tahun pelaporan

- berikut kendala dan ~ hambatan yang dihadapi dalam

pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan‘ keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan
atas transaksi dan kejadian-kejadian penting Iainnya; Rincian
dan penjelasan masing-masing pbs yang disajikan pada lembar

muka laporan keuangan;
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. 5) Informasi yahg diharuskén oleh Pernyatéan Standar Akuntanéi’
Pemenntahan yang belum disajikan da.lam lembar muka
laporan keuangan, dan | |

6) Informasi lamnya yang diperlukan untuk penya_]lan yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan o

keuangan.

SKPD-
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab1. Pendahuluan ' '
1.1 | Maksud dan tujuan penyusunan Iaporan
keuangan SKPD
1.2 | Landasan = hukum penyusunan laporan
keuangan SKPD
1.3 Sistematika penuhsan catatan atas laporan :
keuangan SKPD

Bab II Ikhtxsar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 |Ikhtisar realisasi pencapman target kinerja
keuangan SKPD
2.2 | Hambatan dan kendala yang ada dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
3.1 [Rincian dari penjelasan masing-masing pos-
pos pelaporan keuangan Pemda
3.1.1 | Pendapatan

3.1.2 | Beban
3.1.3 | Belanja
3.1.4 | Aset

3.1.5 | Kewajiban

3.1.5 [ Ekuitas v :

3.2 | Pengungkapan atas pos-pos aset .dan
| kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan
belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan
basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas
pelaporan yang menggunakan basis akrual
. pada Pemda.

|Bab IV | Penjelasan atas 1nforma31—1nforma31 nonkeuangan
f - | Pemda : :

{BabV Penutup

i. Membuat Pernyataan Tanggung J awab
Sebagai entitas akuntan31, SKPD“ wajib -
menyelcnggarakan s1stem akuntansi - untuk  menyusun
“ laporan keuangan SKPD  sebagai = alat - akuntabilitas

| penggunaan anggaran dan penggunaan barang
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milik daerah. Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung
jawab  pengguna anggaran  sehingga pada saat
menyampaikan kaporan keuangan SKPD kepada PPKD untuk
dikonsolidasi harus dilengkapi dengan ‘Surat Pernyataan
Tang‘gung} Jawab. S‘urat Pernyataan Tanggung Jawab berisi
pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun befdasarkan
sistem pengendalian : internal =~ yang = memadai,
d‘an isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan
posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah
sebagai berikut: |

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SKPD

DINAS/BADAN/KANTOR..........
. Pernyataan Tanggung Jawab ‘
Laporah Keuangan Dinas/Badan/Kantor............ Tahun Anggaran..............

‘sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami,

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

66




II. SISTEM AKUNTANSI PPKD

Slstem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja,
~transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
» penyuSiman lapofan keuangan PPKD serta penyusunan Laporan Keuangan
Konsolidasian Pemerintah Daerah. Sistem Akuntansi PPKD dijabarkan
sebagai berikut: |

Akuhtansi Pendapatan - LO dan Pendapatan — LRA PPKD;

Akuntansi Beban dan Belanja PPKD; |

Akuntanm Kas dan Setara Kas PPKD;

Akuntanm Transfer PPKD;

Akuptanm Pembiayaan PPKD;

Akuntansi Investasi PPKD;

Akuhtansiv Aset lainﬁya PPKD;

Akuntansa Kewajiban PPKD;

Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD';

“r.w%-”.m@'rﬂ.w.csipu.?

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

. Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran
" secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan
- pertimbangan biaya dan manfaat dengan kondisi:

1. Nilai anggarén pada Laporan Realisasi Anggaran diperoleh dari dokumen
anggaran DPA SKPD atau DPPA SKPD;

2. Pengendalian anggaran yang | ‘merupakan salah satu tujuan
diselenggarakan akuntansi anggaran telah mengakomodasi sistem
penatausahaan pelaksanaan anggaran. '

- Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas

maupun pengeluaran kas dlbukukan pada akun realisasi anggaran yaitu

akun “Perubahan SAL.”



* A.AKUNTANSI PENDAPATAN — Lo DAN PENDAPATAN - LRA PPKD

Pendapatan yang dikelola PPKD adalah pendapatan yang berasal dari

dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemenntah provinsi,

yang ditetapkan berdasarkan peraturan- perundang undangan tentang -

alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait

: Plhak yang terkaut dalam sistem akuntansx pendapatan pada PPKD '
antara lain Bendahara Penerimaan PPKD, Fungsi akuntans: PPKD

: dan PPKD selaku BUD.

 a. F‘ung51 Aluntansi PPKD

- Dalam sistem akuntansi Pendapatan fungsi akuntan81 PPKD,
memiliki tugas mencatat transaksx/kejadlan Pendapatan LO dan
~ Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan
 valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;

. Bendahara Penerlmaan PPKD

1) mencatat dan membukukan semua penenmaan pendapatan ke

‘dalam buku penerimaan PPKD.

;, 2) membuat SPJ Penerimaan.
. PPKD Selaku BUD |
1) menenma dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer dari

pemenntah pusat, Pemerintah Daerah lain atau pihak lainnya,

-2) menandatangani laporan ‘keuangan yang telah disusun oleh

fungsi akuntansi SKPD.

. Pihak Ketiga Lainnya v . .

_ ;Selam pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan‘
. ;dengan 31stem akuntansi - pendapatan pada PPKD adalah

'Kementerian Keuangan, mlsa.lnya untuk dana transfer atau

., Pemermtah Daerah lain/pihak lain pemberl hibah. |

2. Prosedur Akuntan31

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD adalah
a Selama tahun beljalan, pendapatan LO diakui bersamaan dengan

penenmaan kas (Pendapatan LRA); dan

~b. Pada saat penyusunan laporan keuangan, d1mana pendapatan LO

diakui sebelum penerimaan Kkas.



Uraian mengenai pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada PPKD
» sebaga1 berikut:
a. Pendapatan LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas
| (Pendapatan LRA) v v
Pada saat surat penetapan/ dokumen peraturan perundang-
undangan/dokumen yang dipersamakan diterima ‘maka belum
dilakukan jurnal pengakuan pendapatan LO.
Pihak ketiga (pemerintah pusat/provinsi/pihak ketiga lainnya)
melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima
maka Bank (Kas Daerah) membuat nota kredit atas penerimaan
tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi PPKD untuk
pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA.
. Pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dilakukan pada
. saat diterimanya dana/ kas masuk di kas daerah Fungsi akuntansi
| PPKD menJumal '

Kas di Kas Daerah ....ccccovevievrennennne XXX
Pendapatan Transfer -LO/Lain Pendapatan yE
Sah- LO ....................... : XXX

Perubahan SAL ......cceoeueveuruereeenn. XXX
Pendapatan Transfer-LRA/Lain Pendapatan vg

Terkait dengan pendapatan yang diterima vlangsung SKPD tanpa
melalui RKUD, PPKD mencatat pendapatan berdasarkan laporan'
: pengesahan pendapatan yang disampaikan ke BUD, Fung31 |
akuntansi PPKD menjurnal: . A
R/K SKPD..cuiitiiiiviirenncrinrnisenieinnsie, XXX

Pendapatan hibah —LO.....c..cccervervvmrnnnieencns v XXX
Pendapatan Jasa Giro-LO.....cerveeniivncnnnnes ‘ : XXX
R/K SKPD ...................................................... . XXX
Pendapatan hibah ~LRA............. cesnresenannin XXX
Pendapatan Jasa Giro-LRA.......cc.cceeereiennn ’ XXX




b Pada saat Penyusunan Laporan Keuangan, dlmana Pendapatan LO
- diakui sebelum Penerimaan Kas. o |
- 1) Fungsi akuntansi PPKD melakukah rekonsiliasi atas dokumen
o penetapan p‘endapatan f LO -yang  belum diterima
pembayarannya Terhadap dokurnén pendapatan yang belum
- dibayar tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat pengakuan‘v--
, pendapatan LO dan p1utang sebagai jumal penyesua:an
- 2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat
 penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti
' penerimaan kas daerah, maka péndapatan‘ LO harus diakui
walaupun kas belum diterima. Fungsi akuntansi PPKD
o - melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan'pendapatén yang

" belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

| Jurnal - penyesualan pada akhir tahun untuk dokumen
'penetapan pendapatan yang sudah diakui pendapatan LO nya -
tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan
' pendapatan LO:

3. Dokumen Sumber
a. DAU |
Peraturan Presiden RI Tentang Dana Aloka31 Umum Daerah
P_rovmsx dan Kabupaten/Kota (yang dxtcrbxtkan tiap tahun) |
b.' DAK |
i Peraturan' Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi
'Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tlap tahun).
c. Dana Bagi Hasil: _
1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Paja»k'v .
- Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun). o '
2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokas1 Dana
 Bagi Hasxl Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas,
' Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).



3) Peraturan Menten Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar,
Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun). o

d Dana Otonomi Khusus

Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi

KhususA ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun).

e. Dana Penyesuaian:

1) Peraturan Menten Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun);

Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan

'Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) untuk provinsi yang diterbitkan tiap

tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan

Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening

Koran Bank Satuan Pendldxkan Dasar Penerima Hibah BOS dan o

provinsi.

3 Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif
~ Daerah (yang diterbitkan tiap tahun). |
f Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang

Sah antara lain:
- 1) Dana Hibah:

a)

b)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah
lainnya/ p1hak selain pemermtah]

Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara Pemerintah
Pusat dengan Pemerintah Daerah atas hlbah yang sumber
dananya dari hibah luar negeri). -
Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk
permintaan Pencairan Dana Hibah dari Pemerintah, antara
lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah,
salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh
SKPD kepada 'BUD, salinan rekening koran, Laporan

- Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang

disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap» v



‘sebelumnya, Laporan Penggunaan | Hibah; Laporaﬁ
Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
d) Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
2) Dana Darurat - v .
Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat
2 Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan
- Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank
; (Kas Daerah) atas Rekening Koran dari Ban_k (Kas Daerah). |
h. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari Pemerintah
Provinsi ke Pemerintah Daerah ini antara lain:
1) Dana Bagi Hasil Provinsi A
- Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak
~ Provinsi ke Kabupaten/Kota (yang diterbitkan ﬁap tahun);
© 2) Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/ Kota
- Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus
kepada Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun); |
- 3) Nota kredit dari Bank Kas Daerah Pemerintah Kabupaten.

| B.AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA PPKD

'Akunt‘ansi beban pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
beban bantuan sosial, beban transfer (termasuk transfer bantuan

keuangan), dan beban luar biasa.

Akuntansi belanja pada lingkup PPKD dilakukan untuk mengakui,
mencatat, dan melaporkan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja PPKD meliputi pihak yang
terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang
akan dijelaskan di bawah ini. -



1. Pihak Yang Terkait

a

Fungsi Akuntansi PPKD

Fungs1 akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan admmlstrasx '

termasuk menerbxtkan bukti memorxal dan pencatatan akuntans1
- 1 atas setiap transak31 yang tex;]adl '

. PPKD

PPKD mempunya1 tugas membenkan otonsa81 atas t.ransak1 beban
- yang terjadi serta menyetu_]u1 penerbltan dokumen pencairan dana
- untuk membayar beban yang terjadi.

.. BUD/Kuasa BUD

o~

’ BUD/Kuasa BUD akan mempunym tugas melakukan pembayaran '
atas beban dari kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan

belanja ke dalam buku kas umum PPKD

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen Sumber

Bukt1 transaksi yang d1gunakan dalam prosedur dan akuntans1

beban, belanja, dan transfer pada PPKD antara lam

a.
b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hfbah‘

c.

d. Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada

o

Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang,

Naskah Per_]anjlan Bantuan Sosml dengan penerima bantuan, .

- Partai Politik;

- Peraturan Kepala Daerah tentang'Alokasi Bantuan Keuangan;

f.  Peraturan Daierah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil

Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Bagi Hasil PaJak/ Bagi
- Hasil Retribusi/ Bag1 Hasil Pendapatan Lamnya ke desa;
Surat Tagihan dari pihak ketlga,
SP2D. .

3. Slstern dan Prosedur Akuntanm
' Akuntansi untuk beban dan belanja pada PPKD adalah :
-a. Selama tahun - berjalan, pengakuan beban dan belanja dibagi

sebagai berikut:



- 1) Melalui Bendahara Pengeluaran | . ,

 Beban dicatat ketika Bendahara Pengeluaran membuat
pertanggungung]awaban (SPJ) dan belanja dlcatat pada saat
pengeluaran tersebut disahkan oleh fungSI perbendaharaan
Sebagax contoh pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial
yang nilainya dibawah 5 (lima) juta.

2 Melalul Kas Daerah (LS)

Beban dan belanja yang melalui Kas Daerah dlcatat bersamaan
pada saat terb1tnya SP2D-LS.

b Pada saat penyusunan lapdran keuangan, terdapat kondisi
_ Epengakuam beban diakui sebelum pengeluaran kas. -
- vSeIama tahun ber;]alan pengakuan beban dan belanja dibagi sebagai
‘berikut:
1) Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran
, Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara
}Pengeluaran, maka diéatat dengan jurnal sebagai berikut: |
" “Beban Hibah/Bansos... ..o XXX

Kas di Bendahara Pengeluaran.......cceeeeee XXX

. Apabila telah diterbitkan SP2D Nihil dari BUD, maka dicatat dengan
jumal sebagai berikut:
‘Belanja Hibah/Bansos.....cceeeevenecicnincnacnnecanes XXX
Perubahan SAL ....... XXX

" 2) Pengeluaran melalui Kas Daerah (LS) | |
Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui
mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Sedangkan belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai
berikut: |




B ,}”}“’Pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat kOIldlSl pengakuanv_ RN

s beban d:akm sebelum pengeluaran kas

I Pada saat penyusunan laporan keuangan, apablla terdapat dokurnen R

. penetapan yang sudah menjadl beban dan belum dllakukan "

. 'pembayaran maka d1lakukan pencatatan dengan Jurnal sebaga_l" o

‘ﬂ_benkut
| Beban.........ccooeeen. ceievivesede srvesesasasiaseiey deeeesis XXX o
Utang Beban.;..;.....:..‘.v-.'..';.,...\;....‘..."..v.‘.‘.';..b.‘....v... IR . S
B 'Pada - saat penyusunan ]aporan v keuangan, ' akan dllakukan “ .

- penyesualan atas utang beban yang dlbayar pada tahun begalan R

c. AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS PPKD S

1 Plhak Yang ’I‘erkaJt

o - Plhak-plhak yang terka1t dalam 31stem akuntan81 kas dan setara kas o

o pada PPKD antara laln PCJabat Penatausahaan Keuangan PPKD
- (PPKPPKD), Bendahara Penenmaan PPKD Bendahara Pengeluaran:f o
) o _PPKD dan PPKD ‘ S ' R

. ia Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK—PPKD)

Dalam sistem akuntan31 kas dan setara kas, '} PPK-PPKD', :

- E_;.j:.rnelaksanakan fung81 akuntan31 PPKD mern111k1 tugas sebagal ‘

| 1) mencatat transakm/ kejadlan kas dan setara kas berdasarkan}._ B
ER buktl-buktl transak31 yang sah ke Buku Jumal Umum o

) 2) mempostmg Jumal—Jurnal transak31/kejad1an kas dan setara kas V,' - o

ke dalam Buku Besar masmg-masmg rekemng (nnman ob_]ek), o - RS

U 3) membuat Iaporan keuangan yang terdm dan Laporan Reahsas1 .

‘.‘Anggaran {LRA), Laporan Operas1onal (LO), Laporan Perubahan’,_.v" o o

| SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus
o Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) :



b. .Bendahara Penerimaan PPKD

‘ :-Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerir_naan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyafnpaikan
dokumen-dokumen atas' transaksi yang terkait _dengan proses
pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas ke fungsi
akuntansi PPKD (PPK-PPKD). | |

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

’Dalam sistem akuntanm kas dan setara kas, Behdahara
:Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampalkan'
,idokumen—dokurnen atas transaksi yang terkait dengan proses
fpelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas kc fungsi
akuntansi PPKD (PPK-PPKD). - -

d. PPKD
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki tugas:
él) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diseréhkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD) o,

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

2. Prosedur Akuntansi
Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Lapbfan Keuangan
disebutkan bahwa kas sebagai uang tunai dan saldo
simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
keéiatan pemerintah daerah. Kas sebagai uang tunai dan saldo
mmpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai
keglatan pemenntah daerah yang sangat likuid yang siap

dijabarkan/ dicairkan.

PSAP Nomor ‘1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 8,
mendeﬁmslkan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang
likuid siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan
nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan
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lamnya Untuk memenuhl persyaratan setara kas 1nvesta81 Jangka o

,} ’: pendek harus segera dapat diubah menjadl kas dalam Jumlah yang _

dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan mlaJ yang SIgmfikan

.Oleh karena itu, suatu 1nvestas1 disebut setara kas kalau
'1nvestas1 dlmaksud mempunya1 masa _]atuh tempo kurang dan'

' 3 bulan dar1 tanggal perolehannya

deumen ‘ Suniber 3

_'Dokumen yang dlgunakan dalam s1stem akuntanm kas dan o

| setara kas pada PPKD menglkutl dokumen terkalt penenmaan -
K kas dan pengeluaran kas pada 31stem akuntansi a»kun-akun» o
| Pendapatan-LO Beban, Kewajlban, dan Ekultas | o

. --Pencatatan Transak31

Jurnal standar terkalt kas dan setara kas pada PPKD menglkutl

”transak31 penenmaan kas dan pengeluaran kas pada 81stem akuntan31

-vakun-akun Pcndapatan—LO Beban, Aset Kewapban, dan Ekmtas

. Apablla kas bertambah maka akan dlcatat sebagau berikut:cek!l! -

KBS tvriviieanrveerereserornsnsnseccerersssnssesssssnnnsensecarsones . XXX

Pendapatan LO/kewajlban/ ekuitas......... . XXX

Apabila kas bérkurang makavakaﬁ dicatat sebagai »bériktit: o

P

__“Beban/kewajiban/ckuitas ....... BT o

., Apabilé setéra kas vbertamk_bah 'mak‘a akan diéata‘t‘sebagai berikut:

Setara Kas .....icoeevereeeiineiniiiiineenennenn, ceeeee XXX

‘kas..coceveenn. iereererreneecaretonsaenasannsassossneaanse R XXX

11



' D. AKUNTANSI TRANSFER PPKD

1. Pihak Terkait |
a. PPKD selaku Pengguna Anggaran :

2.

Pengguna Anggaran bertugas memberikan persetujuan atas

pengeluaran transfer yang harus dilakukan setelah mendapatkan
VCI‘lﬁkaSI dari PPK-PPKD selaku fungsi akuntan31 PPKD
b. BUD/ Kuasa BUD '

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas

1)

,2)

.3)

menylapkan dokumen dokumen atas transak81 yang terkait
dengan proses pelaksanaan t.ransfer,

memberikan dokumen tembusan kepada PPK-PPKD selaku
- fungsi akuntansx PPKD sebaga: ‘dasar pencatatan transaks1 :
keuangan,
membukukan dalam pembukuan bendahara terkaxt dengan tata
usaha keuangan ‘

c. PPK-PPKD selaku fungsi Akuntansi PPKD ,
Dalam keglatan ml, PPK-PPKD memiliki tugas sebagau benkut

‘1) menerima tembusan dokumen transaksi dari BUD /Kuasa BUD

-2) membuat dokumen akuntansr atas transak31 transfer
S berdasarkan tembusan dokumen sumber yang dlbenkan oleh
' BUD/Kuasa BUD; | |
}; 3) mencatat transaks1-transaks1 transfer berdasarkan dokumen
 akuntansi; o | |

' 4) memposting jurnal-jumal ke dalam Buku Besar masing-masing
rekening; |

5) menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan
o Keuangan

Prosedur Akuntan31

Prosedur Akuntansi untuk transak81 transfer dapat dlura1kan sebagai

: benkut

a. BUD mendapatkan buktx persetujuan atas pengeluaran transfer, |

b. BUD menyiapkan dokumen terkait untuk melakukan pembayaran:

 atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti persetujuan
transfer kepada PPK-PPKD selaku fungsi akuntansi PPKD;
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c. :BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan dokumen - :

o _:tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada PPK PPKD

7 dQ:PPK-PPKD membuat dokumen akuntansi berdasarkan dokumen o

- ‘sumber yang dlsampalkan oleh BUD yang berupa tembusan _ S
e {PPK-PPKD ‘melakukan pencatatan dalam Jumal sesuaJ dengan' o
'”;’dokumenakuntansr,. o S S
~ f. PPK-PPKD melakukan postlng ke Buku Besar, o , ‘

g. ,;PPK-PPKD menyusun Laporan Keuangan da.n Catatan atas Laporan |

' fKeuangan

3 Dokumen Sumber . v: . v N v
a. Surat Taglhan dari Prhak yang akan mendapatkan transfer, ,
’ b Bukt1 Memorial; , 1 I

. cC Surat Perlntah Pencalran Dana (SP2D), o
d. Nota Perjan_uan Transfer

e. Nota Debit Bank o
| f. Dokumen Transfer Lamnya

a4 Pencatatan ’I‘ransak31 o | |
Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkart PPK- PPKD .

- membuat bukt1 memorial terkalt pengakuan beban transfer untuk o
s d10tonsas1 oleh PPKD ’ ' o

= Berdasarkan buktl memona] tersebut - PPK-PPKD mélakukan |
' ‘pencatatan pengakuan beban dengan Jurnal “Beban transfer" d1 deb1t
: dan “Utang Beban Transfer” di kredit. ' ’

. Beban Transfer...-; ..... eersereesiversiarsssaresens XXX

Utang BebanTransfer...‘...;......,.‘.........._.. S X

| ,',SeIanjutnya dllaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
‘ beban transfer tersebut mulai dari penga_]uan SPP pembuatan SPM.
hmgga penerbltan SP2D Berdasarkan SP2D tersebut PPK—PPKD
mencatat pengeluaran kas ya.ng juga merupakan penghapusan utang ' ‘
- beban transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di deblt dan “Kas ,'
- dlKasDaerah”drkredrt AR B -
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e " Utang Beban Transfer...c..coccvviiviiviivnss XKX

2o - Kas di Kas Daerah..... xxx S

o Sebaga.l transak31 real1sas1 anggaran PPK PPKD Juga mencatat belanja RPN

- »‘,:dan melakukan penyesualan Perubahan SAL melahu Jumal “Belanja -

S | - ,,Transfer” d1 deblt dan “Perubahan SAL” d1 kredlt

Belanja Transfer...'..’...‘....;;;’ ..... '.'...‘.j. ....... xxx ;

Perubahan SAL.......'...,'.._..‘..‘.._ ..... B R .o 35 o

E AKUNTANSI PEMBIAYAAN PPKD

S 1 p1hak Terkalt

7 a F‘ungs1 akuntanm PPKD

;Dalam 81stem akuntanSI pemblayaan, fung31 akuntan81 PPKD i

s ‘v»“‘memlhkl tugas sebaga1 berlkut

::‘;1) mencatat transak31/ke_]ad1an 1nvestas1 Iamnya berdasarkan PR

L buktl-buktl transak31 yang sah ke Buku Jurna.l Umum, _ ’. crl

2) mempostmg Jumal transak81/ ke_]adlan 1nvesta31 ke dalam R

RN {Buku Besar masmg—masmg rekemng (nnman Objek)

- 3) menyusun laporan o keuangan, yang terdln dan Laporan s

. v Reahsa31 Anggaran (LRA), ‘ Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), o S

" Laporan Operaswnal (LO), Laporan Perubahan Ekultas (LPE),

N ’.Laporan Arus Kas Neraca da.n Catatan atas Laporan Keuanganv ) ; o

| (caLK}
 b/BUD - . B L : e .
. Dalam 31stem akuntanm pemblayaan, BUD melakukan fung81 -

- fmengadmmlstram » transaks1 penenmaan . pemblayaan ‘dan’

o ?pengeluaran v pcmblayaa.n sehmgga BUD _ mem111k1 tugas B

\ _meenylapkan dokumen transak31 untuk pencatatan akuntan31 oleh —

fung31 akuntans1 PPKD yang sebelumnya dlsahkan oleh PPKD L el

~ ¢/PPKD

gDalam ‘ sistem - akuntan31 pemblayaan, PPKD mem111k1 tugas e

*Emenandatangam Laporan Keuangan Pemermtah Dacrah sebelum - o

o :: dlserahkan kepada BPK



2. Pfdsedtir Akuntansi |

 a. Penerimaan Pembiayaan |
;Akuntan31 penerimaan pemblayaan PPKD pada dasamyé.
Emerupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntahsi
;; peherimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi
lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar
,dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ihi akan menjadi sebuah
“jurnal komplemeriter yang meléngkapi jurnal tran‘saksi pelepasan
’f:inyestasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnyé yang

sejenis.

b, :Pengeluaran Pembiayaan
'Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD,
akuntansx pengeluaran pemblayaan PPKD pada dasarnya Juga
merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi
;pengeluaran pembiayaan ini melekat padé. pencatatan transaksi
' 1ainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset non lancar
dan kewajlban jangka panjang Akuntansi 1n1 akan menjadi sebuah
jurnal komplementer yang melengkapi _]urnal transaksi perolehan
investasi, transaksi pembayaran utang dan transaks1_la1nnya yang

sejenis.

3. Dokumen Sumber
a. Dokumen Penerimaan pembayaran utang;
b. Dokumen pehjualan investasi ; |
c. Bukti peneﬁmaan pinjaman dari Bank;
d. Dokumen penerimaan kembali dana bergulir;
e. Bukti Memorial. |

4. Pehcatatah Transaksi

a. Penenmaan Pembiayaan ,
PPK PPKD mencatat penerimaan plnjaman dari bank atau lembaga
keuangan dengan jurnal “Kas di. Kas Daerah” di debit dan

“Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.

‘Kas di Kas Daerah..cccceceeeeeeeecirecenccsaissennenes XXX

Kewajiban Jangka Panjang.........ccceeereeees XXX
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} Bérdasarkan transaksi di atas, PPK PPKD mencatat jurnal
~ “Perubahan SAL” di debit dan “Penenmaan Pemblayaan di kredxt

Perubahan SAL ....................... rerernererarieeniaes XXX

b. Pengeluaran Pemb1ayaan v
PPK PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau
" lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajlban Jangka Panjang” di

~ debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit. '

Kewajiban Jangka PanJang ......... XXX

Kas di Kas Daerah.......cccoeviiniiinnniinnnninnnee, XXX

PPK PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial yang telah
diotorisasi PPKD dengan jurnal “Penerimaan Pembiayaan” di debit
- dan “Perubahan SAL” di kredit.

‘ | Pengeluaran Pembiayaan................ carenies peeee XXX
' Perubahan SAL............... eeteereereeeearennenns S

F. AKUNTANSI INVESTASI PPKD

Investa31 merupakan aset yang dnnaksudkan untuk memperoleh‘
manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi
merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah
Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang
belum digunakan untuk invéstasi jangka'pendék dalam fangka' '

manajemen kas.

1. thak Yang Terka1t

Plhak-plhak yang terkalt dalam sxstcm akuntansi investasi antara

lain:
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a. PPK PPKD v
" Dalam 81stem akuntan31 mvestaS1, PPK-PPKD melaksanakan fungm
akuntan31 PPKD yang memiliki tugas sebaga1 benkut

1) mencatat transaksi/ kejadian investasi berdasarkan bukt1
- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum. v
%2) mempostmg jurnal-jurnal transak81/ kejadlan mvesta31 ke
; dalam Buku Besar masmg-masmg rekenmg (rmc1an obJek)

3) membuat Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
. Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operas1ona1 (LO), Laporan
| Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),;
Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan
~ Keuangan (CalK). ' ' .
b. PPKD - o
‘Dalam sistem akuntans1 mvestas1, PPKD memlhk1 tugas: _
1) menandatangam laporan keuangan PPKD sebelum dlserahka.n
dalam proses penggabungan/ konsohdam yang dilakukan oleh
~ fungsi akuntansi PPKD. '
2) menandatangam surat pemyataan tanggung Jawab PPKD

2. Dokumen Sumber
1. SP2DLS;
2. Nota Kredit;

S

3. Surat Per_;anpan PenJualan /Pembelian Investam

3. Pencatatan Transaksi
- a. Perolehan Investasi
| 1) Berdasarkan SP2D LS/ tanpa SP2D (manajemen kas), fungsr
akuntansi PPKD membukukan dalam Buku Jurnal..
Investasi Jangka Pendek......c.cocemvieiiinncancenn XXX |
- Kas di Kas Daerah .....ccccooveviinnnninnninnnnnne, o XXX ,
- Jika melalui penerbitan LS, Fungsi akuntansi PPKD
" membukukan pada Buku Jurnal. | | |
Pengeluaran Pembiayaan........... eerrerneen eeeeen XXX

- Perubahan SAL ........... S PP N XXX
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©2) Berdaéarkan SP2D LS untuk penyertaan modal dalam pératuran'
- daerah dieksekusi. F‘ungsx ‘akuntansi PPKD membukukan dalarn ‘

Buku Jurnal. _
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah............ XXX
Kas di Kas Daerah .......c.ceveeevninenrennnrnnnanns S XXX
~_Pengeluaran Pembiayaan-PMPD..........cc.uveenne. XXX

Perubahan SAL ...ccceceiiiiiverrenrnserncarasesaseans XXX

b Pelepasan Investasi
- 1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansx PPKD
-~ membukukan dalam Buku Jurnal.

Kas di Kas Daerah..c.ccceeeeirivecneereresnsesnss XXX
Pendapatan bunga....LO.................. XXX
Investasi Jk PendeK.....covveveerirniennnnn XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi PPKD
membukukan pada Buku Jurnal sebesar nilai yang diterima.
Perubahan SAL........e.uiiiiniiinieiiiinnennnnen. . XXX

2) Berdasarkan nota kredit dari bank, fungs1 akuntans1 PPKD
membukukan dalam Buku Jurnal.
Pelepasan investasi Jangka panjang dlatas n11a1 perolehan

1nvestas1 jangka panjang

Kas di Kas Daerah...ccciccveviiiecniiiicrinicsncennnencasee errees XXX
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO..... XXX
- Utang Dalam Negeri Obligasi.....cc..cevevniernienienes XXX
Perubahan SAL.....cccciciiciriirmceiicrnriisieiiiniieiseiaen XXX
Penerimaan Pembiayaan.........cccovvureeniiinneiiian XXX
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' Pelepasan investasi Jangka panjang dibawah mla1 perolehan

1nvesta31 Jangka panjang.

Kas di Kas Daerah ................ XXX
- Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO....... XXX
Utang Dalam Negeri Obligasi.......cccceuveuennnen. XXX
Perubahan SAL.......ccciviiviiinuieniiincrneeiisennnnrncrnennes XXX
Penerimaan Pembiayaan......c.ceeevernncniessnnnen. XXX

‘c Hasil Investasi
1) Hasil Investasi Jangka Pendek ,
~ Pembukuan hasil investasi _]angka pendek pada saat nota kredlt
"~ diterima BUD, fungsi akuntan31 PPKD membukukan dalam

Buku Jur‘n‘al

- Kas di Kas Daerah......cc.cccuunenne. teereseeesirannenne XXX
Pendapatan bunga......LO....cccoeeuvireenns .- . XXX

~ Perubahan SAL.........ccoccciniiiinnnnnne. cersenriansanes XXX
Pendapatan bunga.....LRA......ccccccienies XXX

2) Hasﬂ Investasi Jangka Panjang d1bag1 dalam 3 metode
a) Metode Biaya ' |
Pembukuan hasﬂ investasi Jangka panjang pada saat nota
- kredit d1ter1ma oleh BUD, fungsi akuntansi PPKD
membukukan dalam Buku Jurnal_ |

Kas di Kas Daerah ...................................... XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada v
Pemerintah Daerah ...LO..c.ccoeruvuvrennen. XXX

‘Perubahan SAL...cc.cceeeeevinnes entesareesnensessenseres XXX

Bagian laba yang dibagikan kepada
Pemerintah Daerah-LRA ........ crrerrereraeranens XXX
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b) Metode Ekuitas

Pembukuan hasil investasi jangka panjang setelah RUPS

~ (untuk penetapan bagian laba), fungsi akuntansi PPKD
- membukukan dalam Buku Jurnal. |

Penyertaan Modal Pemerintah.......cc.cccuuveannee. XXX |

Bagian laba yang dibagikan kepada v
‘Pemerintah Daerah-LO......ccccovuveriernneennn. ) XXX

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, fungsi akuntansi
PPKD membukukan dalam Buku Jurnal.

- Kas di Kas Daerah.......cccconenireivnnncnncninens XXX
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.. XXX
Perubahan SAL......cocccviriiiiiiiininnnininccnncnicnnee XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada

Pemerintah Daerah-LRA......ccceveveeivirennens : XXX

Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

- Pembukuan hasil investasi jangka panjang pada saat nota

kredit diterima BUD, fungsi akuntansi PPKD membukukan

" hasil dari dana bergulir dalam Buku Jurnal.

Kas di Kas Daerah......c..cc...... ST XXX
Pendapatan bunga dana bergulir LO......... XXX

Perubahan SAL......ccccccviimerinivicrncrnncercenncennes XX
Pendapatan Bunga dana bergulir..LRA..... _ XXX

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil

" investasi jangka panjang yang belum direalisasikan (masih

berupa piutang) akan dilakukan »penyesuaian (Sistem
Prosedur Akuntansi Piutang)
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S AKUNTANSI ASET LAINNYA PPKD |

B Aset Iamnya mem111k1 peranan yang pentlng bag1 Pemenntah Daerah
karena mampu membenkan manfaat ekonorm dan jasa poten31a1 d1 masa

depan Aset 1a1nnya yang menjadl kewenangan PPKD mehputl

- a. 'I‘aglhan Jangka pan_]ang( tag1han penjualan angsuran tuntutan gant1 -

keruglan daerah), e

b Kemltraan dengan p1hak ketlga (sewa, ker_]asama pernanfaatan '

bangun guna serah bangun serah guna),
,:c Aset lam lam :

o Slstern Akuntans1 Aset Lamnya PPKD dapat d1_1elaskan sebaga1 benkut
Plhak yang terka1t ,

a PPK-PPKD

Dalam 31stem akuntansa aset lalnnya PPK-PPKD melaksanakan g
fungs1 akuntans1 pada PPKD yang mem1hk1 tugas sebaga1 ber1kut

1) Mencatat transak31/ kejadla.n aset lamnya berdasarkan buktl-v -

| bukti transaks1 yang sah ke Buku Jumal Umum. ‘
2) Mempostlng Jurnal-Jurnal transaksx/ kejadlan aset lalnnya ke :

dalam Buku Besar masmg—masmg rekemng (r1n01an ob_;ek)

3) Membuat laporan keuangan, yang terdln dan Laporan Reallsas1 N
Anggaran (LRA), Laporan 0peras1ona1 (LO), Laporan_ Perubahan
- SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan
“Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan'

: ( c aLK) : v _ .

b PPKD

‘ Dalam sistermn akuntansa Aset lamnya, PPKD mempunya1 tugas, '
' menandatangam laporan keuangan PPKD sebelum - dxserahkan

dalam proses penggabungan/ kOI‘lSOlldaSl yang dllakukan oleh
fung51 akuntan31 PPKD ' ‘ ' '
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2 Dokumen Sumber

= v - Dokumen surnber yang terkalt dengan 31stem akuntan31 PPKD adalah

a. Kontrak/per_lanjlan penJualan ' secar angsuran/Berlta , acara,_.f c N

penjualan / dokumen lam yang d1persamakan
= b Keputusan Pernbebanan dan / atau dokumen yangvdxp‘ersamakan -
 c Kontrak pexjan_]lan sewa. i ‘ |
o "d Kontrak/ per]an_]lan kexjasarria;pemanfaa;tah |

PR “;:h3;b-:">Prosedur Akun’t&lnSl

|  : "a Taglhan Jangka Panjang

Taglhan Jangka panJang terdln atas taglha.n penjualan angsuran" .
dan tuntutan gant1 keruglan daerah ’ ‘
1) Tag1han Penjualan Angsuran

) 'lv’I‘aglhan pen_]ualan angsuran menggambarkan Jumlah yang dapat ‘
'Zdltenma dan pen_;ualan aset Pemermtah Daerah ‘secarai;. B

angsuran kepada pegawal/ Bupat1

o f i Barang rmhk daerah yang dlpmdahtangankan /dgual adalah aset - f.

tetap yang d1kuasa.1 oleh SKPD. Sebelum proses dlpmdah";_‘-v

T ,tangankan/dljual SKPD menghapus dan pembukuannya

- dengan mekamsme SKPD menyerahkan aset tersebut B

- ;kepada PPKD PPKD menerlrna pelnnpahan aset Yang hen dak-': o

- “dljual ini- dengan mencatatnya sebaga1 aset tetap/barang m111k : o

R daerah yang akan d1_1ua1

- Selanjutnya ket:ka PPKD mclakukan pen_]ualan aset ini secara R
- ’}",'angsuran maka fungsu akuntans1 PPKD akan membuat Jumal*ﬁ S

f;"»jpengakuan taglhan penJualan angsuran berdasarkan dokurnen -

= ' ” itransakm terkalt penjualan dengan angsuran Jumal

'mencatat “Taglhan Penjualan Angsuran di deblt dan “Surplquf AR

- _Penjualan Aset Non Lancar” serta “Aset Tetap di kredlt (asums{ " o

R harga _]ual leblh besar darlpada n1la1 buku barang yang dgual) :

o "Besaran tagihan penjualan angsuran yang dlcatat ada]ah sesuai R

o Yang d1tetapkan dalam naskah / dokumen perj anjlan penjualan



-3

- 2) ',Tagih‘an Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan
'Pembebanan dan /atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan.
,Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi PPKD akan

membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daéfah.
Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat “Tuntutan Ganti
Kerugian Dacrah” di debit dan “Pendapatan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah-LO” di kredit. Tagihan ini bersifat jangka
panjang, oleh karenanya setiap akhir tahun fungsi akuntahsi
PPKD akan melakukan reklasifikasi untuk mengakui | piutang
yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depah.-

Kemitraan dengan Pihak Ketiga -

a)

H

Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa |

Diakui pada saat terjadi perjanjlan kerjasama/kemitraan, -
yaitu dengan perubahan kla31ﬁka31 aset dari aset tetap
menjadi =~ aset kerjasama/ ‘kemitraan-sewa.
Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua
pihak, fungsi akuntansi PPKD mereklasiﬁkasi dari Aset

‘Tetap ke “Aset Lain-lain-Kemitraan dengan Pihak Ketiga”.
“Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,

yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan ((KSP).
Bangun Guna Serah - BGS {Build, Operate, Transfer - BOT)
BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk

membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam

. BGS ini dlsa_ukan terpisah dari Aset Tetap.

d)

Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/ pembangunan
gedung dan/ atau sarana berikut fasmtasnya selesai dan siap

digunakan.
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Penyerahan aset oleh pihak ketiga kepada Pemenntéh
Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah
untuk melakukan pembayaran = kepada pihak
ketiga/ investor. Pembayaran oleh Pemerintah
Daerah i ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4, Pencatatan Transaksi

a. Taglhan Jangka Panjang

1)

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dilakukan jurnal:

Tagihan Angsuran penjualan..........cccveeeennonnnnonenn XXX

- Akumulasi Penyusutan........c.cceceeeeverveererrereenens veees XXX
Surplus penjualan aset.....cc..  .oivveerinrrieereeerneeanns XXX
Aset tetap-........... eereseniiiiieettittiat e reenaa e XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang,
- pada akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan
~ reklasifikasi untuk mengakui piutang yang‘ akan jatuh tempo

~ dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi

- akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

~ Jurnal standar reklasifikasi tagihan angéuranv penjualan ke

2

bagian 1ancar angsuran adalah sebagai berikut:

" Bagian lancar tagihan penjualan angsuran-............ XXX

Tagihan Angsuran penjualan.......cccceeevene. eeerrereserns vone XXX

Taglhan ’I‘untutan Kerugian Daerah ‘i :

a) Jurnal standar pengakuan Tuntutan Ganti Keruglan

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pegawau

' bendahara /bukan Bendahara.......cccceevueriies svversennen XXX

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap
pegawai bendahara /Bukan Bendahara-LO................ XXX

i 'b) Jurnal standar reklasifikasi Tuntutan ganti Kerugian Daerah

ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kerugian

~ terhadap Pegawai bendahara /Bukan Bendahara....... XXX
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap pegawai

bendahara/bukan bendanara......ccoeeereeeeereeserreeenieese XXX
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Apabila diterima pembayaran dari pegawai yang terkena kasus
TGR, fungsi akuntansi PPKD akan menjurnal:
Kas di Kas Daerah

Bagian Lancar ’I‘untutan ganti Rugi Kerugian
Daerah terhadap Pegawa1 bendahara /Bukan
DENAANATA. ..cvvineieieerreerenreecereseeeee e oo XXX
Jurnal LRA
Perubahan SAL..........ccccueuuueennnn.... B XXX

‘Pendapatan Tuntutan ganti Rugi Kerugian Daerah
terhadap Pegawai bendahara /Bukan Bendahara-

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1) Kemitraan dengan Pihak ketiga-sewa

Jumal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-sewa

~ Kemitraan dengan Pihak ketiga-sewa......co.e... XXX

Aset tetap-.ciiiciiiiiiiciciiiieienninie. ‘ L eeeeeseens erree XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang sewa diakui sebagai
pendapatan ”"Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO”.
Berdasarkan nota kredit dari bank, fungsi akuntansi PPKD akan

menjurnal:
Kas di Kas daerah......cccoeeveeiennenennicnenninnennnn. XXX
Has:l Pemanfaatan kekayaan Daerah-sewa-LO........ XXX
Jurnal LRA |
Perubahan SAL ...ccccvvviriueniienrmieiiieinncesssnnen. XXX
Hasil Pemanfaatan kekayaan Daerah sewa-LRA..... xxx

Pada saat masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah
Daerah. Berdasarkan berita acara serah terima, fungsi
akuntansi PPKD akan menjurnal: 4
Aset tetap-.iiciviiiiiieiiieierecniiiiiies seneieenne XXX

Kemitraan dengan Pihak Ketiga-sewa......  eeeesranesens XXX
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'2) Bangun Guna Serah-BGS
Kemitraan dengan Pihak ketiga- BGS............. XXX

-Aset tetap-............ SS8esteanasnas e rereeersseeseeeennens XXX

3) Bangun Serah Guna- BSG

Kemitraan dengan Pihak ketiga- BSG............. XXX
Aset tetap-..iviiciniiiieniinineenriennne, o essseeseens een XXX
- Utang jangka panjang lainnya-utang
kepada pihak ketiga BGS....ccoevvvvveeemnnicnreneeennnnes eevreenes XXX -

H .AKUNTAN SI KEWAJIBAN PPKD

' Kewajibén mérupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
' yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul
akibat melakukan pinjaman kepada pihak keﬁga, perikatan dengan
pegawai yang bekerja pada pemerintahan kéwajiban kepada
masyarakat, alokasi/ realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau
kewajiban kepada pemben jasa. Kewa_]lban bersifat mengikat dan
dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau

peraturan perundang-undangan.

1. Pihak yang terkait |
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban tcrdiri
atas: | |
a. BUD .

) menylapkan dokumen transak51 penenmaan, pembayaran dan
reklasifikasi utang;
2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh PPKD.
b. Fungsi akuntansi PPKD
1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya
berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal
Umum; | | ‘
~ 2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam

Buku Besar masing-masing rekening {rincian objek); -
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c PPKD

Dalam 81stem akuntans1 kewajlban, PPKD mem111k1 tugas?{.,‘-

",_~menandatangan1 Laporan Keuangan Pemermtah Daerah"_f o o

- ” sebelum dlserahkan kepada BPK

2 Dokumen Sumber

- Dokumen-dokumcn yang dlgunakan dalam _ sis'tém::f_: akuntanm .

. ,v'_»kewaJlban antara lam adalah R
_ fﬁa Surat Peljanjlan Utang, . », :,. o
?V”f.b Nota kred:t o

| SP2D LS

SRR 3 Pencatatan Transak31

- -'.-»‘,v','Slstem ‘dan prosedur penambahan - kewajlban (penenmaan» a
R pemb1ayaan) serta s1stem dan prosedur akuntans1 pengurangan
kewapban (pengeluaran pemblayaan) ' o
a Penambahan Kewa_]lban By o : R
Berdasarkan nota kredlt bank beserta surat pexjan_]lan utang,
fungsx akuntansx PPKD membukukan dalam Buku Jumal | -

Kas di Kas Daerah ................................................. XXX
Hutang J angka panjang ................................... XXX
Perubahan SAL...'.;;.’. .............................................. XXX
~ Penerimaan Pemb1ayaan .................................. XXX

b Pengurangan Kewapban

s Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang _]angka panjang

yang telah Jatuh tempo fung31 akuntan81 PPKD mcmbukukan'

dalam Buku Jurnal S |
Bagian lancar Hufang JK. PAnjang .o XK
- Kas d1 Kas Daerah............’.‘.......};v...v...'.,.;}.; ...... XXX
Pengeluaran Pemblayaan...' ..... cesssisaditete e ee e e tae e XXX - |
Perubahan SAL ......... ISP I T © « S .
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= Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pmJaman yang

| 'dlpercepat (81sa pmjaman 1eb1h besar dari nilai pelunasan), fu.ngs1 o

B akuntan81 PPKD membukukan dala.m Buku Jurnal

e Hutanng Panjang........ ettt seeanaanes XXX
Surplus penyelesauan utang ..... LO .'.‘.'.;“..;.”.'...‘.'..ﬂ.'...‘ o XXX
- Kas di Kas Daerah.......coeiiiovesvericiivicicisieions - XXX

o Pembukuans'ebeé:af nilai yang dibayar =

Pengeluaran Pembiayaan........ cerersserseneeusensresrasionnees XXX
Perubahan SAL ...... crererniennens cerreerrenr e XXX

c Pada saat penyusunan laporan keuangan,

: Berdasarkan surat peljanjlan hutang fung51 akuntanm PPKD‘- e |

:ié “ fmenghltung huta.ng jangka pan_]ang yang _]atuh tempo 1 (satu)
o ; tahun ke depan dengan membukukan dalam Buku Jurnal.

Hutangjangka panjang...‘.‘....., ...... e XXX

Bagian lancar Hutang jk.Panjang.......... reessennnee. XXX

1L KOREKSI DAN PENYESUAIAN PPKD '

vKOI'ekSl adalah t1ndakan pembetulan secara akuntan81 karena adanya

kesalahan agar akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan entltas” .

':menjadl sesuau dengan yang seharusnya Kesalahan dalam penyusunan
laporan keuangan dapat terJadl pada satu atau beberapa perlodeﬁ -

: sebelumnya yang bam dltemukan pada penode bexjalan

‘Beberapa korek31 yang tteadl dl PPKD adalah sebaga1 benkut

1. Koreks1 kesalahan atas penenmaan atau pengeluaran pemblayaan . :

' ‘vsehlngga mengaklbatkan penambahan maupun pengurangan posisi
kas, pembetulan dllakukan pada akun kas, SlLPA/ SIKPA dan akun'
» _neraca yang terkait. - ‘ , ,
N ‘a. Penerimaan Pemb1ayaan Mengaklbatkan Penambahan P03131 Kas.
Kesalahan atas kekurangan Penenmaan Pemblayaan sehlngga

mengaklbatkan penambahan p08131 kas B
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Contoh: Pemerintah Daerah menerima setoran atas kekurangan
pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD,
akan dijurnal sebagai berikut: ' ’

~ Kas di Kas Daerah....cccovuercinennniienininnnceenne. vererenens XXX
Pinjaman Jk. Panjang kepada BUMD................. XXX

Perubahan SAL......c.cciiiiiiiicinniisecnseees XXX
SILPA/SIKPA....ciitrttteciiiriinnenrcsistnenneerenmenssesssnens XXX

g. Penerimaan Pembiayaan Mengakibatkan Pengurangan Posisi Kas.

~ Kesalahan atas kelebihan peneriméan pembiayaaﬁ sehingga
mengakibatkan pengurangan posisi kas. |
Contoh: Pemerintah Daerah mengembahkan kelebihan setoran
angsuran pokok pmjaman tahun lalu kepada BUMD akan duurnal

sebagai berikut:
Pinjaman Jk. Panjang Kepada BUMD........cccccerernne. XXX
Kas di Kas Daerah.......cccoieviniinnincinnioninnnnen, e XXX
SILPA/SIKPA ....ccvvveiverrnnieiecencnennn eeeenrreneresseranannes XXX
Perubahan SAL......... b XXX

d. Pengeluaran Pembiayaan | Mengakibatkan Penambahan Posisi
Kas. R : |
Kesalahan ataé _kelebihan - Pengeluaran Pembia&aah sehiﬁgga

mehgakibatkan penambahan posisi kas. |
Contoh : Pemerintah Daerah menerima kelebihan pembayaran
‘angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah

pusat, akan dijurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL......cceeveeiieeiieececieresececneeserersensacasssses XXX
SILPA/SIKPA....ciiviiiiiircreninieineiernsrissesiisesinses XXX

Kas di Kas Daerah...ccevieeiieecrecriniiereecianeensensesconcns XXX
Utang Pemerintah Pusat......ccccceeievncrnnieraninenes XXX
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e c.‘ Pengel@aran Pémbiayaan- Meﬁgakibatkén Pengurangan P_oSisi -
7 : Kesalahan atas kekurangan pengeluaran pemblayaan sehmgga
- mengak1batkan pengurangan posisi kas ' '

vVContoh 'I‘erdapat pembayaran angsuran utang Jangka panjang s

_tahun lalu kepada pemermtah pusat yang belum dlcatat akan .

dlkOl‘ekSl sebaga1 berlkut

Utang Pemcnntah Pusat ........ essessass tereeereensetenenennans XXX
Kas di Kas Daerah XXX
. "SILPA/SIKPA wvvvorvrcsreerirrennens ceeremerrenereearemneneane | XXX
: Perubahan SAL...‘......._..‘..'...V.' ........ e ieereenerenn e XXX

Korek31 kesalahan atas pencatatan kewa_;lban yang ‘menambah

'maupun mengurangl posisi kas, dﬂakukan dcngan pembetulan pada B

- akun kas, S1LPA/ SIKPA dan akun kewajlban bersangkutan

a Jika Menambah Kas Mlsalnya, Pemenntah Daerah keleblhan o

membayar angsuran utang jangka pan_]ang

Kas di Kas Daerah.cccvcivivviveerneniiiiniineessriscessiecenss XXX

L8 22 T 5 <SS OOt XXX
Perubahan SAL...e.eveiieiiiiiieneeiteenereressicessenssnsonsacens XXX

- SILPA/SIKPA....ciirriiiiiieeiitrerrnniecte e XXX

b. J1ka Mengurang1 Kas. ‘Misalnya, Pemermtah Daerah kurang_ .

| ‘membayar angsuran utang Jangka panjang.

Utang ccvieiiiiiiiniiiiieienecisrsniiisessssssisnssnraseens XXX
- Kas di Kas Daerah .......cccecervninnnees evreranses . XXX
. SILPA/SIKPA ......... erereenns rerreererereenerereseresretenes XX
Perubahan SAL......... SSsatuseseees Cerreereseerenennraas XXX
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J. JURNAL, BUKU BESAR, DAN NERACA SALDO

1‘. Jumal

Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang

" dimulai dari pencatafan transaksi hingga penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh fungsi

akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan
Memo Jurnal ke dalam Buku Jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku |

Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN .....ccccoueue.
MEMO JURNAL
Tahun Anggaran
IN\[0) s Te) o
Tanggal teccciicieiereciniiiieiciiieiinirececenanaas
SKPD D tetisreenernneanannans o ' :
Kode Deskripsi Perkiraan Jumlah Debit | Jumlah Kredit
Perkiraan
Ketarangan :
Bukti : ' Nomor
Tanggal
- 1.
2.
3
Dicatat Oleh : : Disetujui : Auditor :
MEMO Halaman 1 dari 1

JURNAL
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PEMERINTAH KABUPATEN .....
: -~ BUKU JURNAL L
Penode 1 Januan S. d 31 Desember 20X1

oooooooooooooo

L Urusan Pemenntahan :
.| Bidang Pemerlntahan o
| Unit Organisasi - s
Sub Unit Organisasi . : .

KREDIT |

(tanda tangan)

No | TANGGAL BUKTI REKENING | URAIAN | REF | DEBIT
' JUMLAH
o o Fung31 Akuntans1 PPKD

-(nama lengkap)_- L

_NIP

2 Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transak31 melalul Jumal s =
’._'adalah postlng ke Buku Besar Dalam tahap ini, fung81 akuntan81 o
;PPKD mcmpos‘ung atau memlndahkan setlap akun beserta Jumlahnya'v} -

o ‘darl Buku Jurnal ke Buku Besar masmg—masmg akun Format Buku» . :

o vBesar yang d1gunakan adalah sebaga1 benkut

PEMERINTAH KABUPATEN

'BUKU BESAR

ooooooooooooo

;.Urusan Pemenntahan U
| Bidang Pemerintahan -
| Unit Organisasi

| Sub Unit Organisasi-

| Kode Rekening Buku Besar  ‘ E

Nama Rekening Buku Besar
Piutang - - -

Penodeb 1 Januan s.d. 31 Desember 2ox1 -

| NO | TANGGAL | URAIAN e

 DEBIT

~ KREDIT

" sALDO "

Jumlah
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3. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusuhan ‘

laporan keuarigan, fungsi akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo

atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang

ben31 seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. |

Format Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan
adalah sebagal berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN

ooooooooooooooooooo

SALDO BUKU BESAR

Per 31 Desember 20X1

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi

" KODE

URAIAN

DEBIT

KREDIT

REKENING

JUMLAH

K. PEN\"USUNAN LAPORAN KEUANGAN PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui
proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh PPK-PPKD. Jurnal dan

posting yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar

dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari.7 (tujuh) Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 6 (enam) Laporan Keuangan

yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

Neraca,

me oo TP

Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Operasional (LO);
Léporan Perubahan Ekuitas (LPE);
Laporan Arus Kas (LAK) ;dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

33



. Pihak’-Pihak Terkait

P1hak-p1hak yang terkan: dalam prosedur penyusunan laporan
keuangan PPKD adalah: o '

a Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD

- PPK-PPKD melakukan penyusunan atas laporan keuangan

b Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan' -

laporan keuangannya ‘sebaga,l “entitas akuntansi untuk dapat

- dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.

. P}osedur Penyﬁsunan Laporan Keuangan
a Membuat Neraca Saldo
| PPK-PPKD melakukan rekap1tulas1 saldo-saldo Buku Besar
~ menjadi Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. -
b Membuat Jurnal Koreks1 dan Penyesualan PPKD ,
PPK-PPKD membuat Jurnal penyesuaian. Jurnal ini dlbuat dengan |
- tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun
tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat
akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom
“Penyesualan yang terdapat pada Kertas Kerja ‘
Jurnal koreksi dan penyesuman ya.ng dlperlukan antara lam
- digunakan untuk: S
. 1) Koreksi kesalahan/ Pemindahbukuan;
* 2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan;
3) Pencatatan piutang, persediaan dan/atau aset Iéinnya pada
akhir tahun. | |
: Pen_]elasan atas Jumal korekm tersebut dapat dluralkan sebagau
berikut: ' | ' '
1) Korek81 Kesalahan Pencatatan .
Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencétatan,,
PPK-PPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi
oleh Pengguna Anggaran Berdasarkan bukti memorial yang
telah diotorisasi, PPK-PPKD langsung membuat pembetulan atas
Jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi
beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk
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melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, PPK-PPKD
~menjurnal “Beban telepon” di debit dan “Beban listrik” di kredit.

Beban telepon...cccccccvvueneriveeiieenniierenniceneen. XXX
Beban HStriK...ccceieierniervieseenessneerenncenns XXX

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, PPK-PPKD juga
mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian
Perubahan SAL dengan menjurnal “Belan_la telepon di deblt dan
“Belanja listrik” di kredit. |

Belanja telepon......cccvveveiiineeriiinnnnininnnnen. XXX

Belanja listrik....c.ccceeriuneennes cesererrecsnirnnenes ' XXX

2) Penyesuaian Sewa Dibayar Dimuka
PPK-PPKD membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode
" untuk transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya
lebih dari satu tahun anggaran yang’dicatat dengan pendekatan
 beban oleh Pemerintah Daerah. Pada akhir tahun, berdasarkan
~ Surat Perjanjian Sewa, PPK-PPKD akan membuat bukti
memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna
Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-PPKD akan
mencatat penYesuaian beban sewa dengan jurnal “Sewa dibayar
di muka/Beban Jasa Dibayar Dimuka” di debit dan “Beban
sewa” di kredit pada Buku Jurnal. '

Beban Jasa Dibayar muka......cecceernreneres e XXX

 BebhAm SCWa.evutrreerrearrnerssersnsersssasssonsnse XXX

C. Mernbuat Neraca Saldo Setelah Penyesualan
 Berdasarkan Jumal penyesuaian yang telah dibuat PPK PPKD
melakukan penyesuaian atas Neraca Saldo sebelumnya menjadi

Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar setelah penyeSUaian.

d Membuat LRA dan Jurnal Penutup LRA
" Berdasarkan Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar setelah
penyesuaian. Fungsi akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun

. yang termasuk dalam komponen Léporan Realisasi Anggaran (kode
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rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat
“Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, fungsi akuntansi PPKD juga
membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip
penutupan ini adalah membuat nilai ékun-aklm LRA menjadi O
{nol). Berikut contoh jurnal penutup LRA: |

Pendapatan LRA..............c..u... crereseseneraineee. XXX

Belanja............... eesereressnnssenssaas teessstrrsanasnnanas . XXX

- Surplus/Defisit LRA......cccovviveriviienenrnenes XXX

Surplus/Defisit LRA.........cccoeennnnn... ’ XXX
SILPA/SiKPA.....ccoevvivnverirennnnn. - XXX

SILPA/SIKPA oo R
Perubahan SAL.....c..ccvvieinnniiiincsinnnniennnn, XXX

. Setelah membuat jurnal penutupan, Akuntansi PPKD menyusun
* Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut adalah format LRA PPKD :

, PEMERINTAH KABUPATEN ...cccovverennee
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
' DAN 20X0
- ‘(Dalam Rupiah)
Urusan Pemerintahan
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi e
Sub Unit Organisasi ¢
Nd URAIAN Anggar | Reali | (%) | Reali
an sasi v sasi
: 20x1 | 20x1 20x0
1 PENDAPATAN :
2 PENDAPATAN TRANSFER
3 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN _
14 Dana Bagi Hasil Pajak xXx | x| =X | 33X
L5 Dana Bagi Hasil Sumber dava Alam XXX xxx | xx | xxx
6 Dana Alokasi Umum : XXX XxXx | xx | xx
7 Dana Alokasi khusus XXX xxx x| xx
18 Jumilah Pendapatan Transfer XXX XXX | XXX | XXX
f Dana Perimbangan (4 s/d 7) '
19
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-

36



LAINNYA

Dana Otonomi Khusus

L 125

11
12 Dana Penyesuaian
13 Jumlah Pendapatan Transfer
Lainnya (11 s/d12) '
14 Total Pendapatan Transfer
(8+ 13)
15 .
16 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
17 Pendapatan Hibah
18 Pendapatan Dana Darurat
19 Pendapatan Lainnya
20 .- Jumlah Pendapatan Lain-lain
yang Sah (17 s/d 19) '
21 JUMLAH PENDAPATAN
1 (14+20) ’ - '
22
23 | BELANJA
24 BELANJA OPERASI
Bunga
26 Subsidi
27 Hibah
28 Bantuan Sosial :
29 Jumlah Belanja Opera31 (25 s/d
30 .
31 BELANJA TAK TERDUGA
32 Belanja Tak terduga
33 Jumlah Belanja Tak Terduga (32)
34 JUMLAH BELANJA (29+33)
35 :
36 | TRANSFER
37 TRANSFER/BAGI HASIL
| PENDAPATAN KE KABUPATEN/KQTA
38 Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten
Kota
39 Bagi Hasil Retribusi
40 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke
: Kabupaten/kota
NE Jumlah Transfer Bagi hasil
Pendapatan ke Kab/kota (38 s/d 40)
42 JUMLAH BELANJA DAN
TRANSFER (34+41) '
- [aR
|44 SURPLUS/DEFISIT {21-42)
45 :
46| PEMBIAYAAN
47 . -
48 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
49 Penggunaan SILPA '
S0 Pencairan Dana Cadangan
51 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
52 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
Pusat
53 Pinjaman Dalam Negen Pemenntah
Daerah Lainnya :
54 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
Keuangan Bank :
55 | Pinjaman Dalam Negeri — Lembaga
' Keuangan Bukan Bank '
Pinjaman Dalam Negeri — Obligasi

56
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57 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
58 Penerimaan Kembali Pinjaman
kepada Perusahaan Negara -
59 Penerimaan Kembali Pinjaman
kepada Perusahaan Daerah
60 Penerimaan Kembali Pinjaman
kepada Pemerintah Daerah lainnya
61 Jumlah Penerimaan (49 s/d 60)
62
63 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
64 Pembentukan Dana cadangan
65 Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah v
66 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Pemerintah Pusat
67 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya
68 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Lembaga Keuangan Bank
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Lembaga Keuangan Bukan
Bank -
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
‘Negeri-Obligasi = »
71 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
Negeri-Lainnya
172 Pemberian Pinjaman kepada
, Perusahaan Negara
73 Pemberian Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah
74 Pemberian Pinjaman kepada
: Pemerintah Daerah Lainnya
75 Jumlah Pengeluaran (64 s/d 74)
76 PEMBIAYAAN NETTO {61-75)
77
78 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
‘ (44+76)

e. Membuat LO dan Jurnal Penutup LO
Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LRA, fungsi
“akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk

dalam komponen Laporan . Operasional (kode rekening yang

berawalan 8 dan 9)
Operasional (LO). Berikut Format Laporan Operasional PPKD :

untuk kemudian membuat Laporan

38



Contoh Format Laporan Operasional
PEMERINTAH KABUPATEN .....ccccorerveenne
: LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN
' 20X0
‘ (Dalam Rupiah)
Urusan Pemerintahan :
Bldang Pemerintahan :
Unit Organisasi ~  :
Sub Unit Organisasi
NO . ) URAIAN e SALD | SALD | KENAIKA | (%)
: i O (o] N/ .
_ 20X1 | 20X0 | PENURUN
: AN
KEGIATAN OPERASIONAL
1 PENDAPATAN .
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH . - R
3 Pendapatan Pajak Daerah = . ' XXX | XXX | Xxx XXX
4 -Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan . : v - .
Daerah yang Dipisahkan | XXX | XX | xXxxX XXX
5 - Pendapatan Asli Daerah Lainnya ' XXX | XXX | XXX XXX
6 ~ Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3s/d | ' v
' 5) : : XXX | XXX | Xxxx XXX
7 , . : XXX XXX | XXX XXX
8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA
PERIMBANGAN )
10 Dana Bagi Hasil Pajak =~~~ XXX [ XXX | XXX XXX
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XX | XXX | XXX XXX
12 Dana Alokasi Umum XXX | XXX | XXX XXX
13 Dana Alokasi Khusus XXX XXX | XXX XXX
14 Jumlah Pendapatan Tra.nsfer Dana :
Perimbangan (10 s/d 13) : XXX XXX XXX XXX -
15 : :
16 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
LAINNYA ’ ) , .
17 Dana Otonomi Khusus XX | XXX | XXX XX
18 - Dana Penyesuaian ‘ XXX | XXX | XXX XXX
19 Jumlah Pendapatan Transfer Lamnya _
(17 s/d 18). XXX | XXX | XXX XXX
20 Jumlah Pendapatan Transfer (14+19} XXX | XXX | XXX XXX
22 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH : :
23 Pendapatan Hibah o XXX | XXX | XXX XXX
24 Pendapatan Lainnya C XXX | XXX | XXX XXX
25 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang
{sah(23s/d24) x| xxx | XXX XXX
26 JUMLAH PENDAPATAN { 6+20+25) XXX | XXX | XXX XXX
27 | . : -
28 | BEBAN :
29 Beban Subsidi - : o XXX | XXX ] XXX XXX
30 | Beban Hibah . ' ’ XXX | XXX XXX XXX
31 . Beban Bantuan Sosial v - XXX | XXX | XXX XXX
32 |  Beban Transfer o ’ XXX | XX | XXX XXX
33 Beban Lain-lain XXX XXX | XXX XXX
34 JUMLAH BEBAN (29 s/d 33) . XXX | XXX | XXX XXX
35 o SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN XXX XXX | XX XXX
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,OPERASIONAL (26-34) N

36
37 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON
| OPERASIONAL : ,

38 | SURPLUS NON OPERASIONAL - : o
39  Surplus Penjualan Aset Nonlancar -~ | XXX | XXX | xxx XXX
40 - Surplus Penyelesalan Kewajiban Jangka . v

- | Panjang . . XXX [ xxx | xxx | xxx
41 - Surplus Non Operaswnal ]amnya XXX (XXX [ XXX = [xxxX
42 JUMLAH SURPLUS NON - : '

‘| OPERASIONAL (39 s/d 41) = . XXX [ XXX [ XXX | xxx

43 - DEFISIT NON OPERASIONAL - ,

44 Defisit Penjualan Aset Nonlancar XXX | XXX | XXX XXX
45 | Defisit Penyelesman Kewapban Jangka - -

' Panjang XXX XXX | XXX XXX
46 Defisit Non Operasmnal lamnya. XXX ) XXX | XXX | XXX
47 JUMLAH DEFISIT NON : L
_i OPERASIONAL (44 s/d 46) XXX | Xxx | xxx XXX
48 S . '

50 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI o 1 :

"~ | KEGIATAN NON OPERASIONAL (42+47) - XXX | XXX | XXX XXX
S1 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS - A
- LUAR BIASA (35+50) XXX | XXX | XXX . XXX
52 : .

53 | POS LUAR BIASA . - L
54 Pendapatan Luar Biasa XXX | XXX [ XXX XXX
55 ' Pendapatan Luar Biasa . ’

56 Jumlah Pendapatan Luar Biasa (55)

57 . Beban Luar Biasa
58 " Beban Luar Biasa XXX [ XXX | XXX XXX
59 . Jumlah Beban Luar Blasa (58) ‘

60 POS LUAR BIASA (55-58} XXX XXX | XXX XXX
61 SURPLUS/DEFISIT-LO (51+60) XXX | XXX | XXX XXX

Bersamaan dengan pembuatan LO ~fungsi  akuntansi- PPKD

N | = membuat Jurnal penutup untuk menutup akun akun LO. Pr1ns1p o
ed ‘ penutupan ini adalah membuat n11a1 akun akun LO mcnjadl 0 -

Ve

. (nol). , | | |
Kemudlan, fung51 almntan31 PPKD menyusun Neraca Saldo setelah

Penutupan LO. Berikut contoh Jurna.l penutup LO.

. Pendapatan LO.....c.coivvininniniininnnininicinnnns

XXX

Beban...ciivieieiicricriniiiiirerseciaes verearerenie veeee

’Surplus/Deﬁsit LO ..... e '

f Membuat Laporan Perubahan Ekultas dan Jurnal Penutup Akhn' |
Fung31 akuntans1 PPKD membuat Laporan Perubahan Ekultas ‘
(LPE) menggunakan data ekultas awal dan data perubahan ekultas

penode bexjalan ‘yang salah satunya dlperoleh darl Laporan
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Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya.
Perubahan Ekuitas ini akan men
PPKD.

Laporan
ggambarkan pergerakan ekuitas

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas
PPKD. o | |
PEMERINTAH KABUPATEN ...................

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN

20X0

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Orga.ﬁisasi
Sub Unit Organisasi
NO ; 'URAIAN , . 20X1 | 20X0
1 | EKUITAS AWAL - ’ | xxx XXX
2 | SURPLUS/DEFISIT-LO | | | oex | xxx
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN ’. |
4 | KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | Xxx XXX
5 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
6 SELISIH REVALUASI ASET TETAP , XXX XXX
7 LAIN-LAIN | XXX | Xxx

EKUITAS AKHIR

Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk
menutup akun surplus (defisitf - LO ke akun ekuitas. Berikut
contoh jurnal penutup akhir. ‘

Surplus/Defisit LOu....ccoiveeiiencrenannnes crreeanes XXX

ERUItaS.cieireerreereseennrenee Neessesecseesnacensenans _ XXX

g. 'Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir
‘Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, fungsi
ﬂ;akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan
Neraca, fungsi akuntansi PPKD menyusuh Neraca Saldo Akhir.
‘Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode
akuntansi yang selanjutnya. Berikut Merupakan Contoh Format
Neraca PPKD : |
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NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN ...coovvvvvivmreraosssnnn, .
’ Per 31 Desember 20x1 dan 20x0
Urusan
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit
URAIAN 20x1 20x0
ASET ' XXX pro——
ASET LANCAR : : x;”g :::
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
—_Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Investasi jangka Pendek XXX XxXX
Piutang Pajak ’ XXX XXX
Piutang retribusi XXX XXX
Piutang dana Bagi hasil '
Piutang Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khusus
. Penyisihan Piutang (ox) (xxx)
- Bagian La.ncar Pinjaman kepada Perusahaan - XXX poed
Negara
. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan XXX XXX
Daerah
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemenntah Pusat XXX XXX
Bagian Lancar leaman kepada Pemenntah ' XXX XXX
Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Bagian Lancar Tuntutan gantx Rugi XXX XXX
Piutang lainlain XXX XXX
Persediaan XXX XXX
- Jumlah Aset Lancar XXX XXX
- | INVESTASI JANGKA PANJANG
- Investasi Nonpermanen
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah Lainnya XXX XXX
Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
Investasi Nonpermanen lainnya XXX XXX
Jumlah Investasi Nonpermanen XXX XXX
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan XXX XXX
Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
- Jumlah Investasi Permanen_ XXX XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang XxX XXX
DANA CADANGAN
- Dana Cadangan XXX XXX
- Jumlah Dana Cadangan XXX XXX
ASET LAINNYA
Tagihan jangka Panjang XXX XXX
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
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~_Aset Tak Berv}ujud —

__Aset Lain-lain

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJ IBAN

REWAJIBAN JANGKA P PENDEK

- Uang Perhitungan thak Ketlga (PFK)

Utang Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang T

Pendapatan diterima dimuka

-~ Utang Jangka Pendek Lainnya

R/K Pusat

~Jumlah Kewajlban Jangka Pendek

KEWAJ IBAN JAN GKA PANJANG

Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan .

Utang Dalam Negeri — Obligasi

- Premium (Diskonto) Obligasi

Utang Jangka Panjang Lainnya -

Utang Pemerintah Pusat.

Utang Pemerintah Provinsi

- Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

- Utang Luar Neperi-sektor Perbankan

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN B

EKUITAS

Ekuxtas

- Jumlah Ekuitas

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA ‘

h Membuat Catatan atas Laporan Keuangan

- ‘Catatan atas Laporan Keuangan mehput1 pen;elasan naratif atau :

~ rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Rea.11sa31 Anggaran, o

,j’ Laporan Operas1ona1 Laporan: Perubahan Ekuitas, Neraca, ‘dan k

~ Laporan Arus Kas. Hal-hal yang dlungkapkan di dalam Catatan
-fatas Laporan Keuangan antara lain: R o

» 1) Informas1 umum tentang Entltas Pelaporan dan Enntas -

,, Akuntansr » v ' ‘

: 2) Informa31 tentang kebljakan ﬁskal/ keuangan dan ekonomll
: makro, i v
3) Ikhtisar pencapalan target keuangan selama tahun pelaporan |

e benkut kendala dan hambatan yang dlhadapl dalam pencapeuan"

. target S | o

| 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan, j
kebgakan-kebuakan akuntansi yang d1p111h untuk diterapkan

v atas transaksvtransakm dan ke_]adlan-kejadlan pentlng lamnya
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nnc1an dan penjelasan masmg—masmg pos yang dxsajlkan pada
lembar muka laporan keuangan , o

5] Informasi yang dxharuskan oleh Pemyataan Standar Akuntan31
Pemerintahan yang belum dlsaJ1kan dalam lembar muka
laporan keuangan; dan

6) Informasi lamnya yang dipcrlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

SISTEMATIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PPKD
. Bab I  Pendahuluan

1.1  Maksud dan ’I‘u;uan Penyusunan Laporan

- Keuangan PPKD .
1.2  Landasan Hukum Penyusunan Laporan
Keuangan PPKD
1.3  Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan
o ‘Keuangan PPKD
Babll Ekonomi Makro, Kebljakan Keuangan dan Pencapalan ,
: - Target KmerJa APBD

2.1 Ekonomi Makro
2.2  Kebijakan Keuangan .
2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab HI  Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan PPKD
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja
‘Keuangan PPKD
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam
‘Pencapaian Target yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi ’

4.1  Entitas Akuntansx/ Entltas "~ Pelaporan
Keuangan Daerah '
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan
Laporan Keuangan PPKD
4.3 Basis Pengukuran yang  mendasari
- ~ Penyusunan Laporan Keuangan PPKD
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan
| dengan Kctentuan yang ada-dalam SAP pada
PPKD
- 4.5 Kebijakan Akuntansx Tertentu
BabV  Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan PPKD
' 5.1 LRA |
' 5.1.1 -~ Pendapatan LRA
5.1.2  Belanja
5.1.3 . Pembiayaan

52 Laporan Operasional |
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5.2.1  Pendapatan LO
5.2.2 Beban .
5.2.3 Kegiatan Non Operasional
5.2.4 Pos Luar Biasa
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

| 5.3.1 Perubahan Ekuitas

5.4 Neraca ' '
5.4.1 Aset .
5.4.2 Kewajiban
5.4.3 Ekuitas

5.5 Laporan Arus Kas
5.5.1 Arus Kas dari Operasi
5.5.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non
5.5.3  Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
5.5.4  Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Bab VI  Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan

PPKD
Bab VII Penutup

i Mcmbuat Pernyataan Tangguhg Jawab _

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan
sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan PPKD
sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan
barang milik daerah. Laporan Keuangan PPKD merupakan
tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat
menyampaikah laporan keuangan PPKD untuk dikonsolidasi harus
dilengkapi dengan’ Surat Pernyataan Tangguhg Jawab. Surat
Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Lapofan
Keuangan telah disusun berdasarkan si}s}tem pengendalian internal
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
‘anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar
' :Akunta‘nsi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung
Jawab adalah sebagai berikut:
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- SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KEPALA SKPKD
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan PPKD Tahun Anggaran.............. sebagaimana
terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. ’ '
Lapotan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendélian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan
informasi pelaksanaan anggaran vdan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karanganyar, .........................
Kepala SKPKD

L. PENYUSUNAN LAPORAN 'KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH
DAERAH
1. Ketentuan Umum
Laporan Keuanganv Konsolidasian adalah suatu laporain keuangan yang
merupékan gabungan -keseluruhanv laporan keuangan entitas
pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sébagaj satu entitas
tunggal.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan melakukan
proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi
yang terdapat pada Pemerintah Daerah. Neraca saldo dari semua
venntas akuntansi SKPD dan entitas akuntans1 PPKD menJadl dasar
dalam penyusunan laporan keuangan. |
Terdapat 7 (tujuh) Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD ya1tu
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
c. Neraca; . | '
d

Laporan Operasional (LO);
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e. Laporah Arus Kas (LAK);
B f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);"dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2 Plhak-Plhak Terkalt
: Plhak-plhak yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan |
Pemerintah Daerah adalah sebaga1 berikut : ’
a. Fungsi akuntansi PPKD
b. PPKD ‘

3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
a. Penggabungan Seluruh Unsur Tiap Komponen Laporan Keuangan
- Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan »
- menjumlahkan akun yangv'dis'elerig'garakan oleh seluruh entitas »
akuntansx yaitu akun-akun yang dlselenggarakan oleh seluruh
SKPD dan PPKD. ‘ ‘
- Laporan keuangan yang disusun ‘entitas akuntans1 ‘harus sudah
menggabungkan Iaporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang
' secara orgamsatons berada di bawahnya Laporan keuangan entltas
akuntan31 yang dlgabungkan adalah:
1) Laporan Rca.hsam Anggaran (LRA),
2) Neraca; : |
~3). Laporan Operasxonal (LO), »
4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Sehlngga“menghasﬂkan laporan Pemerintah Daerah atas laporan
tersebut diatas‘v sebagai hs{sil pénggabungan. Format laporan

keuangan setelah penggabungan :
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1) Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN ..cccceveeriernnennens
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
"DAN 20X0 '
(Dalam Rupiah) :
No URAIAN o Angga | Realis | (%) | Realis
ran asi asi
. . ‘ 20x1 20x1 20x0
|1 PENDAPATAN
12 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX XXX
S Pendapatan Hasil pengelolan XXX XX | xxx | xxx
, - kekayaan Daerah yang Dipisahkan ' o
|6 Lain-lain PAD yang sah : XXX =xx | xxx | xxx
07 : Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX x=xx | xxx | xxx
(3 s/d 6) : : ‘ ‘
18 '
19 - PENDAPATAN TRANSFER
‘| 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
DANA PERIMBANGAN
11 Dana Bagi Hasil Pajak XXX xx | xxx ] xxx
112 Dana Bagi Hasil Sumber daya Alam XXX XXX | xxx | xxx
13 Dana Alokasi Umum XXX - XXX xx | xxx
14 Dana Alokasi khusus ' XXX XXX XXX XXX
15 Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX | o] oxxx
Dana Perimbangan (11s/d 14)
16
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
LAINNYA »
18 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XXX XXX
19 Dana Penyesuaian XXX xxx- | xxx XXX
20 - Jumlah Pendapatan Transfer XXX XXX | x| XX
Lainnya (18 s/d 19)
21 Total Pendapatan Transfer XXX XX | xxx | xxXx
(15+20) , ‘ - ’ '
22
23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
24 Pendapatan Hibah XXX XXX XXX XXX
25 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XXX XXX
26 Pendapatan Lainnya ’ XXX XXX | xxx XXX
27 Jumlah Pendapatan Lain-lain XXX XXX | xxx | xxx
yvang Sah (24 s/d 26) '
28 JUMLAH PENDAPATAN XXX XXX | xxXx | xxx
(7+21+27) '
29 | BELANJA :
30 BELANJA OPERASI
31 Belanja Pegawai XXX xxx | xxx XXX
32 Belanja Barang XXX XXX | xxx XXX
33 Bunga XXX XXX XXX XXX
34 Subsidi XXX XXX | XXX XXX
35 Hibah , XXX X | XXX | XXX
36 Bantuan Sosial : XXX XXX XXX XXX
37 Jumlah Belanja Operasi (31 s/d XXX xxXx | x| xxx
36). :
38
39 BELANJA MODAL
40 Belanja Tanah XXX XXX XXX XXX
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" Belanja Peralatan dan Mesin

a4

148

REECE

69

7T

42 | Belanja Gedung dan Bangunan
43 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Belanja Aset Tetap Lainnya
45 - Belanja Aset Lainnya
46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)
BELANJA TAK TERDUGA
- Belanja Tak Terduga -
S0 Jumlah Belanja Tak ’I‘erduga (49)
51 Jumlah Belanja (37+46+50)
52 '
53 TRANSFER .
54 TRANSFER/BAGI HASIL . o .
o PENDAPATAN KE KABUPATEN /KOTA
‘| 55 . .Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten Kota
56 " Bagi Hasil Retribusi :
57 - Bagi Hasil Pendapatan Launnya ke
" .| Kabupaten/kota . -
58 . Jumlah Transfer Bagi has1l o
| Pendapatan ke Kab/kota (55 s/ d 57)
59 . -~ JUMLAH BELANJA DAN
o TRANSFER (51 +58)
60
61 - SURPLUS/ DEFISIT (28 59)
62
63 PEMBIAYAAN
64
65 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
66 Penggunaan SILPA '
67 - Pencairan Dana Cadangan -
68 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
: yang Dipisahkan ‘
" Pinjaman Dalam Negen Pemenntah
-+ 170 |~ Pinjaman Dalam Negeri - Pemenntah K
| Daerah Lainnya
‘71 | - Pinjaman Dalam Negen Lembaga »
. | Kenangan Bank =~ -
72 | Pinjaman Dalam Negen Lembaga L
"} Keuangan Bukan Bank ' S
73 | . Pinjaman Dalam Negeri — Obligasi -
74 Pinjaman Dalam Negeri — Lainnya
75 Penerimaan Kembali Pinjaman
- | kepada Perusahaan Negara . - w
76 - Penerimaan Kembali Pinjaman .. |
| kepada Perusahaan Daerah -
" Penerimaan Kembali Pinjaman-
: kepada Pemerintah Daerah lainnya
78 i Jumlah Penenmaan (66 s/d 77)
79 | .
80 . PENGELUARAN PEMBIAYAAN
81 | © Pembentukan Dana cadangan. :
82 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
83 '|. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam
3 Negen-Pemermtah Pusat . =~
| 84 '{ = Pembayaran Pokok Pm_]aman Dalam
.} Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya .
85 |- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam .
' - Negeri-Lembaga Keuangan Bank

186

. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam " | -
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Negen-Lembaga Keuangan Bukan
Bank

87 Pembayaran Pokok Pinjaman Da.lam XXX XXX | XXX | XXX
Negeri-Obligasi ‘

88 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam XXX | O xxx | xxx | xxx
Negeri-Lainnya '

89 Pemberian Pinjaman kepada XXX xxx | xxx | xxx
Perusahaan Negara B ’

20 Pemberian Pinjaman kepada ' | XXX xXx | x| xxx
Perusahaan Daerah ' :

91 Pemberian Pinjaman kepada XXX XXX | xxx | xxx
Pemerintah Daerah Lainnya

1,92 Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91) XXX xx | xxx | xxx

93 ' PEMBIAYAAN NETTO (78-92) | xxx xxx | xxx | xxx

94

95 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran XXX X | xx | xxx

(61+93)

2) Contoh Format Neraca Pemerintah Daerah Sebelum Eliminasi

Format Neraca sebelum eliminasi

PEMERINTAH KABUPATEN..........
NERACA ' '
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 -
{Dalam Rupiah)

No : : Uraian | 20x1 | 20x0
1 ASET XXX XXX
2 R .

3 ASET LANCAR XXX XXX
4 Kas di Kas Daerah XXX XXX
S Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX
6 Kas di Bendahara Penerimaan : XXX | xxx
7 Investasi jangka Pendek ' XXX XXX
8 Piutang Pajak XXX XXX
9 Piutang retribusi . . XXX XXX
10 Penyisihan Piutang | o) | (ex)
11 Belanja dibayar dimuka XXX XXX

12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx XXX

13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx XXX

14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat XXX XXX

15 Bagian Lancar PmJaman kepada Pemerintah Daerah XXX XXX

‘| Lainnya
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
17 Bagian Lancar Tuntutan ganti Rugi XXX XXX
18 Piutang lainnya XXX XXX
19 Persediaan XXX XXX
20 R/K SKPD XXX XXX
21 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 20) XXX XXX
22 | INVESTASI JANGKA PANJAN G
23 Investasi Nonpermanen
24 Pinjaman jangka Panjang XXX XXX
25 Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
27 Investasi Nonpermanen lainnya XXX XXX
28 Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) - : XXX XXX
29 Investasi Permanen
30 . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - XXX XXX

31 Investasi Permanen Lainnya v XXX XXX




Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)

33 Jumlah Investasi Jangka Panjang (28+32) XXX XXX
34

35 | ASET TETAP .
36 Tanah XXX XXX
37 Peralatan dan mesin XXX XXX
38 Gedung dan Bangunan XXX XXX
39 Jalan,Irigasi dan Jaringan XXX XXX
40 Aset tetap Lainnya XXX XXX
41 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
42 Akumulasi Penyusutan (x=xx) | (xx)
43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) XXX XXX
44

45 | DANA CADANGAN

46 Dana Cadangan XXX XXX
47 Jumlah Dana Cadangan (46) XXX XXX
48 '

49 | ASET LAINNYA

50 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
51 Tuntutan ganti Rugi XXX XXX
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
53 Aset Tak Berwujud XXX XXX
54 Aset Lain-lain ' ' XXX XXX
55 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) XXX XXX
56 :

57 JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) XXX XXX
58 :

59 | KEWAJIBAN

60 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

61 - Uang Perhitungan Pihak Ketiga {(PFK) XXX XXX
62 Utang Bunga XXX XXX
63 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
64 Pendapatan diterima dimuka XXX XXX
65 Utang Belanja XXX XXX
66 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
67 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d 66) XXX XXX
68 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

69 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan XXX XXX
70 Utang Dalam Negeri — Obligasi XXX XXX
71 Premium (Diskonto) Obligasi XXX XXX
72 Utang Jangka Panjang Lainnya XXX XXX
73 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (70 s/d 73) XXX XXX
74 JUMLAH KEWAJIBAN (66+74) XXX XXX
75 | EKUITAS .

76 Ekuitas XXX XXX
77 R/K PPKD

78 Jumlah Ekuitas (77+78) XXX XXX
79 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+78) XXX XXX
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3) ‘Contoh Format Laporan Operasionél Pemerintah Daerah ‘

Contoh Format Laporan Operasxonal
PEMERIN'I‘AH KABUPATEN .....ccvcreienicens '
LAPORAN OPERASIONAL -
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XI DAN 20XO
~ (Dalam Rupiah)
NO : ~ URAIAN ; SALDO | SALDO | KENAIKAN/ | (%)
20X1 | 20X0 | PENURUNAN ’

KEGIATAN OPERASIONAL -
1 PENDAPATAN
2 PENDAPATAN ASLI DAERAH ‘ - o
3 . Pendapatan Pajak Daerah XXX | xxx XXX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XXX : XXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan o ,

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : XXX XXX XXX XXX
6 Pendapatan Asli Daerah Lainnya XXX XXX XXX XXX
7 . Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 - :
: s/d6) C XXX XXX XXX XXX
8 o . , v
9 PENDAPATAN TRANSFER -
10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-
: DANA PERIMBANGAN » : )
11 Dana Bagi Hasil Pajak XX XXX XXX XXX
12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XXX XXX
13 Dana Alokasi Umum : XXX XXX XXX XXX
14 Dana Alokasi Khusus O XXX XXX XXX XXX
15 ~Jumlah Pendapatan Transfer Dana o -

Perimbangan (11 s/d 14} XXX XXX | XXX XXX
16 T ' o ‘
17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

LAINNYA
18 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XXX . XXX
19 Dana Penyesuaian XXX XXX XXX XXX
20 Jumlah Pendapatan Transfer . : , )

Lainnya (18 s/d 19) T XXX XXX XXX XXX
21 Jumlah Pendapatan Transfer

(15+20) XXX | XXX | XX | xx
22
23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - ) - )
24 Pendapatan Hibah XX XXX XXX XXX
25 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XXX XXX
26 Pendapatan Lainnya ‘ XXX XXX XXX - XXX

- Jumlah Lain-lain Pendapatan yang - | N :
27 | sah (24 s/d 26) - v XXX XXX XXX - XX
: JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21+ -
28 [27) XXX XXX XXX XX
30 | BEBAN N - . o
31 Beban Pegawai , XXX XX XXX XX
32 Beban Persediaan XXX XXX XXX - XXX
33 Beban Jasa o XXX XXX XXX XXX
34 Beban Pemeliharaan , XXX XXX XXX , XXX
35 Beban Perjalanan Dinas =~ . XXX XXX XXX XXX
36 Beban Bunga - XXX XXX XXX S XXX
37 Beban Subsidi © ] XXX XXX XXX XXX
38 Beban Hibah XXX XXX XXX XXX
39 Beban Bantuan Sosial - XXX | XX XXX XXX
40 Beban Penyusutan XXX XXX XXX XXX
41 Beban Transfer ' XXX XXX XX XXX
42 Beban Lain-lain XXX XXX XXX XXX
43 . JUMLAH BEBAN (31 s/d 42) XXX XXX XXX XXX
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN . i

44 | OPERASIONAL (28-43) ' | XXX XX XX XXX




45
46 URPLUS[DEFISIT DARI KEGIATAN NQN v

OPERASIONAL Y T I 3
47 | Surplus Penjualan Aset Nonlancar XXX | XX XXX | o
48 |  Surplus Penyelesaian Kewa_uban I 2 DR I :

Jangka Panjang =~ : XXX | xxx XXX XXX
49 | . Defisit Penjualan Aset Nonlancar =~ - XXX | xxx XXX - XXX
50 |. Defisit PcnyelesaJan Kewajlban Ja.ngka' . - - i

. .| Panjang : XXX XXX XXX - XXX
51 | Surplus/Defisit dari Keglatan Non A . ‘
" | Operasional Lainnya - .. | xx XXX XXX S XXX
52 |~ JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI . T : v
: KEGIATAN NON - OPERASIONAL (47 R _ _

- ~s/d 1) : XXX | XXX XXX XXX
|53 : SURPLUS/DEFISIT SEBELUM - o - , R
| | PosLuarBmsA@4+52) . XXX x| xxx XXX

55 | POSLUAR BIASA : ) . . o

56 |  Pendapatan Luar Biasa C XXX XXX - fpxxx | xxx
57 Beban Luar Biasa - XXX x| xxx
58 ~ POSLUARBIASA (56-57) XXX XXX XXX S XXX
59 |- '~ SURPLUS/DEFISIT-LO (53 + 58) | XXX XXX XXX XXX

| 4) Contoh Format Laporan Perubahan Ekmtas Pemenntah Daerah :

- PEMERINTAH KABUPATEN oo
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS -
" UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

- 20XI DAN 20X0
(Dalam Rupiah) - )
NO[ ~ URAIAN __ T20X1][ 20X0
T [EROTAS AWAL XXX | =X
‘|2 |sureLUs/DEFISI-LO x| oxxx
3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN I
4 | KEBLJAKAN/KESALAHAN MENDASAR x| xxx
is ' KOREKSI NILAI PERSEDIAAN x| oxxx
|6 |  SELISH REVALUASIASETTETAP | XXX | XXX
7 |  LAIN-LAIN - x| xxx
EKUITAS AKHIR B N

b, Melakukan Ehm1nas1
- Setelah unsur-unsur Neraca entltas akuntanm d1gabungkan dan
dljumlahkan maka mas1h terdapat akun aset yang dikonsolidasikan
(R/K SKPD) ‘dan kewajlban yang d1konsohdas1kan (R/ K PPKD)
EKedua akun tersebut mempunym nilai saldo yang sama. Akun
tersebut merupakan gabungan rekemng t1mba1 bahk (reczprocal
vaccount) atas transak81 antar entltas akuntans1 SKPD dan entitas
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" akuntansi PPKD sehingga éecara entitas pelapoi'an, saldo akun
tersebut bukan merupakan hasﬂ transaksi keuangan dengan plhak
ekstemal Akun-akun tersebut harus dieliminasi agar Neraca
Daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas

akuntansi. -Format Laporan Keuangan Neraca Gabungan “setelah

eliminasi: v
Format Neraca Setelah Eliminasi
PEMERINTAH KABUPATEN.....c.cettvettreccassrcrrnenncs
. - NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
{Dalam Rupiah)

No | . Uraian : 20x1 20x0
1 ASET - ™ pro—— —
2 XXX XXX
3 ASET LANCAR ' XXX XXX
4 - Kas di Kas Daerah XXX XXX
5 Kas di Bendahara Pengeluaran - XXX XXX
6 Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
7 Investasi jangka Pendek - XXX XXX
8 Piutang Pajak XXX XXX
9 Piutang retribusi - XXX XXX
10 Penyisihan Piutang =) (xx)
11 Belanja dibayar dimuka XXX XXX
12 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan XXX XXX

Negara '
13 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan XXX XXX

Daerah :
14 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah . XXX XXX

Pusat
15 Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah XXX XXX

Daerah Lainnya
16 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
17 Bagian Lancar Tuntutan ganti Rugi XXX XXX
18 Piutang lainnya XXX XXX
19 Persediaan : ' XXX XXX
20 Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) XXX - XXX
21
22 | INVESTASI JANGKA PANJANG
23 | Investasi Nonpermanen . .
24 Pinjaman jangka Panjang : XXX XXX
25 Investasi dalam Surat Utang Negara = XXX XXX
26 Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
27 Investasi Nonpermanen lainnya XXX XXX
28 - Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) XXX XXX
29 Investasi Permanen .
30 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah : XXX XXX
31 - Investasi Permanen Lainnya = XXX XXX
32 Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) XXX XXX
33 Jumlah Investasi Jangka Panjang : XXX XXX

(28+32) ' ' . :
34 '
35 | ASET TETAP
36 Tanah ' XXX XXX
37 | Peralatan dan mesin ‘ XXX . XXX
38 | Gedung dan Bangunan ‘ XXX XXX
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39 Jalan,lIrigasi dan Jaringan XXX XXX

40 Aset tetap Lainnya : : XXX XXX
41 Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX
42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)
43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) . XXX XXX
44 .

45 | DANA CADANGAN ,

46 Dana Cadangan : XXX XXX
47 Jumlah Dana Cadangan {46) XXX XXX
49 | ASET LAINNYA

50 Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
51 Tuntutan ganti Rugi - ‘ XXX XXX
52 Kemitraan dengan Pihak Ketiga XXX XXX
53 |  Aset Tak Berwujud XXX XXX
54 Aset Lain-lain ’ XXX XXX
55 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) XXX XXX
56 '

57 JUMLAH ASET (20+33+43+47+55) XXX XXX
58 , .

59 | KEWAJIBAN
60 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

161 [ Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) XXX XXX
1 62 Utang Bunga » XXX XXX
163 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang XXX XXX
|64 Pendapatan diterima dimuka XXX XXX
165 Utang Belanja ' XXX XXX
| 66 Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX
.| 67 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (61 s/d XXX XXX
: 66) - - : .
.| 68
169 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG v
170 Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan XXX XXX
71 Utang Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX
72 Premium (Diskonto) Obligasi : XXX XXX
73 Utang Jangka Panjang Lainnya XXX XXX
74 Jumlah Kewa_]lban Jangka Panjang (70 XXX XXX
s/d 73)
75 JUMLAH KEWAJIBAN (67+74) XXX XXX
76 ’
77 | EKUITAS
78 Ekuitas XXX XXX
79 Jumlah Ekuitas (78) XXX XXX
80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS XXX XXX
DANA (756+79)

c. :Men}'fusu_n Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

E_Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah
baerah yang mérupakan gabuhgan dari seluruh entitas akuntansi
‘ Pemerintah Daerah maka tahapan berikutnya adalah p'enyusunan
Laporan Perubahan SAL. Berikut ini merupakan contoh Format
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih :
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PEMERINTAH KABUPATEN ....... srsersesenes
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20XI DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

NO URAIAN - 20X1 20X0
1 | Saldo Anggaran Lebih | XXX | xxx
2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan XXX) (XXX)
3 | Pembiayaan tahun Berjalan ‘ | XX XXX
4 Subtotal (1-2) | XXX XXX
5 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran XXX XXX
6 | (SILPA/SIKPA) ' ' . XXX - XXX
7 Subtotal (3+4) , XXX XXX

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun

Sebelumnya

Lain-lain
8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) XXX XXX

- d.: Menyusun Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti
~unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan
pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku
' Besar Kas dan jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua
~ transaksi terkait arus kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke
. dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan,

aktivitas transitoris. Berikut merupakan contoh format Laporan
Arus Kas. Format Laporan Arus Kas iadalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x1 dan 20x0
(Dalam Rupiah) Metode Langsung
No Uraian 20x1 -20x0
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus masuk Kas
3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX
4 Penerimaan Retribusi Daergh XXX XXX
5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang bos S XXx%
Dipisahkan
6 Penerimaan Lainlain PAD yang sah XXX ploos
7 Penerimaan Dana bagi Hasil Pajak XXX XK
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX
9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus - (xxx) {xxx)
11 Penerimaan Dana Qtonomi Khusus XXX prole'd
12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XX
13 Penerimaan Hibah XXX XX
14 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX
15 Penerimaan Lainnya XXX XXX
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Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa

16 XXX
17 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 16) XXX
18 | Arus Keluar kas
19 Pembayaran Pegawai pised
20 Pembayaran barang CXXX
21 Pembayaran Bunga - XXX
22 Pembayaran Subsidi XXX
23 Pembayaran Beban Hibah XXX
24 Pembayaran beban bantuan Sosial XXX
25 Pembayaran Tak terduga - XXX
26 Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten / Kota XX
27 Pembayaran bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota XXX
28 | . Pembayaran bagi hsil Pendapatan Lainnya ke ' XXX
Kabupaten /kota -
29 Pembavaran kejadian luar Biasa . XXX
30 Jumlah Arus Keluar kas (19 s/d 29) XXX
31 Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi (17-30) | XXX
32 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi
33 | Arus Msuk Kas XXX
34 Pencairan Dana cadangan XXX
35 Penjusglan atas Tanah XXX
36 | ~ Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX
37 | - Penjualan atas Gedung dan bangunan XXX
38 |  Penjualan atas jalan, Irigasi dan jaringan pree o
39 Penjualan Aset Tetap lainnya XXX
40 | ° Penjualan Aset Lainnya XXX
41 Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang Dipisahkan XXX
42 Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen XXX
43 Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 42) ploied
44 | Arus Keluar Kas
45 | Pembentukan Dana Cadangan XXX
46 Perolehan atas Tanah : XXX
47 Perolehan atas Peralatan dan Mesin XXX
48 Perolehan atas Gedung dan bangunan - XXX
49 Perolehan atas jalan, Irigasi dan jaringan pored
50 Perolehan Aset Tetap lainnya XXX
51 Perolehan Aset Lainnya . XXX
52 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX
53 Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen XXX
54 Jumlah Arus Keluar Kas (45 s/d 53) XXX
S5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43-54) XXX
56 _{ Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
57 | Arus Masuk Kas :
58 Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat XXX
59 Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah daerah Lainnya XXX
60 Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank XXX
61 Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX
62 Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi XXX
63 Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya XXX
64 Peneriman Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX
65 Peneriman Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX
66 Peneriman Kembah Pm_]aman kepada Perusahaan Daerah XXX
Lainnya : S
67 Jumlah Arus Masuk Kas (58 s/d 66) XXX
68 | Arus Keluar Kas :
69 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen-Pemenntah X
Pusat
70 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen-Pemenntah XXX
Daerah Lainnya
71 | = Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negen-Lembaga XXX
Keuangan Bank
72 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga - XXX
Keuangan Bukan Bank
73 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi XXX
74 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya XXX
75 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX
76 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX
77 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daergh Lainnya XXX
78 XXX

Jumlah Arus Keluar Kas (69 s/d 77)
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Arus Kas Bersih dan Akuvxtas Pendanaan {67~78) XXX - XXX

Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

k d1 dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara laln

o SISTEMATIKA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

_ : _ DAERAH
Bab I Pendahuluan - v
o 11 o Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuanganv
T Pemenntah Daerah : .

1.2 . Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan'

o ‘Pemerintah Daerah : :

. 1.3 ) Slstemahka Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan '
T ' 'Pemenntah Daerah A : o
Bab Il Ekonom1 ‘Makro, Kebljakan Keuangan dan Pencapalan Targct

' »"KmexjaAPBD P I : : C
2.1 . Ekonomi Makro »
: 2.2 f Kebijakan Keuangan | ,
- 2. 3 : Pencapalan Target K1nexja APBD :
Bab IIbi‘ , lkhtlsar Pencapman Kinerja Keuangan Pcmermtah Daerah
| ‘ ' 3.1 . Ikhtlsar Realisasi Pencapalan Target Kmer_]a Keuangan
" Pemerintah Daerah . :
3.2 ‘ Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapeuan
o Target yang telah d1tetapkan .
Bab IV Kebljakan Akuntansi - . v .
-4l Entltas Akuntan81/Ent1tas Pelaporan Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasan.Penyusunan Laporan

o Keuangan Pemermtah Daerah
4.3 - Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan

80 | Arus Kas dari Alctmtas Transitons . - XXX - XXX
81 | Arus Masuk Kas . : XXX - XXX
82 Penerimaan Perhitungan Flhak Ketiga (PFK) XXX - XXX
83 Jumlah Anxs Kas Masuk (82) : XXX XXX
184 | Arus Keluarkas =~ - : XXX XXX
85" Pengeluaran Perhitungan Flhak Ketxga (PFK) XXX XXX
86 Jumlah Arus Keluar Kas (85) - XXX XXX
87 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (82-85) : XXX XXX
88 Kenaikan/penurunan Kas : - XXX XXX
89 - Saldo Awal kas di BUD dan Kas di Bendahara . XXX XXX -
’ engeIuaran ' : : .
90 Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas d1 bendahara N XXX COXXX
Pengeluaran (88+89) - : ) : | -
91 Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
92 Saldo Akhir Kas (90+91) - o . XXX XXX

‘ Catatan atas Laporan Keuangan mehputl pen_]elasan naratif atau
. rincian dari angka yang tertera dalam. Laporan Realisasi Anggaran
: 'Laporan Perubahan SAL Laporan Operasmnal Laporan Perubahan} o
kaultas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal hal yang dlungkapkan .
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I »Keuangan Pemenntah Daerah o .
44 :» Penerapan Kebuakan Akuntans1 berkaJtan denga.n

L Daerah . .
o 45 'Kebljakan Akuntan51 'I‘ertentu SR
BabV " Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan Pemermtah Daerah
o : 5.1.1\_ Pendapatan LRA
512  Belanja - .
'_'-513' Pemblayaan -
~ 5.2 Laporan Perubahan SAL
7 521 . Perubahan SAL
53 - Lapdran Operasional
: - 98.3.1 Pendapatan LO
. 5.3.2 f_ ‘Beban - . S
533 ~Kegiatan Non Operasmnal o
. 534  PosLuarBiasa . -
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
5441 Perubahan Ekmtas
55  Neraca -
.. 5851 Aset R _—
. 5.5.2 Kewajiban == o
553 Ekuitas

""A'5.6->"LaporanAmsKas S
. 5.6.1  ArusKasdari 0peras1 :
. 5.6.2 " Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
'5.6.3 f Arus Kas dari Aktivitas Pemb1ayaan
‘ ' 5.6.4  Arus Kas dari Aktivitas Transitoris -
BabVl Pen_]elasan atas Inforrna51-Informas1 Nonkeuangan Pemenntah
| - Daerah ‘ :
. |BabVII  Penutup -

f Membuat Pemyataan Tanggung J awab

Sebagau entltas: pelaporan, Pemermtah | Daerah waji'bw.':-
‘menyelenggarakan 81stem akuntan81 untuk menyusun Laporan -

'i:,Keuangan Pemcrlntah Daerah sebagal' alat akuntabxhtas-

RN Ketentuan - yang ada dalam SAP pada Pemermtah S —

- 'v.penggunaan anggaran dan- penggunaan barang m111k daerah o

- F Laporan Keuangan Pemerlntah Daerah merupakan tanggung J"’lWab

: pengguna anggaran sehlngga pada ‘saat menyajlkan Laporan _—

'Keuangan Pemermtah Daerah harus d1lengkap1 dengan Surat

R Pemyataan Tanggung Jawab Surat Pemyataa.n ‘Tanggung Jawab R 2

| _‘ bens1 pernyataan . bahwa laporan keuangan telah dlsusun_ .

berdasarkan s1stem pengendahan 1nternal yang memadau dan

” 1smya telah menya_ukan 1nformas1 pelaksanaan anggaran ‘dan p031si g



. e ———

| sebagai berikut: : _
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
BUPATI ......... N
Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten .........

- |Tahun Anggaran ..... e sebagaimana terlampir adalah )

merupakan tanggung jawab kami.

| Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem

| pengendalian ~ intern yang memadai dan isinya telah|

menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

BUPATI KARANGANYAR,

- JULIYATMONO

keuangan :bseCara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
. Pemerintahan. Format Surat Pemyataah Tanggung Jawab adalah
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